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Analisis Perlakuan Akuntansi Dana Tabarru’, Beban, dan Pendapatan Unit 
Usaha Takaful PT Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo Takaful) Berdasarkan 
PSAK 108
Analysis of the Accounting Treatment on Tabarru’ Funds, Expenses, and 
Income of Takaful Business Unit of Jasa Indonesia Insurance Company 




Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perlakuan akuntansi dana 
tabarru’, beban, dan pendapatan Jasindo Takaful serta untuk mengetahui 
bagaimana Jasindo Takaful mengklasifikasikan transaksi yang berkaitan dengan 
dana tabarru’, beban, dan pendapatan dalam laporan keuangan dan bagaimana 
Jasindo Takaful menyajikan catatan atas laporan keuangan. Data penelitian ini 
diperoleh dari observasi langsung terhadap laporan keuangan perusahaan dan 
catatan-catatan kegiatan dan kebijakan perusahaan, serta wawancara dengan 
pihak perusahaan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa perusahaan dalam 
memberi perlakuan akuntansi dana tabarru’, beban, dan pendapatan secara 
umum sudah mengikuti PSAK 108. Perusahaan hanya belum menyajikan 
sejumlah kecil pengungkapan. Terakhir, perusahaan dalam mengklasifikasikan 
transaksi yang berkaitan dengan dana tabarru’, beban, dan pendapatan pada 
laporan keuangan dan dalam menyajikan catatan atas laporan keuangan secara 
umum sudah mengikuti PSAK 101.
Kata kunci: perlakuan akuntansi, dana tabarru’, beban, pendapatan, asuransi 
syariah.
This research aims to investigate how the accounting treatment of funds, 
expenses, and income of Jasindo Takaful and to investigate how Jasindo Takaful 
classify transactions that relates to tabarru’ funds, expenses, and income in the 
financial statements and how Jasindo Takaful presents the notes of financial 
statements. Data used in this research were obtained from direct observation of 
company’s financial reports and records of company’s activities and policies, and 
interviews with company parties. Research findings show that company, in 
providing accounting treatment of tabarru’ funds, expenses, and income, has 
generally followed PSAK no. 108. The company only hasn’t presents small 
amount of disclosure. And finally, the company, in classify transactions that 
relates to tabarru’ funds, expenses, and income in the financial statements and in
presents the notes of financial statement , has generally followed PSAK no. 101.
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Sejak beberapa tahun terakhir, sektor bisnis dan keuangan Indonesia
semakin diramaikan dengan kegiatan usaha dan lembaga keuangan berbasis 
syariah. Lembaga keuangan syariah yang berdiri di Indonesia sudah umum untuk 
dijumpai mulai dari bank, asuransi, pasar modal, pegadaian, dana pensiun, 
reksadana, koperasi, dan lain sebagainya. Kenyataan ini kemudian menjadi
gambaran bahwa beberapa masyarakat di negara ini sudah mulai menyadari
mengenai pentingnya penerapan syariah Islam dalam aktivitas perekonomian.
Dalam kurun waktu tiga dekade terakhir, lembaga keuangan telah 
meningkatkan volume dan nilai transaksi berbasis syariah. Maka ini kemudian
meningkatkan kebutuhan terhadap akuntansi syariah. Akan tetapi, kebutuhan ini 
berbeda dengan beberapa pemikiran orang yakni masih banyak yang tidak tahu 
mengenai pentingnya diterapkan akuntansi syariah pada lembaga keuangan dan 
mengapa kemudian akuntansi yang selama ini digunakan perlu untuk 
disesuaikan.
Jika ditinjau dari perkembangan akuntansi selama beberapa kurun waktu 
yang lalu, seperti yang dikemukakan oleh Triyuwono (1997), dikutip oleh 
Muhammad (2002:29-30), akuntansi secara tradisional telah dipahami dan 
diajarkan sebagai satu rangkaian proses rasional yang digunakan untuk 
menyediakan informasi, yaitu informasi yang digunakan untuk pengambilan 
keputusan dan pengendalian. Jika demikian, maka akuntansi tampak seperti 
teknologi yang kelihatan konkrit, berwujud, dan bebas dari nilai masyarakat di
2tempat akuntansi itu diterapkan. Padahal seharusnya tidaklah demikian. Apakah 
itu sebuah ide, konsep, teori, ataupun ilmu, sebenarnya tidak dapat dilepaskan 
dari nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat. Ide, konsep, teori ataupun ilmu 
adalah produk atau anak dari masyarakat setempat, yang dapat berlaku 
universal atau hanya lokal saja.
M. Akhyar Adnan dalam karyanya “(Teknologi) Akuntansi Konvensional 
dalam Perspektif Islam” juga menulis bahwa sebagian besar orang berpendapat 
bahwa akuntansi hanyalah sebuah alat yang bebas nilai (value free), dan oleh 
karenanya akuntansi (konvensional) adalah sesuatu yang dapat diterima dan 
diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, dalam perspektif agama Islam sekalipun
(Muhammad, 2002:35).
Dalam kenyataannya, akuntansi modern yang berlaku di Indonesia saat ini 
lebih concern dengan aspek materi, dan sebaliknya mengabaikan aspek non-
materi (spiritual). Akuntansi pada umumnya digunakan untuk kepentingan 
pengambilan keputusan dalam perusahaan yang bertujuan untuk 
memaksimalkan profit. Akibatnya, manusia menjadi lebih mementingkan materi 
dibandingkan hal lainnya. Hal ini pernah dikemukakan oleh Chwastiak (1993:433) 
yang dikutip oleh Triyuwono (2006:4), yaitu:
“…theorists add to our stock of rationalizations of structural violence [i.e. 
exploitation, discrimination, oppression, etc.] by making the capital accumulation 
process appear to be more essential than life itself (...para ahli teori sesungguhnya 
menambah stok rasionalisasi kekerasan struktural (eksploitasi, diskriminasi, 
penindasan, dan lain sebagainya) dengan membuat proses akumulasi modal 
tampak lebih penting daripada kehidupan itu sendiri).”
Akumulasi modal melalui perolehan profit adalah proses penumpukan 
materi. Kebijakan-kebijakan yang ada hingga sistem akuntansi pun diciptakan 
untuk melegitimasi dan memperkuat proses penumpukan materi tersebut. 
Dengan cara ini sebetulnya, secara sadar atau tidak, manusia telah 
3mengooptasikan dirinya pada dunia materi. Sehingga materi lebih penting dari 
hidup itu sendiri. (Triyuwono, 2006:4)
Padahal bukan itu yang diajarkan oleh agama Islam. Islam sangat 
memperhitungkan sisi-sisi kemanusiaan dan keadilan secara sempurna. Seperti 
yang dikatakan Zahroh (1999), dikutip oleh Nurhayati (2012:21), hukum Islam 
memiliki tiga sasaran, yaitu penyucian jiwa, penegakan keadilan dalam 
masyarakat, dan perwujudan kemaslahatan manusia. Maka prinsip-prinsip 
berekonomi dalam Islam sedapat mungkin terhindar dari apa yang mengotori 
jiwa, mengabaikan keadilan, serta tidak memperhitungkan kemaslahatan 
manusia, yang telah dilarang dalam ajaran agama, seperti riba, maisyir, gharar, 
haram, dan batil. Sistem ekonomi dan akuntansi modern, menyedihkannya, telah 
tercampur dengan hal-hal yang dilarang tersebut untuk mencapai keadaan 
kapitalisasi yang maksimal.
Akuntansi syariah pada saat ini, untungnya, telah mulai dikembangkan, baik 
dalam bentuk teori-teori maupun dalam bentuk praktis. Untuk kepentingan 
akuntansi syariah praktis sendiri, dibentuk Dewan Standar Akuntansi Syariah 
(DSAS) Indonesia dan pada tahun 2007, DSAS telah mulai mengeluarkan 
beberapa Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Syariah (PSAK Syariah).
Dalam hal lembaga-lembaga keuangan, saat ini lembaga keuangan Islam 
yang boleh dikatakan cukup berkembang, selain bank syariah, adalah asuransi 
syariah. Asuransi syariah sendiri pertama kali didirikan di Sudan pada tahun 
1979 dengan nama The Islamic Insurance Company of Sudan. (Nurhayati, 
2012:5). Pendirian ini terus berlanjut di beberapa negara di dunia. Saat ini 
asuransi syariah telah berdiri di banyak negara, yaitu di Arab Saudi, Bahrain, 
Brunei, Bahama, Pakistan, Lebanon, Malaysia, Indonesia, Singapura, 
4Luxemburg, Swiss, Inggris, pecahan Uni Soviet, dan Australia. (Harahap, 
2004:99 dan Nurhayati, 2012:4)
Di Indonesia sendiri, perkembangan asuransi syariah diawali dengan 
berdirinya Asuransi Takaful, yang dibentuk oleh PT Syarikat Takaful Indonesia 
sebagai holding company pada tahun 1994. PT Syarikat Takaful Indonesia 
kemudian mendirikan PT Asuransi Takaful Keluarga pada 25 Agustus 1994 dan 
PT Asuransi Takaful Umum pada 2 Juni 1995.
Saat ini di Indonesia telah berdiri banyak perusahaan asuransi syariah. Pada 
tahun 2007 saja telah tercatat sebanyak 38 perusahaan yang terdiri atas 2 
perusahaan asuransi jiwa syariah, 1 perusahaan asuransi kerugian syariah, 13 
perusahaan asuransi jiwa yang memiliki unit syariah, 19 perusahaan asuransi 
kerugian yang memiliki unit syariah, dan 3 perusahaan reasuransi yang memiliki 
unit syariah. (Nurhayati, 2012:6).
Asuransi syariah memiliki karakteristik tersendiri dan berbeda dari asuransi 
konvensional, baik dari segi konsep, nilai-nilai, pengawasan, akad, penanganan
risiko, pengelolaan dana, investasi, kepemilikan dana, sumber pembayaran 
klaim, dan keuntungan. Dalam hal standar akuntansi, DSAS juga telah 
mengeluarkan standar yang mengatur mengenai akuntansi untuk transaksi 
asuransi syariah, yaitu PSAK 108. PSAK 108 efektif berlaku mulai 1 Januari 2010 
untuk perusahaan-perusahaan asuransi syariah dan unit syariah perusahaan-
perusahan asuransi.
Penulis merasa tertarik untuk meneliti apakah PSAK 108 telah diterapkan 
dalam perusahaan asuransi umum syariah terutama dalam perusahaan asuransi 
umum yang membuka unit asuransi syariah. Saat ini dapat dikatakan 
kebanyakan unit syariah perusahaan asuransi masih terikat dengan induk 
perusahaan asuransinya dalam hal manajemen. Maka penulis menganggap 
5menarik untuk diteliti apakah dalam operasional dan perlakuan akuntansi dalam 
unit syariah perusahaan asuransi tersebut telah benar-benar menjalankan 
standar dan aturan-aturan yang berlaku. Yang ingin penulis teliti terutama 
mengenai perlakuan akuntansi dana tabarru’, pendapatan, dan beban
perusahaan. Maka penulis mengambil judul “Analisis Perlakuan Akuntansi 
Dana Tabarru’, Beban, dan Pendapatan Unit Usaha Takaful PT Asuransi 
Jasa Indonesia (Jasindo Takaful) Berdasarkan PSAK 108”
1.2 Rumusan Masalah
Penulisan ini dimaksudkan untuk memahami dan menganalisis perlakuan 
akuntansi dana tabarru’, beban dan pendapatan Unit Usaha Takaful PT Asuransi 
Jasa Indonesia (Jasindo Takaful) dengan berusaha menjawab pertanyaan 
berikut ini:
1. Bagaimanakah Jasindo Takaful memberikan perlakuan akuntansi terhadap 
dana tabarru’, beban, dan pendapatan?
2. Bagaimanakah Jasindo Takaful mengklasifikasikan transaksi yang berkaitan 
dengan dana tabarru’, beban, dan pendapatan dalam laporan keuangan
serta bagaimanakah Jasindo Takaful menyajikan catatan atas laporan 
keuangan?
3. Apakah perlakuan akuntansi terhadap dana tabarru’, beban, dan 
pendapatan yang diberikan Jasindo Takaful sudah mengikuti PSAK 108: 
Akuntansi Transaksi Asuransi Syariah?
4. Apakah pengklasifikasian transaksi yang berkaitan dengan pendapatan, 
beban, dan dana tabarru’ dalam laporan keuangan serta penyajian catatan 
atas laporan keuangan yang diberikan Jasindo Takaful sudah mengikuti 
PSAK 101: Laporan Keuangan Entitas Syariah?
61.3 Tujuan Penelitian
Berdasarkan uraian latar belakang dan rumusan masalah, maka tujuan yang 
dikemukakan pada penelitian ini adalah:
1. Untuk mengetahui bagaimana Jasindo Takaful memberikan perlakuan 
akuntansi terhadap dana tabarru’, beban, dan pendapatan.
2. Untuk mengetahui bagaimana Jasindo Takaful mengklasifikasikan transaksi 
yang berkaitan dengan dana tabarru’, beban, dan pendapatan dalam 
laporan keuangan serta bagaimana Jasindo Takaful menyajikan catatan 
atas laporan keuangan.
3. Untuk mengetahui kesesuaian perlakuan akuntansi terhadap dana tabarru’, 
beban, dan pendapatan yang diberikan Jasindo Takaful dengan PSAK 108: 
Akuntansi Transaksi Asuransi Syariah.
4. Untuk mengetahui kesesuaian pengklasifikasian transaksi yang berkaitan 
dengan pendapatan, beban, dan dana tabarru’ dalam laporan keuangan
serta penyajian catatan atas laporan keuangan yang diberikan Jasindo 
Takaful dengan PSAK 101: Laporan Keuangan Entitas Syariah.
1.4 Kegunaan Penelitian
Adapun kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai 
berikut:
1. Untuk menambah pengetahuan dan wawasan peneliti khususnya mengenai 
perlakuan akuntansi dana tabarru’, beban, dan pendapatan pada 
perusahaan asuransi umum syariah.
2. Diharapkan dapat menjadi bahan masukan yang bermanfaat bagi 
perusahaan terkait, khususnya mengenai perlakuan akuntansi dana tabarru’, 
beban, dan pendapatan.
73. Sebagai bahan bacaan atau literatur tambahan bagi khalayak umum dan 
juga bagi peneliti-peneliti selanjutnya yang tertarik terhadap bidang kajian 
ini.
1.5 Sistematika Penulisan
Penulisan skripsi ini dibagi dalam 6 (enam) bab dengan gambaran sebagai 
berikut:
BAB I    PENDAHULUAN
Pada bab ini akan dikemukakan mengenai latar belakang 
permasalahan, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan 
penelitian, serta sistematika penulisan skripsi.
BAB II    LANDASAN TEORI
Pada bab ini akan dibahas teori-teori serta hasil penelitian terdahulu 
yang berkaitan dengan masalah yang diangkat dalam skripsi ini.
BAB III    METODE PENELITIAN
Pada bab ini akan diuraikan mengenai jenis penelitian, objek dan lokasi 
penelitian, fokus penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan
data, serta teknik analisis data yang akan digunakan.
BAB IV   GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN
Pada bab ini akan diuraikan secara umum mengenai profil perusahaan 
yang menjadi objek penelitian penulis, berupa sejarah singkat, produk-
produk yang ditawarkan, serta struktur organisasi.
BAB V    PEMBAHASAN
Pada bab ini akan dibahas mengenai hasil penelitian yang telah 
dilakukan oleh penulis, yaitu tentang pengakuan, pengukuran, 
penyajian, dan pengungkapan dana tabarru’, pendapatan, dan beban
8Unit Usaha Takaful PT Asuransi Jasa Indonesia beserta analisis 
kesesuaiannya dengan PSAK 108. Kemudian akan dibahas mengenai 
pengklasifikasian transaksi yang berkaitan dengan pendapatan, beban, 
dan dana tabarru’ dalam laporan keuangan Unit Usaha Takaful PT 
Asuransi Jasa Indonesia dan penyajian catatan atas laporan keuangan
Unit Usaha Takaful PT Asuransi Jasa Indonesia beserta analisis 
kesesuaiannya dengan PSAK 101.
BAB VI : PENUTUP






2.1.1 Sejarah Asuransi Syariah
Asal usul asuransi syariah berbeda dengan sejarah akuntansi 
konvensional. Praktik asuransi syariah saat ini di Indonesia berasal dari 
budaya suku Arab sebelum zaman Rasulullah yang disebut dengan aqilah. 
Thomas Patrick dalam bukunya Dictionary of Islam, dikutip oleh Agus 
Hariyadi (dalam Ali, 2008:10), menerangkan bahwa jika salah satu anggota 
suku terbunuh oleh anggota suku yang lain, keluarga korban akan dibayar 
sejumlah uang darah (diyat) sebagai kompensasi oleh saudara terdekat dari 
pembunuh. Saudara dekat pembunuh tersebut biasa disebut aqilah. Aqilah 
yang membayar uang darah atas nama pembunuh. Mereka kemudian 
mengumpulkan dana (al-kanzu) yang diperuntukkan membantu keluarga 
korban dalam pembunuhan.
Praktik aqilah di zaman Rasulullah tetap diterima oleh masyarakat Islam 
dan menjadi bagian dari hukum Islam. Hal ini dapat dilihat dari hadis Nabi 
Muhammad saw. : 
“Diriwayatkan oleh Abu Hurairah ra., dia berkata: Berselisih dua orang wanita 
dari suku Huzail, kemudian salah satu wanita tersebut melempar batu ke 
wanita yang lain sehingga mengakibatkan kematian wanita tersebut beserta 
janin yang dikandungnya. Ahli waris dari wanita yang meninggal tersebut 
mengadukan peristiwa tersebut kepada Rasululllah saw., maka Rasulullah 
saw. memutuskan ganti rugi dari pembunuhan terhadap janin tersebut dengan 
pembebasan seorang budak laki-laki atau perempuan, dan memutuskan ganti 
rugi kematian wanita tersebut dengan uang darah (diyat) yang dibayarkan oleh 
aqilah-nya (kerabat dari orang tua laki-laki).”(HR. Al-Bukhari).
Selain hadis di atas, ada pasal khusus dalam konstitusi Madinah yang 
memuat semangat untuk saling menanggung bersama, yaitu Pasal 3 yang 
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isinya sebagai berikut: “Orang Quraisy yang melakukan perpindahan (ke 
Madinah) melakukan pertanggungan bersama dan akan saling bekerja sama 
membayar uang darah di antara mereka.”
Selain itu juga pada zaman Rasulullah saw., dibuat ketentuan oleh 
Rasulullah tentang penyelamatan jiwa para tawanan, yang menyatakan 
bahwa jika ada tahanan yang tertahan oleh musuh karena perang, maka 
untuk membebaskan yang ditawan harus ada pembayaran tebusan kepada 
musuh. Selain tersebut di atas Rasulullah saw., juga telah menetapkan 
jumlah kompensasi untuk  berbagai kecelakaan seperti 5 ekor unta untuk 
luka tulang dalam, 10 ekor unta untuk kehilangan jari tangan dan kaki, dan 
12.000 dinar (koin emas) untuk kematian. (Amrin, 2011:4-5)
Sejak zaman Rasulullah saw., hingga saat ini kaum muslimin memiliki 
peran penting dalam mengenalkan sistem asuransi kepada dunia. Pada 
tahun 200 H, banyak pengusaha muslim yang memulai merintis sistem 
takaful, sebuah sistem pengumpulan dana yang akan digunakan untuk 
menolong para pengusaha satu sama lain yang sedang menderita kerugian; 
seperti ketika kapal angkutan barangnya menabrak karang dan tenggelam, 
atau ketika seseorang dirampok yang menyebabkan hilangnya sebagian 
atau seluruh hartanya. Lebih khusus, istilah ini disebut “Sharing of Risk”. 
(Amrin, 2011:5)
Diterangkan oleh Amrin (2011:5) bahwa ketika para ahli ekonomi dan 
masyarakat Muslim menyadari bahwa dalam Islam terdapat sistem ekonomi 
yang terbaik untuk seluruh umat manusia, mereka mencoba membangkitkan 
kembali semangat tolong-menolong dalam bidang ekonomi, di antaranya 
dengan mendirikan perusahaan asuransi syariah. Asuransi syariah pertama 
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kali didirikan di Bahrain, lalu dengan cepat diikuti oleh negara Muslim lain, 
termasuk Indonesia.
Pada tahun 1970-an di beberapa negara Islam atau di negara-negara 
yang mayoritas penduduknya muslim bermunculan asuransi yang prinsip 
operasionalnya mengacu kepada nilai-nilai Islam dan terhindar dari unsur 
riba, maisyir, dan gharar yang diharamkan Islam. Pada tahun 1979, Faisal 
Islamic Bank of Sudan memprakarsai berdirinya perusahaan asuransi 
syariah Islamic Insurance Co. Ltd., di Sudan dan Islamic Insurance Co. Ltd.,
di Arab Saudi. Keberhasilan asuransi syariah ini kemudian diikuti oleh 
berdirinya Dar Al-Maal Al-Islami di Geneva, Swiss dan Takaful Islami di 
Luxemburg, Takaful Islam Bahamas di Bahamas,  dan Al-Takaful Al-Islami di 
Bahrain pada tahun 1983. Di Malaysia, Syarikat Takaful Sdn. Berhad berdiri 
pada tahun 1984. Di Asia sendiri, asuransi syariah pertama kali 
diperkenalkan di Malaysia pada tahun 1985 melalui sebuah perusahaan 
asuransi jiwa bernama Takaful Malaysia, selanjutnya diikuti oleh  negara-
negara lain seperti Brunei, Singapura, dan Indonesia. Hingga saat ini 
asuransi syariah semakin dikenal luas dan diminati oleh masyarakat dan 
negara-negara muslim maupun non-muslim.
Dalam rangka pengembangan perekonomian umat jangka panjang, 
masyarakat muslim perlu konsisten mengaplikasikan prinsip-prinsip 
perniagaan syariah berdasarkan nash-nash (teks-teks dalil agama) yang 
jelas atau pendapat para ekonom islam. Asuransi syariah yang merupakan 
lembaga ekonomi syariah yang dapat membawa umat Islam ke arah 
kemakmuran patut diwujudkan dan merupakan sebuah keniscayaan. Atas 
dasar keyakinan umat Islam dunia dan keuntungan yang diperoleh melalui 
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konsep asuransi syariah, maka lahirlah berbagai perusahaan asuransi yang
menjalankan usaha perasuransian berdasarkan prinsip syariah.
Bersamaan beroperasinya bank syariah maka diperlukan jasa asuransi 
syariah. Berdasarkan pemikiran tersebut, Ikatan Cendekiawan Muslim se-
Indonesia (ICMI) pada tanggal 27 Juli 1993 melalui Yayasan Abdi Bangsa 
bersama Bank Muamalat Indonesia (BMI) dan perusahaan Asuransi Tugu 
Mandiri sepakat memprakarsai pendirian asuransi takaful. Dari tiga lembaga 
ini membentuk Tim Pembentukan Asuransi Takaful Indonesia atau TEPATI, 
yang dipimpin oleh direktur utama PT Syarikat Takaful Indonesia (STI), 
Rahmat Saleh. Sebagai langkah awal, lima orang anggota TEPATI 
melakukan studi banding ke Malaysia pada September 1993. Malaysia 
merupakan negara ASEAN pertama yang menerapkan asuransi dengan 
prinsip syariah sejak tahun 1985. Di negara jiran ini, asuransi syariah 
dikelola oleh Syarikat Takaful Malaysia Sdn. Bhd.
Syarikat Takaful Indonesia mendirikan PT Asuransi Takaful Keluarga 
dan PT Asuransi Takaful Umum setelah melaksanakan berbagai seminar 
nasional bertempat  di Jakarta. Secara resmi, PT Asuransi Takaful Keluarga 
didirikan pada 25 Agustus 1994 dengan modal disetor sebesar Rp5 miliar. 
Sementara PT Asuransi Takaful Umum secara resmi didirikan pada 2 Juni 
1995.
Saat ini, Indonesia dikenal sebagai salah satu negara dengan jumlah 
operator asuransi syariah yang cukup banyak di dunia. Berdasarkan data 
Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) tahun 2011, 
terdapat 49 pemain asuransi syariah di Indonesia yang telah mendapatkan 
rekomendasi syariah. Mereka terdiri dari 40 operator asuransi syariah, tiga 
reasuransi syariah, dan enam broker asuransi dan reasuransi syariah di 
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mana perusahaan asuransi yang benar-benar secara penuh beroperasi 
sebagai perusahaan asuransi syariah ada dua, yaitu Asuransi Takaful 
Keluarga dan Asuransi Takaful Umum.
2.1.2 Dasar Hukum Asuransi Syariah
a. Firman Allah SWT di dalam Al-Qur’an
Perintah Allah SWT untuk mempersiapkan hari depan, di antaranya 
Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Hasyr ayat 18:
Artinya: “Hai orang yang beriman! Bertaqwalah kepada Allah dan hendaklah 
setiap diri memperhatikan apa yang telah dibuat untuk hari esok (masa depan). 
Dan bertaqwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa 
yang kamu kerjakan.”
Juga dalam QS. An-Nisaa’ ayat 9:
Artinya: “Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya
meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka 
khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka 
bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang
benar.”
Ayat ini menggambarkan kepada manusia yang berpikir tentang 
pentingnya planning atau perencanaan yang matang dalam mempersiapkan 
hari depan. 
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Nabi Yusuf as., dicontohkan dalam Al-Qur’an membuat sistem proteksi 
menghadapi kemungkinan yang buruk di masa depan, yaitu dalam QS. 
Yusuf ayat 43-49, sebagai berikut:
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Artinya: Raja berkata (kepada orang-orang terkemuka dari kaumnya): 
"Sesungguhnya aku bermimpi melihat tujuh ekor sapi betina yang gemuk-
gemuk dimakan oleh tujuh ekor sapi betina yang kurus-kurus dan tujuh bulir 
(gandum) yang hijau dan tujuh bulir lainnya yang kering. Hai orang-orang yang 
terkemuka, terangkanlah kepadaku tentang ta'bir mimpiku itu jika kamu dapat 
mena'birkan mimpi."
Mereka menjawab: "(Itu) adalah mimpi-mimpi yang kosong dan kami sekali-kali 
tidak tahu menta'birkan mimpi itu." 
Dan berkatalah orang yang selamat di antara mereka berdua dan teringat 
(kepada Yusuf) sesudah beberapa waktu lamanya: "Aku akan memberitakan 
kepadamu tentang (orang yang pandai) mena'birkan mimpi itu, maka utuslah 
aku (kepadanya)."
(Setelah pelayan itu berjumpa dengan Yusuf dia berseru): "Yusuf, hai orang 
yang amat dipercaya, terangkanlah kepada kami tentang tujuh ekor sapi betina 
yang gemuk-gemuk yang dimakan oleh tujuh ekor sapi betina yang kurus-kurus 
dan tujuh bulir (gandum) yang hijau dan (tujuh) lainnya yang kering agar aku 
kembali kepada orang-orang itu, agar mereka mengetahuinya."
Yusuf berkata: "Supaya kamu bertanam tujuh tahun (lamanya) sebagaimana 
biasa; maka apa yang kamu tuai hendaklah kamu biarkan dibulirnya kecuali 
sedikit untuk kamu makan.
Kemudian sesudah itu akan datang tujuh tahun yang amat sulit, yang 
menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapinya (tahun sulit), 
kecuali sedikit dari (bibit gandum) yang kamu simpan.
Kemudian setelah itu akan datang tahun yang padanya manusia diberi hujan 
(dengan cukup) dan dimasa itu mereka memeras anggur."
b. Hadis Nabi Muhammad saw.
Hadis Nabi Muhammad saw. mengenai hubungan muslim satu dengan 
muslim lainnya, di antaranya:
“Barang siapa melepaskan dari seorang muslim suatu kesulitan di dunia, Allah 
akan melepaskan kesulitan darinya pada hari kiamat; dan Allah senantiasa 
menolong hamba-Nya selama ia (suka) menolong saudaranya.” (HR. Muslim
dari Abu Hurairah)
“Perumpamaan orang beriman dalam kasih sayang, saling mengasihi dan 
mencintai bagaikan tubuh (yang satu); jikalau satu bagian menderita sakit 
maka bagian lain akan turut menderita.” (HR. Muslim dari Nu’man bin Basyir)
“Seorang mu’min dengan mu’min yang lain ibarat sebuah bangunan, satu 
bagian menguatkan yang lain.” (HR. Muslim dari Abu Musa al-Asy’ari)
“Seorang muslim itu adalah bersaudara dengan muslim lainnya. Ia tidak boleh 
menzalimi dan menyusahkannya. Barangsiapa yang mau memenuhi 
kebutuhan saudaranya, maka Allah pun akan berkenan memenuhi 
kebutuhannya. Barangsiapa yang melapangkan satu kesusahan kepada 
seorang muslim, maka Allah akan melapangkan salah satu kesusahan di 
antara kesusahan-kesusahan di hari kiamat nanti. Barangsiapa yang menutup 
keaiban seorang muslim, maka Allah akan menutup keaibannya di hari kiamat.” 
(HR. Bukhari dan Muslim dari Ibnu Umar)
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c. Pendapat Para Ulama
Para ahli hukum Islam (fuqaha) menyadari sepenuhnya bahwa status 
hukum asuransi syariah belum pernah ditetapkan oleh para pemikir hukum 
Islam di zaman dahulu. Pemikiran mengenai asuransi yang dimaksud
muncul ketika terjadi akulturasi budaya Islam dengan budaya Eropa. 
Namun, bila dicermati melalui kajian yang mendalam maka ditemukan 
bahwa asuransi itu terdapat di dalamnya maslahat sehingga para ahli hukum 
Islam mengadopsi manajemen asuransi berdasarkan prinsip-prinsip syariah.
Berdasarkan hal tersebut, para ahli hukum Islam mendorong warga 
masyarakat Islam untuk membuka perusahaan-perusahaan asuransi yang 
menggunakan prinsip syariah. Dorongan tersebut semakin kuat sesudah 
muncul fatwa dan rekomendasi yang dikeluarkan oleh “Muktamar Ekonomi 
Islam” yang berlangsung pertama kali di Mekkah pada tahun 1976. 
Rekomendasi itu dikuatkan dalam pertemuan Majma Al-Fiqh Al-Islamiy di 
Jeddah pada tanggal 28 Desember 1985. Para ahli hukum Islam 
menyerukan agar warga masyarakat di dunia menggunakan asuransi 
ta’awun. (Ali, 2008:24)
2.1.3 Konsep Dasar Asuransi Syariah
2.1.3.1 Pengertian Asuransi (Konvensional)
Menurut Yafie (1994) dalam Sula (2004:26), kata asuransi berasal dari 
Bahasa Belanda, assurantie, yang dalan hukum Belanda disebut 
Verzekering yang artinya pertanggungan. Dari peristilahan assurantie 
kemudian timbul istilah assuradeur bagi penanggung dan geassureerde bagi 
penanggung.
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Menurut Mehr (1985) dalam Sula (2004:26), pengertian asuransi adalah
sebagai berikut:
“Asuransi adalah a device for reducing risk by combining a sufficient number of 
exposure units to make their individual losses collectively predictable. The 
predictable loss is then shared by or distributed proportionately among all units 
in the combination (suatu alat untuk mengurangi risiko dengan 
menggabungkan sejumlah unit-unit yang berisiko agar kerugian individu secara 
kolektif dapat diprediksi. Kerugian yang dapat diprediksi tersebut kemudian 
dibagi dan didistribusikan secara proporsional di antara semua unit-unit dalam 
gabungan tersebut).”
Dalam  Undang Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1992 
tentang Usaha Perasuransian yang dikutip dalam Amrin (2011:41-42), 
dikemukakan bahwa:
“Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, 
dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, 
dengan menerima premi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung 
karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, 
atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita 
tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk 
pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang 
dipertanggungkan.”
Sedangkan ruang lingkup Usaha Asuransi yaitu usaha jasa keuangan 
yang dengan menghimpun dana masyarakat melalui pengumpulan premi 
asuransi, memberi perlindungan kepada anggota masyarakat pemakai jasa 
asuransi terhadap kemungkinan timbulnya kerugian karena suatu peristiwa 
yang tidak pasti atau terhadap hidup atau meninggalnya seseorang. (Sula, 
2004:27)
Adapun pengertian  tentang asuransi yang tercantum pada Pasal 246 
Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), dikutip dalam Amrin 
(2011:42), berbunyi sebagai berikut:
“Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian dengan mana seorang 
penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung, dengan menerima 
suatu premi, untuk penggantian kepadanya karena suatu kerusakan atau 
kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin akan dideritanya 
karena suatu peristiwa yang tidak tentu.”
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2.1.3.2 Pengertian Asuransi Syariah
Jubran Ma’ud dalam Sula (2004:28) mengatakan bahwa dalam bahasa 
Arab Asuransi disebut at-ta’min, penanggung disebut mu’ammin, sedangkan 
tertanggung disebut mu’amman lahu atau musta’min. At-ta’min diambil dari 
kata amana memiliki arti memberi perlindungan, ketenangan, rasa aman, 
dan bebas dari rasa takut. (Al-Jufri dalam Sula, 2004:28)
Amrin (2011:36) juga mengeluarkan pendapat mengenai asuransi 
syariah, yaitu sebagai berikut:
“Asuransi syari’ah disebut juga dengan asuransi ta’awun yang artinya tolong 
menolong atau saling membantu, atas dasar prinsip syariat yang saling toleran 
terhadap sesama manusia untuk menjalin kebersamaan dalam meringankan 
bencana yang dialami peserta. Dalam asuransi syari’ah tidak ada perbuatan 
memakan harta manusia dengan batil (aklu amwalinmas bilbathil), karena apa 
yang telah diberikan adalah semata-mata sedekah dari harta-harta yang 
dikumpulkan.”
Al-Fanjari (2004) dalam Amrin (2011:38) mengartikan asuransi syariah 
sebagai usaha saling menanggung atau tanggung jawab sosial. Ia juga 
membagi ta’min ke dalam tiga bagian, yaitu ta’min at-taawuniy, ta’min al-
tijari, dan ta’min al-hukumiy.
Menurut Mushtafa Ahmad Zarqa dalam Amrin (2011:38), asuransi 
dalam pandangan syariah adalah sebagai berikut:
“Pengertian asuransi secara istilah adalah kejadian. Adapun metodologi dan 
gambarannya dapat berbeda-beda, namun pada intinya, asuransi adalah cara 
atau metode untuk memelihara manusia dalam menghindari risiko (ancaman) 
bahaya yang beragam yang akan terjadi dalam hidupnya, dalam perjalanan 
kegiatan hidupnya atau dalam aktivitas ekonominya.”
Husain Hamid Hisam dalam Amrin (2011:38-39) menjelaskan 
pengertian asuransi sebagai berikut:
“Asuransi adalah sikap ta’awun yang telah diatur dengan sistem yang sangat 
rapi, antara sejumlah besar manusia, semuanya telah siap mengantisipasi 
suatu peristiwa, jika sebagian mereka mengalami peristiwa tersebut, maka 
semuanya saling menolong dalam menghadapi peristiwa tersebut dengan 
sedikit pemberian (derma) yang diberikan oleh masing-masing peserta. 
Dengan pemberian (derma) tersebut mereka dapat menutupi kerugian-
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kerugian yang dialami oleh peserta yang tertimpa musibah. Dengan demikian 
asuransi adalah ta’awun yang terpuji, yaitu saling menolong dalam berbuat 
kebajikan dan takwa. Dengan ta’awun mereka saling membantu antara 
sesama, dan mereka takut dengan bahaya (malapetaka) yang mengancam 
mereka.”
Az-zarqa dalam Amrin (2011:39) mengatakan bahwa:
“Sistem asuransi yang dipahami oleh para ulama hukum (syariah) adalah 
sebuah sistem ta’awun dan tadhamun yang bertujuan untuk menutupi kerugian 
peristiwa atau musibah. Tugas ini dibagikan kepada sekelompok tertanggung, 
dengan cara memberikan pengganti kepada orang yang tertimpa musibah. 
Pengganti tersebut diambil dari kumpulan premi-premi mereka. Mereka (para 
ulama ahli syariah) mengatakan bahwa dalam penetapan semua hukum yang 
berkaitan dengan kehidupan sosial dan ekonomi, Islam bertujuan agar suatu 
masyarakat hidup berdasarkan atas asas saling menolong dan menjamin 
dalam pelaksanaan hak dan kewajiban.”
Menurut fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-
MUI) No. 21 tahun 2001, asuransi syariah (Ta’min, Takaful, atau Tadhamun)
adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah 
orang/pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan/atau tabarru’ yang 
memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui 
akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah.
Adapun menurut PSAK 108, pengertian asuransi syariah adalah 
sebagai berikut:
“Asuransi syariah adalah sistem menyeluruh yang pesertanya mendonasikan 
(men-tabarru’-kan) sebagian atau seluruh kontribusinya yang digunakan untuk 
membayar klaim atas risiko tertentu akibat musibah pada jiwa, badan, atau 
benda yang dialami oleh peserta yang berhak. Donasi tersebut merupakan 
donasi dengan syarat tertentu dan merupakan milik peserta secara kolektif, 
bukan merupakan pendapatan entitas pengelola.”
2.1.3.3 Komparasi antara Asuransi Syariah dan Asuransi Konvensional
Menurut Sula, terdapat beberapa perbedaan antara asuransi syariah 
dan asuransi konvensional. Perbedaan ini diuraikan dalam satu tabel (Sula: 
2004:36), yaitu sebagai berikut:
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Tabel 2.1
Perbedaan Antara Asuransi Syariah dan Asuransi Konvensional
No. Prinsip Asuransi Konvensional Asuransi Syariah
1. Konsep Perjanjian antara dua pihak
atau lebih, dengan mana pihak 
penanggung mengikatkan diri 
kepada tetanggung, dengan 
menerima premi asuransi, 
untuk memberikan pergantian 
kepada tertanggung.
Sekumpulan orang yang saling 
membantu, saling menjamin,
dan bekerja sama, dengan cara 
masing-masing mengeluarkan
dana tabarru’.
2. Asal Usul Dari masyarakat Babilonia 
4000-3000 SM yang dikenal 
dengan perjanjian Hammurabi. 
Dan tahun 1668 M di Coffe 
House London berdirilah Lloyd 
of London sebagai cikal bakal 
asuransi konvensional.
Dari Al-Aqilah, kebiasaan suku 
Arab jauh sebelum Islam 
datang. Kemudian disahkan 
oleh Rasulullah menjadi hukum 
Islam, bahkan telah tertuang 
dalam konstitusi pertama di 




Bersumber dari pikiran 
manusia dan kebudayaan. 
Berdasarkan hukum positif, 
hukum alami, dan contoh 
sebelumnya.
Bersumber dari wahyu Ilahi. 
Sumber hukum dalam syariah 
Islam adalah Al-Qur’an, Sunnah 
atau kebiasaan rasul, Ijma’, 
Fatwa Sahabat Qiyas, Istihsan, 






Tidak selaras dengan syariah 
Islam karena adanya Maisir, 
Gharar, dan Riba; hal yang 
diharamkan dalam muamalah.
Bersih dari adanya praktek 
Gharar, Maisir, dan Riba.
5. DPS (Dewan 
Pengawas 
Syariah)




Ada, yang berfungsi untuk 
mengawasi pelaksanaan 
operasional perusahaan agar  
terbebas dari praktek-praktek 
muamalah yang bertentangan 
dengan prinsip-prinsip syariah.
6. Akad Akad jual beli (akad 
mua’awadhah, akad idz’aan, 
akad gharar, dan akad mulzim).
Akad tabarru’ dan akad tijarah 




No. Prinsip Asuransi Konvensional Asuransi Syariah
7. Jaminan / 
Risk (Risiko)
Transfer of Risk di mana terjadi 
transfer risiko dari tertanggung 
kepada penanggung.
Sharing of Risk di mana terjadi 
proses saling menanggung 




Tidak ada pemisahan dana, 
yang berakibat pada terjadinya 
dana hangus (untuk produk 
saving  life).
Pada produk-produk saving 
(life) terjadi pemisahan dana, 
yaitu dana tabarru’ derma dan 
dana peserta. Sehingga tidak 
mengenal istilah dana hangus. 
Sedangkan untuk term 
insurance (life) dan general 
insurance semuanya bersifat 
tabarru’.
9. Investasi Bebas melakukan investasi 
dalam batas-batas ketentuan 
perundang-undangan, dan 
tidak terbatasi pada halal dan 
haramnya obyek atau sistem 
investasi yang digunakan.
Dapat melakukan investasi 
sesuai ketentuan perundang-
undangan, sepanjang tidak 
bertentangan dengan prinsip-
prinsip syariah Islam. Bebas 




Dana yang terkumpul dari 
premi peserta seluruhnya 





Dana yang terkumpul dari 
peserta dalam bentuk iuran 
atau kontribusi, merupakan 
milik peserta (shohibul mal). 
Asuransi syariah hanya sebagai 
pemegang amanah (mudharib) 
dalam mengelola dana 
tersebut.
11. Unsur Premi Unsur premi terdiri dari: tabel 
mortalita (mortability tables), 
bunga (interest), biaya-biaya 
asuransi (cost of insurance).
Iuran atau kontribusi terdiri dari 
unsur tabarru’ dan tabungan 
(yang tidak mengandung unsur 
riba). Tabarru’ juga dihitung dari 




No. Prinsip Asuransi Konvensional Asuransi Syariah
12. Loading Loading pada asuransi 
konvensional cukup besar 
terutama diperuntukkan untuk 
komisi agen, bisa menyerap 
premi tahun pertama dan 
kedua. Karena itu, nilai tunai 
pada tahun pertama dan kedua 
biasanya belum ada (masih 
hangus).
Pada sebagian asuransi 
syariah, loading (komisi agen) 
tidak dibebankan pada peserta 
tapi dari dana pemegang 
saham. Tapi sebagian yang 
lainnya mengambilkan dari 
sekitar 20-30 persen saja dari 
premi tahun pertama. Dengan 





Sumber biaya klaim adalah dari 
rekening perusahaan, sebagai 
konsekuensi penanggung 
terhadap tertanggung. Murni 
bisnis dan tidak ada nuansa 
spiritual.
Sumber pembayaran klaim 
diperoleh dari rekening tabarru’ 
dimana peserta saling 
menanggung. Jika salah satu 
peserta mendapat musibah, 
maka peserta lainnya ikut 




Menganut konsep akuntansi 
accrual basis, yaitu proses 
akuntansi yang mengakui 
terjadinya peristiwa atau 
keadaan nonkas. Dan 
mengakui pendapatan, 
peningkatan aset, expenses, 
liabilities dalam jumlah tertentu 
yang baru akan diterima dalam 
waktu yang akan datang.
Menganut konsep akuntansi 
cash basis, mengakui apa yang 
benar-benar telah ada, 
sedangkan accrual basis 
dianggap bertentangan dengan 
syariah karena mengakui 
adanya pendapatan harta, 
beban atau utang yang akan 
terjadi di masa yang akan 
datang/belum pasti. Ada juga 
perusahaan asuransi syariah
yang menggunakan accrual 
bases dalam pencatatannya, 
namun dalam distribusi hasil 
usahanya ditentukan atas dasar 




No. Prinsip Asuransi Konvensional Asuransi Syariah
15. Keuntungan 
(Profit)
Keuntungan yang diperoleh 
dari surplus underwriting, 
komisi reasuransi dan hasil 
investasi seluruhnya adalah 
keuntungan perusahaan.
Profit yang diperoleh dari 
surplus underwriting, komisi 
reasuransi, dan hasil investasi, 
bukan seluruhnya menjadi milik 
perusahaan, tetapi dilakukan 
bagi hasil (mudharabah) 
dengan peserta.
16. Misi & Visi Secara garis besar misi utama 
dari asuransi konvensional 
adalah misi ekonomi dan misi 
sosial.
Misi yang diemban dalam 
asuransi syariah adalah misi 
aqidah, misi ibadah (ta’awun), 
misi ekonomi (Iqtishod), dan 
misi pemberdayaan umat 
(sosial).
Sumber: Sula (2004:326)
Untuk lebih jelasnya, beberapa komponen komparasi antara asuransi 
syariah dan asuransi konvensional (Sula, 2004:294) akan dijelaskan sebagai 
berikut:
1. Konsep
Konsep asuransi konvensional adalah suatu konsep untuk mengurangi 
risiko individu atau institusi (tertanggung) kepada perusahaan asuransi 
(penanggung) melalui suatu perjanjian (kontrak). Tertanggung membayar 
sejumlah uang sebagai tanda perikatan, dan penanggung berjanji membayar 
ganti rugi sekiranya terjadi suatu peristiwa sebagaimana yang diperjanjikan 
dalam kontrak asuransi (polis).
Sementara, konsep asuransi syariah adalah suatu konsep di mana 
terjadi saling memikul  risiko di antara sesama peserta. Sehingga antara 
satu dengan yang lainnya menjadi penanggung atas risiko yang muncul. 
Saling pikul risiko ini dilakukan atas dasar saling menolong dalam kebaikan 
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dengan cara masing-masing mengeluarkan dana tabarru’ atau dana 
kebajikan (derma) yang ditujukan untuk menanggung risiko.
2. Bersih dari Maisir, Gharar, dan Riba
Dewan Hisbah PERSIS dalam sidang yang ke-12 tanggal 26 Juni 1996, 
memberikan kesimpulan hukum tentang asuransi konvensional sebagai 
berikut, bahwa (1) semua asuransi konvensional yang ada mengandung 
unsur gharar (ketidakjelasan), maisir (judi), dan riba, (2) sedangkan gharar, 
maisir, dan riba hukumnya haram, dan (3) Adapun Takaful (asuransi 
syariah) dapat dijadikan sebagai pengganti, dengan catatan Takaful masih 
harus terus berusaha menyempurnakan apa yang telah ada.
Sedangkan asuransi syariah (Ta’min/Takaful) baik asuransi jiwa 
maupun asuransi kerugian telah terbebas dari maisir, gharar, dan riba. Hal 
ini dapat dilihat dalam sistem operasional yang dilakukan, di mana dalam 
mekanisme pengelolaan dananya dapat memisahkan antara rekening dana 
peserta dengan rekening tabarru’. Tujuan dari pemisahan ini untuk 
menghindarkan adanya pencampuran dana. Sehingga, asuransi syariah 
dapat terhindar dari maisir dan gharar. Adapun masalah riba baik dalam 
praktik kerugian maupun jiwa dapat dieleminir dengan menggunakan 
instrumen syariah sebagai pengganti sistem riba, misalnya mudharabah, 
wadiah, wakalah, dan sebagainya.
3. Dewan Pengawas Syariah
Pada asuransi konvensional, tidak ada Dewan Pengawas Syariah 
(DPS). Karena itu, tidak ada pengawasan dalam hal-hal yang terkait dengan 
pelanggaran syariah Islamiah, terutama yang terkait dengan prinsip-prinsip 
muamalah serta akad-akad transaksi dalam transaksi asuransi. Aturan 
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industri asuransi konvensional tetap ada, yaitu diikat oleh prinsip-prinsip 
asuransi yang telah disepakati secara internasional yang telah diatur dalam 
Undang-Undang dan Peraturan-Peraturan yang mengatur hak-hak 
tertanggung dan penanggung, cara-cara penyelesaian ketika terjadi 
sengketa, dan seterusnya.
Sedangkan pada asuransi syariah, terdapat Dewan Pengawas Syariah 
(DPS), yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Dewan Syariah 
Nasional (DSN – MUI). Peran utama para ulama dalam Dewan Pengawas 
Syariah adalah mengawasi jalannya operasional sehari-hari Lembaga 
Keuangan Syariah (seperti Bank, Asuransi, Obligasi, Pasar Modal, Leasing, 
dan sebagainya), agar selalu sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariah. 
Untuk masing-masing Lembaga Keuangan Syariah, Dewan Syariah 
Nasional juga merumuskan garis panduan (guide lines) yang mengaturnya.
4. Akad (Perjanjian)
Akad yang dijalankan pada asuransi konvensional adalah akad 
mu’awadhah. Mu’awadhah ialah suatu perjanjian di mana pihak yang 
memberikan sesuatu kepada pihak lain, berhak menerima penggantian dari 
pihak yang diberinya. Penanggung memperoleh premi-premi asuransi 
sebagai pengganti dari uang pertanggungan yang telah dijanjikan 
pembayarannya. Sedangkan, tertanggung memperoleh uang 
pertanggungan, jika terjadi peristiwa atau bencana, sebagai pengganti dari 
premi-premi yang telah dibayarkannya.
Ciri lain dari akad pada asuransi konvensional adalah akad Idz’aan 
(penundukan). Dalam perjanjian ini terjadi ketidseimbangan, di mana pihak 
yang kuat adalah pihak perusahaan asuransi. Pihak penanggunglah yang 
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menentukan syarat-syarat yang tidak dimiliki tertanggung. Jika ia 
(tertanggung) menginginkan asuransi, maka ia harus memenuhi syarat-
syarat yang tidak dimilikinya.
Selanjutnya Husain Hamid Hisan dalam Sula (2004:302) mengatakan 
bahwa akad asuransi konvensional adalah akad gharar, karena masing-
masing dari kedua pihak pada waktu melangsungkan akad tidak mengetahui 
jumlah yang akan ia berikan dan jumlah yang akan ia ambil. Pasalnya, itu 
tergantung kepada terjadi dan tidaknya peristiwa yang diasuransikan. Dan 
itu hanya Allah yang mengetahui.
Ciri yang terakhir dari akad asuransi konvensional adalah akad Mulzim. 
Akad mulzim artinya perjanjian yang wajib dilaksanakan oleh kedua pihak. 
Kedua kewajiban ini adalah kewajiban tertanggung membayar premi-premi 
asuransi, dan kewajiban penanggung membayar uang asuransi jika terjadi 
peristiwa yang diasuransikan.
Adapun akad yang digunakan dalam asuransi syariah adalah akad 
tijarah dan akad tabarru’. Akad tijarah yang dimaksud adalah semua bentuk 
akad yang dilakukan untuk tujuan komersial misalnya mudharabah, wadiah, 
wakalah, dan sebagainya. Sedangkan, akad tabarru’ adalah semua bentuk
yang dilakukan dengan tujuan kebaikan dan tolong-menolong, bukan 
semata untuk tujuan komersial. Dalam akad tabarru’, mutabarri’ memberikan 
derma dengan tujuan untuk membantu seseorang dalam kesusahan yang 
sangat dianjurkan dalam syariat Islam.
5. Sharing of Risk vs Transfer of Risk
Dalam asuransi konvensional, yang terjadi adalah transfer of risk atau 
memindahkan risiko. Di sini benar-benar terjadi transfer of fund, sehingga 
kepemilikan dana pun berpindah dari peserta ke perusahaan asuransi. 
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Dengan demikian, jika suatu saat terjadi musibah atau risiko, maka yang 
menanggung adalah perusahaan asuransi.
Sedangkan pada asuransi syariah, proses hubungan dan perusahaan 
dalam mekanisme pertanggungan adalah sharing of risk atau saling 
menanggung risiko. Apabila terjadi musibah, maka semua peserta asuransi 
syariah saling menanggung. Dengan demikian, tidak terjadi transfer risiko 
dari peserta ke perusahaan, karena dalam praktiknya kontribusi (premi) 
yang dibayarkan oleh peserta tidak terjadi yang disebut transfer of fund, 
status kepemilikan dana tersebut tetap melekat pada peserta.
Peserta asuransi syariah diikat oleh akad untuk saling membantu, 
melalui instrumen syariah yang disebut dana tabarru’ atau dana kebajikan. 
Masing-masing mengeluarkan kontribusi, yang besarannya meminjam tabel
kematian (mortability tables) untuk asuransi jiwa, dan untuk asuransi 
kerugian menghitung dengan mendasarkan pada statistik kerugian (loss 
statistic), misalnya menggunakan teori probabilitas (probability), teori 
kecenderungan (measures of central tendency), dan sebagainya.
6. Pengelolaan Dana
Dalam mekanisme pengelolaan dana pada asuransi konvensional tidak 
ada pemisahan antara dana peserta dan dana tabarru’. Semua bercampur 
menjadi satu dan status dana tersebut adalah dana perusahaan. 
Perusahaan bebas mengelola dan menginvestasikan ke mana saja tanpa 
ada pembatasan halal ataupun haram.
Sedangkan mekanisme pengelolaan dana pada asuransi syariah 
sangat berbeda dengan asuransi konvensional. Pada asuransi jiwa syariah, 
untuk produk-produk yang mengandung unsur ‘tabungan’, dana yang 
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dibayarkan peserta langsung dibagi dalam dua rekening, yaitu rekening 
peserta dan rekening dana tabarru’. Kemudian total dana diinvestasikan, 
dan hasil investasi dibagi secara proporsional antara peserta dengan 
perusahaan (pengelola) berdasarkan skim bagi hasil yang telah ditetapkan 
sebelumnya.
Akumulasi dana ditambah hasil investasi yang ada di rekening dana 
peserta dibayarkan bila (1) perjanjian berakhir, (2) peserta mengundurkan 
diri, (3) peserta meninggal dunia. Sedangkan, akumulasi dana di rekening 
tabarru’ yang telah diniatkan secara ikhlas sebagai dana tolong-menolong 
jika ada sesama peserta mengalami musibah, hanya dibayarkan jika peserta 
mengalami musibah meninggal.
Sedangkan pada asuransi kerugian syariah dan atau produk asuransi 
jiwa syariah yang tidak mengandung unsur saving, terjadi akad mudharabah 
antara peserta dan perusahaan asuransi (pengelola). Kemudian total 
kontribusi dana yang dibayar peserta diinvestasikan, dan hasil investasi 
(surplus operasi) setelah dikurangi beban asuransi terjadi bagi hasil antara 
peserta dengan pengelola sesuai skim bagi hasil yang telah ditetapkan di 
depan.
7. Investasi Dana
Pada asuransi konvensional, dalam hal investasi, semua jenis investasi 
yang diatur dalam peraturan pemerintah dan keputusan menteri keuangan 
dilakukan berdasarkan sistem bunga. Sementara bunga (riba) termasuk 
transaksi yang terlarang dalam syariat Islam. Karena pada asuransi 
konvensional tidak ada Dewan Pengawas Syariah (DPS), maka perusahaan 
bebas melakukan investasi tanpa ada pembatasan halal atau haram.
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Sedangkan pada asuransi syariah investasi dana-dana yang terkumpul 
dari peserta hanya dibenarkan melalui instrumen yang menggunakan akad 
yang sesuai dengan syariat Islam. Oleh karena itu, asuransi syariah dalam 
menginvestasikan dananya hanya kepada Bank-bank Syariah, BPRS, 
Obligasi Syariah, Pasar Modal Syariah, Leasing Syariah, Penggadaian 
Syariah, serta instrumen lainnya dengan tetap menggunakan akad-akad 
yang dibenarkan oleh syariat Islam. Ketika Asuransi Syariah melakukan 
investasi secara langsung sesuai persentase yang dibenarkan undang-
undang atau peraturan pemerintah, maka itu pun harus menggunakan 
sistem bagi hasil atau sistem lainnya yang ada dalam akad perniagaan yang 
Islami.
Dalam Keputusan Menteri Keuangan (KMK) yang baru pun telah diatur 
pembatasan atas kekayaan investasi untuk perusahaan asuransi dan 
perusahaan reasuransi yang menggunakan prinsip-prinsip syariah.
8. Kepemilikan Dana
Pada asuransi konvensional, dana yang terkumpul dari premi peserta 
seluruhnya menjadi milik perusahaan. Perusahaan bebas menggunakan dan 
menginvestasikan kemana saja. Dana tersebut dapat dipinjam peserta 
hanya setelah ada nilai tunai, dan selama masa pinjaman terkena bunga 
sesuai bunga yang berlaku di market. Padahal, dana peserta sendiri oleh 
perusahaan dihitung berdasarkan bunga teknik hanya maksimal 9 persen. 
Disini terjadi ketidakadilan. Hal ini berdasarkan Keputusan Menteri 
Keuangan Republik Indonesia Nomor 424/KMK.06/2003 Tentang Kesehatan 
Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi pasal 30 ayat 
2 yang berbunyi sebagai berikut:
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“Dalam rangka perhitungan cadangan premi sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1), tingkat bunga yang diterapkan tidak melebihi 9% untuk pertanggungan 
dalam mata uang rupiah, dan tidak melebihi 5% untuk pertanggungan dalam 
mata uang asing.”
Apabila nilai tunai belum terbentuk misalnya di tahun pertama atau 
kedua, untuk produk tertentu (asuransi jiwa) dengan masa pertanggungan 
misalnya 20 tahun, kemudian peserta mengundurkan diri, maka dan yang 
sudah dibayarkan akan hangus, karena habis terpakai untuk komisi agen, 
biaya administrasi, dan sebagainya. Di sinilah tercermin suatu ketidakadilan 
dan penzaliman terhadap peserta.
Adapun pada asuransi syariah, dana yang terkumpul dari peserta dalam 
bentuk iuran atau kontribusi merupakan milik peserta (shahibul mal). 
Asuransi syariah hanya sebagai pemegang amanah (mudharib) dalam 
mengelola. Dana tersebut, kecuali tabarru’, dapat diambil kapan saja, dan 
selama belum dikembalikan tidak terkena bunga atau biaya apapun. Pada 
life insurance apabila seorang peserta memiliki kebutuhan yang sangat 
mendesak, ia boleh mengambil sebagian dari akumulasi dananya yang ada 
(pada asuransi konvensional disebut pinjaman polis).
Ketika peserta ingin meminjam sebagian dari dana tersebut, maka 
pihak asuransi syariah menyilahkan, dan statusnya bukan pinjam, tetapi 
mengambil (sementara) uang peserta sendiri. Karena seperti disebutkan di 
atas bahwa status uang iuran (premi) pada asuransi syariah tidak berpindah 
dari peserta ke perusahaan asuransi, tetapi tetap peserta sebagai pemilik 
dana tersebut (shahibul mal). Peserta yang mengambil nilai tunai tadi, tidak 




Pada asuransi konvensional, unsur premi terdiri dari: (1) mortality tables 
(tabel mortalitas), (2) bunga (interest), (3) biaya-biaya asuransi (cost of 
insurance)
1. Tabel Mortalita
Daftar tabel kematian berguna untuk mengetahui besarnya klaim, 
kemungkinan timbulnya kerugian yang dikarenakan kematian, serta 
meramalkan berapa lama batas waktu (umur) rata-rata seseorang bisa 
hidup. Ada beberapa macam tabel mortalita yang biasa digunakan, yaitu 
general of mortality tables (tabel yang berdasarkan pada statistik penduduk), 
basic mortality tables (tabel yang didasarkan pada pengalaman masa 
lampau untuk melihat berapa besarnya kematian tahun-tahun sebelumnya), 
select mortality tables (tabel yang melukiskan tingkat kematian tahun-tahun 
terakhir di antara satu kelompok), dan ultimate mortality tables (dalam 
penggunaan mortality tables ada standar yang dipakai untuk menghitung 
jumlah kematian tersebut) misalnya Commisioners 1941 Standard Ordinary 
mortality tables (CSO 1941).
2. Penerimaan Bunga (Interest)
Bunga merupakan sebagian dari keuntungan perusahaan, karena itu 
dalam premi unsur bunga ikut dihitung. Dalam penentuan bunga aktuaris ini, 
biasanya perusahaan menetapkan sebesar maksimal yang ditentukan dalam 
peraturan pemerintah. Yaitu, maksimal sebesar 9% untuk premi dalam 
rupiah dan 5% untuk premi dalam dolar
3. Biaya-biaya Asuransi (Cost of insurance)
Biaya-biaya asuransi harus ikut dikalkulasi pada penentuan premi/tarif 
asuransi, yaitu seperti:
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a. Biaya penutupan asuransi, meliputi (1) biaya komisi, inspeksi, (2) biaya 
dinas luar, (3) biaya advertising, reklame, dan sales promotion, (4) biaya 
pembuatan polis (biaya administrasi)
b. Biaya pemeliharaan, umumnya perhitungan biaya ditetapkan 
berdasarkan jumlah tertentu dari yang diasuransikan.
c. Biaya-biaya lainnya, seperti biaya inkaso dan excasso ikut pula 
diperhitungkan.
Sedangkan pada asuransi syariah, unsur premi terdiri dari unsur 
tabarru’ dan tabungan (untuk asuransi jiwa), dan unsur tabarru’ saja (pada 
asuransi umum dan term insurance pada asuransi jiwa). Unsur tabarru’ pada 
jiwa, perhitungannya diambil dari tabel mortalitas (harapan hidup), yang 
besarnya tergantung usia dan masa perjanjian. Semakin tinggi usia dan 
semakin panjang masa perjanjian, maka semakin besar pula nilai tabarru’-
nya. Besarnya premi asuransi jiwa syariah disebut tabarru’ berada pada 
kisaran 0,75% sampai 12%. Sedangkan, besarnya tabarru’ pada asuransi 
syariah umum merujuk ke rate standard yang dibuat oleh DAI (Dewan 
Asuransi Indonesia).
10. Loading (Kontribusi Biaya)
Pada asuransi jiwa (konvensional), loading atau kontribusi biaya 
tercakup dalam premi peserta, dan biasanya premi tahun pertama dan tahun 
kedua habis terserap untuk biaya loading, terutama untuk komisi agen. 
Sedangkan pada asuransi syariah (jiwa), konsepnya adalah tidak ada 
pembebanan biaya yang dipotong dari iuran dana peserta (premi). Karena 
menurut sebagian praktisi asuransi syariah, pembebanan biaya pada premi 
sebagaimana pada asuransi konvensional, tidak adil karena sebagian besar 
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peserta tidak mengetahui pembebanan tersebut yang kadang-kadang harus 
menggunakan premi sampai pada tahun kedua. Biasanya peserta baru 
mengetahui ketika mengundurkan diri di tahun pertama atau kedua, dan 
ternyata dananya hangus (belum punya nilai tunai). Kalaupun ada, sangat 
kecil dibandingkan premi yang sudah ia bayarkan selama dua tahun.
Sistem agen sebagai bentuk outlet pemasaran yang secara universal 
dipraktekkan oleh asuransi konvensional tidak dapat diterapkan di Takaful 
(asuransi syariah). Karena, takaful didasarkan atas transaksi perjanjian al-
Mudharabah. Sedangkan, berdasarkan “Ensiklopedi Teori dan Praktik Bank 
Islam” (al-Mausu’ah al-Ilmiyah wak Amaliyah  lil Bunuk al Islamiyah) yang 
diterbitkan oleh Asosiasi Internasional Bank Islam, dilarang memotong biaya 
manajemen dari modal al-mudharabah atau keuntungan yang diperoleh. Ahli 
fiqih melihat bahwa membayar biaya-biaya tersebut akan mengarah pada 
gharar (ketidakpastian).
Walaupun demikian, karena pertimbangan pasar dan kondisi sosial 
masyarakat, di mana tidak mungkin di Indonesia yang saat ini asuransi 
syariah belum dikenal, tidak menggunakan tenaga agen (agency system), 
maka beberapa perusahaan masih mendapat izin dari Dewan Pengawas 
Syariah (DPS) untuk menggunakan biaya loading dalam jumlah tertentu 
(misalnya 30%) dari premi tahun pertama. Ketentuan ini diberikan dengan 
harapan pada saat asuransi syariah tersebut sudah mapan, maka sedikit 
demi sedikit biaya loading harus dikurangi, sampai hilang sama sekali.
11. Sumber Pembayaran Klaim
Pada asuransi konvensional, sumber pembayaran klaim adalah dari 
rekening perusahaan, murni bisnis, dan tentu tidak ada nuansa spiritual 
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yang melandasinya. Klaim yang dibayarkan perusahaan adalah bagian dari 
kewajiban imbal balik yang diatur dalam akad atau perjanjian asuransi. 
Sedangkan pada asuransi syariah, sumber pembayaran klaim diperoleh 
dari rekening tabarru’, yaitu rekening dana tolong-menolong dari seluruh 
peserta yang sejak awal sudah diakadkan dengan ikhlas oleh peserta untuk 
keperluan saudara-saudaranya apabila yang ditakdirkan Allah meninggal 
dunia atau mendapat musibah materi, kecelakaan, dan sebagainya.
12. Sistem Akuntansi
Dalam sistem akuntansi, asuransi syariah memiliki beberapa perbedaan 
sistem asuransi dengan asuransi konvensional:
1. Cash Bases
Dalam praktik akuntansi konvensional, premi asuransi diakui sebagai 
pendapatan, walaupun premi asuransi belum dibayarkan. Termasuk dalam 
hal ini “Return on Investment” dan pendapatan lainnya juga diakui sebagai 
laba. Artinya, baik laba yang terelalisasi dicatat atau dilaporkan walaupun 
secara kas belum diterima.
Sedangkan pada praktik akuntansi Takaful (asuransi syariah), angsuran 
atau premi dan laba dari investasi benar-benar diakui sebagai pendapatan 
jika perusahaan telah menerimanya secara tunai. Praktik akuntansi ini 
memiliki arti yang penting berkaitan dengan sistem bisnis yang berprinsip 
pada mudharabah di mana akad mengikat antara peserta dengan 
perusahaan dalam bagi hasil.
Bagi hasil dapat diberikan jika perusahaan mendapatkan laba dari 
investasi mudharabah dengan alasan tersebut di atas. Dan, jika praktik 
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akuntansi tidak berdasarkan pada cash bases, maka implementasi bagi hasil 
dan distribusi laba tidak dapat diberikan secara tepat.
Namun demikian, ada juga perusahaan asuransi syariah yang
menerapkan accrual bases. Perusahaan asuransi syariah yang 
menggunakan accrual bases biasanya adalah perusahaan yang 
menggunakan akad wakalah. Di Indonesia sendiri, MUI pernah 
memfatwakan mengenai accrual bases dan cash bases:
“(1) Pada dasarnya, LKS (Lembaga Keuangan Syariah) boleh menggunakan 
sistem Accrual Bases maupun Cash Bases dalam administrasi keuangan, (2)
Dilihat dari segi kemaslahatan, dalam pencatatan sebaiknya digunakan sistem 
Accrual Bases. Tetapi, dalam distribusi hasil usaha hendaknya ditentukan atas 
dasar penerimaan yang benar-benar terjadi (Cash Bases), dan (3) Penetapan 
sistem yang dipilih harus disepakati dalam akad.”
2. Technical Reserve
Cadangan teknis merupakan bagian dari premi asuransi yang belum 
dihasilkan atau dikenal sebagai cadangan premi yang belum dihasilkan. 
Dalam sistem akuntansi Takaful, cadangan teknis dihitung dengan 
menggunakan metode 1/365. Premi akan diakui sebagai pendapatan 
setelah ditentukan menurut jumlah hari yang sebenarnya selama periode 
akuntansi dan masa perjanjian/kontrak Takaful. Premi yang tidak digunakan 
selama masa perjanjian dianggap cadangan.
Perhitungan dengan menggunakan metode 1/365 hari lebih akurat dan 
dapat dibandingkan dengan metode 1/24 yang biasa digunakan dalam 
asuransi konvensional. Cadangan yang dihitung dengan metode 1/365 hari 
berdasarkan pada tanggal efektif yang sebenarnya.
3. Beban Retakaful
Dalam praktik asuransi konvensional, beban reasuransi selama masa 
perjanjian, diakui sebagai asuransi awal yang dikover. Ini sesuai prinsip
perbandingan pendapatan dengan beban yang terjadi pada periode berjalan.
36
Dalam sistem akuntansi Takaful, beban retakaful selama masa 
perjanjian diakui sebagai utang sampai angsuran atau premi Takaful dibayar 
oleh peserta. Akan tetapi, beban retakaful ini akan diakui sebagai 
pendapatan jika seluruh premi dibayar lebih awal oleh peserta.
4. Surplus (Pada asuransi Jiwa)
Dalam asuransi konvensional, surplus dari investasi ditransfer ke 
pemegang saham sebagai pendapatan. Tetapi, di Takaful keluarga (jiwa), 
perusahaan tidak berhak untuk mengakui surplus ini sebagai pendapatan.
Pada Takaful keluarga hanya laba dari dana investasi yang dibagikan 
antara peserta dan perusahaan sesuai yang diperjanjikan (misalnya 70:30 
atau 60:40). Setelah dikurangi bagian keuntungan bagi perusahaan, sisa 
dari keuntungan ini merupakan pendapatan bagi peserta Takaful yang 
dikreditkan ke rekening peserta.
5. Surplus (Pada Asuransi Kerugian)
Pada asuransi konvensional, keuntungan yang didapatkan oleh 
perusahaan asuransi merupakan laba perusahaan. Sedangkan laba dari 
Takaful Umum (kerugian) dibagikan berdasarkan rasio pembagian 
keuntungan yang telah disepakati antara perusahaan dan peserta Takaful. 
Keuntungan dibayarkan jika peserta takaful masih terikat perjanjian atau 
kontrak. Jika kerugian terjadi pada Takaful Umum, maka peserta ikut 
menanggung bersama-sama peserta lainnya. Hal ini berdasarkan pada 
prinsip al-mudharabah, dimana shahibul mal (pemilik dana) akan 
menanggung setiap kerugian yang terjadi, dalam hal ini adalah peserta.
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13. Keuntungan (Profit)
Pada asuransi umum konvensional, keuntungan yang diperoleh dari 
surplus underwriting, komisi reasuransi, dan hasil investasi, dalam satu 
tahun adalah keuntungan perusahaan, dan menjadi milik perusahaan yang 
kelak dalam RUPS akhir tahun dibagikan kepada pemegang saham atau 
dikembalikan lagi kepada perusahaan sebagai penyertaan modal.
Sedangkan pada asuransi jiwa konvensional, keuntungan yang 
sebagian besar diperoleh dari hasil investasi, baik investasi melalui deposito 
bank, maupun instrumen investasi lainnya, termasuk direct investment, 
semuanya menjadi keuntungan perusahaan, dan dibagikan kepada 
pemegang saham secara proporsional pada akhir tahun atau dikembalikan 
lagi ke perusahaan dalam bentuk penyertaan modal.
Adapun profit (laba) pada asuransi kerugian syariah, yang diperoleh 
dari surplus underwriting, komisi reasuransi, dan hasil investasi, bukan 
seluruhnya menjadi milik perusahaan, tetapi dilakukan bagi hasil (al-
mudharabah) antara perusahaan dengan peserta sebagaimana yang telah 
diperjanjikan atau menjadi akad di awal ketika baru masuk asuransi syariah.
Sedangkan pada asuransi jiwa syariah, yang karakteristik bisnisnya 
sangat tergantung pada hasil investasi, profit yang diperoleh dari hasil 
investasi, dilakukan juga bagi hasil (al-mudharabah) sebagaimana asuransi 
kerugian di atas, sesuai skim bagi hasil yang diperjanjikan.
2.1.3.4 Model Akad Asuransi Syariah
Menurut Amrin (2011:150), akad takaful terbagi atas akad takaful sosial 
dan akad takaful komersil. Di mana akad takaful komersil terbagi atas dua 
akad, yaitu akad mudharabah dan akad wakalah. Akad mudharabah masih 
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terbagi lagi menjadi dua, yaitu mudharabah murni dan mudharabah 
modifikasi. Di mana pada akad mudharabah murni, perusahaan asuransi 
dan peserta membagi langsung pendapatan investasi dan peserta berhak 
100% atas surplus. Namun dalam akad mudharabah modifikasi, pendapatan 
investasi ditanam kembali ke dalam dana takaful dan perusahaan asuransi 
berbagi dengan peserta atas surplus dari dana takaful. Lain halnya dalam 
akad wakalah, perusahaan asuransi mengenakan biaya baik melalui 
persentase, sejumlah uang, atau keduanya yang dikenal dengan nama 
ujroh.
Untuk lebih jelasnya, beberapa model akad asuransi syariah dan 
(Amrin, 2011:151) akan dijelaskan sebagai berikut:
1. Akad Mudharabah Murni
Mudharabah merupakan suatu perjanjian antarpihak yang terdiri dari 
rab’ul mal atau pihak penyedia modal yang memberikan dengan pihak 
mudharib atau pengusaha dengan kemampuan bisnisnya. Apabila ada 
keuntungan maka, keuntungan dibagi antara keduanya sesuai dengan 
kesepakatan. Namun sebaliknya apabila mengalami kerugian maka kedua 
belah pihak akan menanggung atas kerugian tersebut, di mana pihak rab’ul 
mal kehilangan modal yang diinvestasikan sedangkan mudharib atas segala 
jerih payahnya tidak mendapatkan sesuatu.
Pada akad mudharabah murni, perusahaan asuransi harus dapat 
memastikan bahwa keuntungan bersih lebih besar dari biaya manajemen. 
Kalau tidak perusahaan asuransi akan mengalami kerugian. Perusahaan 
asuransi harus mempunyai dana yang sangat besar atau biaya mereka 
haruslah sangat kecil dibandingkan dengan kontribusi gross mereka.
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2. Akad Mudharabah Modifikasi
Pada akad mudharabah modifikasi, apa yang dibagikan kepada peserta 
adalah saldo sesungguhnya dari dana akhir periode setelah klaim, retakaful, 
cadangan dan biaya lainnya (juga dikenal sebagai surplus underwriting) dan 
bukan surplus di antara saldo dana takaful pada akhir periode dan saldo 
dana takaful pada awal periode.
Akad mudharabah modifikasi banyak digunakan perusahaan asuransi 
syariah terutama asuransi jiwa kumpulan. Akad mudharabah modifikasi 
digunakan karena tanpa pemotongan biaya manajemen dari dana takaful 
(premi), maka hampir tidak mungkin untuk mencapai break even jika akad 
Mudharabah murni digunakan seperti yang dapat dilihat dari contoh 
sebelumnya.
Pada akad mudharabah modifikasi, surplus dari dana takaful dibagikan 
tidak seperti pada akad mudharabah murni di mana keuntungan investasi 
yang sesungguhnya dibagikan.
Perjanjian mudharabah modifikasi muncul pada abad ke 20. Berkenaan 
dengan ini, beberapa ahli dari Timur Tengah tidak setuju dengan akad ini. 
Mereka menyarankan untuk menggunakan akad wakalah atau akad 
mudharabah murni.
3. Akad Wakalah
Akad wakalah mewakili suatu hubungan di mana peserta adalah pemilik 
dana dan perusahaan asuransi adalah agen dari peserta. Dalam hal ini 
perusahaan asuransi mengenakan biaya untuk mengelola dana takaful. 
Biaya tersebut dapat berupa persentase dari kontribusi bruto, persentase 
dari kontribusi neto, takaful, persentase dari net surplus atau jumlah tertentu.
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Jika biaya dikenakan oleh perusahaan asuransi berdasarkan pada net 
surplus, maka akad keuangan akan mirip dengan akad mudharabah 
modifikasi.
Akad yang dipraktikkan oleh Perusahaan Asuransi
Perusahaan asuransi di Indonesia sebagian menggunakan akad 
mudharabah modifikasi yang telah dimodifikasi. Pada produk asuransi 
dengan unsur tabungan, premi biaya digunakan oleh perusahaan untuk 
biaya operasional perusahaan, sedangkan premi tabungan dan premi 
tabarru’ diinvestasikan, hasil investasi dibagi hasil untuk perusahaan dan 
peserta, sedangkan hasil investasi dari premi tabarru’ ditambahkan pada 
premi tabarru’ untuk dipergunakan membayar manfaat asuransi atau 
sebagai cadangan dana teknis.
Sedangkan untuk produk asuransi tanpa unsur tabungan, premi tabarru’ 
peserta diinvetasikan, hasil investasi ditambahkan pada premi tabarru’. Pada 
periode asuransi, premi tabarru’ beserta hasil investasi dikurangkan dengan 
biaya-biaya dan klaim. Apabila masih ada surplus operasional, maka 
dibagihasilkan antara peserta dan perusahaan dengan bagian masing-
masing sesuai dengan akad di awal asuransi (pendapat Imam Abu Hanifah). 
Sedangkan menurut pendapat Imam Syafei, surplus operasional tersebut 
tidak harus dibagikan.
2.2 Konsep Asuransi Umum Syariah
2.2.1 Produk- produk Asuransi Umum Syariah
Menurut Nursiwan (dalam Kerangka Teknik dan Operasional, materi 
training Certified Islamic Insurance Specialis (CIIS), AASI, dan BPPK 
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DEPKEU, 2003) dalam Sula (2004:281), produk-produk asuransi umum 
syariah dikelompokkan ke dalam dua kelompok besar, yaitu:
1. Kelompok SIMPLE RISK
a. Takaful Kebakaran (Fire Insurance).
b. Takaful Kendaraan Bermotor (Motor Vehicle Insurance)
c. Takaful Aneka (General Accident)
2. Kelompok MEGA RISK
a. Takaful Kebakaran Industri (Industrial Fire)
b. Takaful Pengangkutan (Marine Insurance)
c. Takaful Tanggung-gugat (Group if Liability Insurance)
d. Takaful Rekayasa (Engineering Group of Insurance)
2.2.2 Mekanisme Pengelolaan Dana
Menurut Sula (2004:249), kedudukan perusahaan asuransi syariah 
dalam transaksi asuransi umum, adalah sebagai mudharib (pemegang 
amanah). Asuransi syariah menginvestasikan dana tabarru’ dari kontribusi 
peserta kepada instrumen investasi yang dibenarkan oleh syara’. Mudharib 
berkewajiban untuk membayarkan klaim, apabila ada salah satu dari peserta 
mengalami musibah. Juga berkewajiban menjaga dan menjalankan amanah 
yang diembannya secara adil, transparan, dan profesional.
Dalam praktik di beberapa perusahaan asuransi umum syariah di 
Indonesia dan Malaysia misalnya Syarikat Takaful Malaysia, dan Asuransi 
Takaful Umum, Tripakarta cabang Syariah, Bringin Sejahtera cabang 
Syariah, Jasindo cabang Syariah, mekanisme pengelolaan dana adalah 
sebagai berikut:
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Dana dibayarkan peserta, kemudian terjadi akad mudharabah (bagi 
hasil) antara mudharib (pengelola) dan shahibul mal (peserta). Kumpulan 
dana tersebut kemudian diinvestasikan secara syariah ke bank syariah 
maupun ke investasi syariah lainnya, lalu dikurangi biaya-biaya operasional 
(seperti klaim, reasuransi, komisi broker, dan lain-lain). Selanjutnya surplus 
(profit) dibagi hasilkan antara mudharib dan shahibul mal sesuai dengan 
skim bagi hasil yang telah ditentukan sebelumnya (misalnya 60:40). Bagian 
yang 60 persen untuk perusahaan tadi setelah dikurangi biaya administrasi 
dan management expenses, sisanya menjadi profit bagi shareholders. 
Sedangkan bagian yang lain, yaitu 40 persen, menjadi surplus bagi hasil 
untuk peserta. Skema ini dapat dilihat pada gambar berikut:
Gambar 2.1




Sementara itu, ada model lain yang dirumuskan oleh Dewan Pengawas 
Syariah MAA dan saat ini dipakai di Asuransi MAA General Insurance 
cabang syariah. Yaitu, antara peserta satu sama lain terjadi akad ta’awun 
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(tolong-menolong) yang dimanifestasikan dalam bentuk masing-masing 
mengeluarkan premi dalam bentuk tabarru’. Kemudian kumpulan dana 
tabarru’ tersebut diserahkan kepada MAA syariah dengan akad wakalah. 
Selanjutnya MAA Syariah yang mendapat amanah sebagai wakil dari 
peserta melakukan bisnis dengan pihak lain (seperti: Re-Insurance, Co-
Insurance) melalui akad tabaduli. Surplus underwriting setelah dikurangi 
biaya reasuransi dan klaim, kemudian dibagihasilkan dengan peserta 
dengan akad mudharabah (misalnya dengan 70:30). Model ini dapat dilihat 
pada gambar berikut:
Gambar 2.2
Mekanisme Pengelolaan Dana Asuransi Umum Syariah (B)
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Sumber: Sula (2004:250)
Selanjutnya, dalam asuransi umum syariah, manfaat takafuli (tolong-
menolong) bagi peserta akan diperoleh apabila terjadi hal-hal berikut.
1. Dapat dirasakan oleh semua peserta yang ditakdirkan Allah mendapat 
musibah kerugian, kecelakaan, kebakaran, kehilangan, dan atau 
musibah lainnya yang di-cover. Pada saat itulah peserta lainnya melalui 
















2. Diperoleh setelah masa kontrak berakhir. Apabila peserta belum pernah 
mendapat klaim dan tidak membatalkan pertanggungannya, maka akan 
mendapat bagi hasil bila ada surplus underwriting sebesar skim 
mudharabah yang diperjanjikan.
2.2.3 Underwriting
Menurut Darmawi dalam Sula (2004:256), istilah underwriting
digunakan untuk mengartikan proses seleksi yang dengan itu underwriter 
menentukan penawaran risiko mana yang harus diterima, dan jika diaksep, 
atas rate, syarat, dan kondisi apa. Jadi, underwriting merupakan proses 
penyelesaian dan pengelompokan risiko yang akan ditanggung.
Menurut Iqbal (2005:34), underwriting asuransi syariah mempunyai 
konsep dasar yaitu memberikan skema pembagian risiko yang proporsional 
dan adil di antara para peserta yang secara relatif homogen. Dengan dasar 
pemikiran ini, melalui asuransi syariah diharapkan para peserta tolong-
menolong satu sama lain disertai dengan adanya perlindungan yang sifatnya 
mutual, maka semua peserta akan merasa aman dan menikmati 
perlindungan yang mereka butuhkan.
Dengan tujuan tersebut di atas, maka peran underwriter asuransi 
syariah di antaranya adalah sebagai berikut:
1. Menetapkan risiko yang relatif homogen dalam suatu kelompok peserta 
atau calon peserta.
2. Menetapkan ruang lingkup perlindungan yang dibutuhkan oleh para 
peserta atau calon peserta dalam kelompok peserta.
3. Menetapkan estimasi biaya secara keseluruhan yang dibutuhkan untuk 
memberikan perlindungan kepada para peserta tersebut.
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4. Mendistribusikan skema kontribusi yang proporsional dan adil yang 
selayaknya menjadi beban dari setiap peserta.
Sedangkan menurut Sula (2004:257), pada asuransi syariah peran 
underwriter dapat sisimpulkan sebagai berikut:
1. Mempertimbangkan risiko yang diajukan.
2. Memutuskan untuk menerima atau tidak risiko-risiko tersebut.
3. Menentukan syarat, ketentuan, dan lingkup ganti rugi.
4. Mengenakan biaya upah pada dana kontribusi peserta.
5. Mengamankan margin profit.
2.2.4 Klaim
Menurut Sula (2004:259), klaim adalah aplikasi oleh peserta untuk 
memperoleh pertanggungan atas kerugiannya yang tersedia berdasarkan 
perjanjian. Klaim merupakan proses yang mana peserta dapat memperoleh 
hak-hak berdasarkan perjanjian tersebut. Semua usaha yang diberikan 
untuk menjamin hak-hak tersebut dihormati sepenuhnya sebagaimana yang 
seharusnya. Oleh karena itu, penting bagi pengelola asuransi syariah untuk 
mengatasi klaim secara efisien.
Secara umum, jenis kerugian dapat digolongkan menjadi tiga, yaitu:
1. Kerugian seluruhnya (total loss)
2. Kerugian sebagian (partial loss).
3. Kerugian pihak ketiga.
Adapun cara penggantian dalam perlindungan asuransi umum syariah 
mengacu pada kondisi dan kesepakatan yang tertulis dalam polis. Yaitu, 
pemilihan cara penggantian yang ada pada penanggung apakah akan 
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mengganti dengan uang tunai, memperbaikai, atau membangun ulang 
obyek yang mengalami kerusakan.
Dan tertanggung apabila mengalami kerugian, maka sebaiknya 
langsung meminta persetujuan tertulis dari penanggung sebelum melakukan 
perbaikan atas kerusakan yang terjadi. Biasanya sebelum memberikan 
persetujuan tertulis, penanggung akan menentukan penyebab kerusakan, 
apakah dijamin oleh polis. Pada kasus yang tidak kompleks, penganggung 
menentukan bagaimana sifat dan seberapa besarnya penggantian yang 
wajar atas kerusakan yang terjadi.
2.2.5 Retakaful (Reasuransi Syariah)
Retakaful atau reasuransi syariah adalah suatu proses saling 
menanggung antara pemberi sesi (ceding company) dengan penanggung 
ulang (reasuradur), di mana ada proses saling menyepakati risiko dan 
persyaratannya yang ditetapkan dalam akad. Dalam operasionalnya, 
menggunakan prinsip-prinsip syariah, menghindari praktek gharar, maisir, 
dan riba. (Sula, 2004:264)
Tujuan retakaful ini adalah untuk mengurangi atau memperkecil beban 
risiko yang diterima perusahaan asuransi syariah dengan membagi risiko itu 
dengan pihak penanggung lain.
Metode retakaful sendiri ada beberapa macam. Menurut Ismail 
(2011:12.21), pada dasarnya ada dua metode retakaful, yaitu fakultatif dan 
treaty. Retakaful treaty dapat dibagi lagi menjadi dua, yaitu proporsional dan 
non-proporsional. Treaty proporsional dapat dikategorikan menjadi tiga tipe, 
yaitu quota-share, surplus, dan facultative obligatory. Treaty non-
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proporsional dapat dibagi menjadi dua tipe, yaitu excess of loss dan stop 
loss.
Metode retakaful secara fakultatif adalah transaksi pertanggungan 
ulang antara pihak penanggung pertama dan penanggung ulang secara 
bebas. Yaitu, pihak penanggung ulang tidak terikat harus menerima 
penawaran pertanggungan ulang. Dengan kata lain, para penanggung ulang
dapat menolak atau menerima penawaran pertanggungan ulang 
berdasarkan kebijakan akseptasi yang telah mereka tetapkan. (Sula, 
2006:266-267)
Metode retakaful secara treaty adalah perjanjian antara pihak 
penanggung pertama dan para penanggung lain atau pihak penanggung 
ulang profesional yang dalam perjanjian tersebut pihak penanggung pertama 
(ceding company) setuju memberikan bagian (share) dan penanggung ulang 
(pihak kedua) setuju dan wajib menerima bagian atau sesi dari tanggung 
jawab atas asuransi yang telah ditutup oleh penanggung pertama sesuai 
dengan pembagian yang telah disepakati oleh masing-masing pihak sampai 
dengan batas-batas tanggung gugat/jawab tertinggi dari setiap kelas risiko 
berdasarkan persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang disebutkan di 
dalam kontrak retakaful. (Sula, 2006:268)
Seperti dikatakan di atas metode retakaful treaty dapat dibagi lagi 
menjadi dua, yaitu proporsional dan non-proporsional. Treaty proporsional 
adalah perjanjian pertanggungan ulang yang mengikatkan dua atau lebih 
pihak dimana pihak kedua wajib bersedia menerima bagian sesi atau premi 
dari pemberi sesi menurut perbandingan yang seimbang antara jumlah uang 
pertanggungan ulang dan jumlah seluruh uang pertanggungan dikali jumlah 
seluruh premi sebagaimana disebutkan di dalam polis. (Sula, 2006:272).
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Treaty proporsional dapat dikategorikan menjadi tiga tipe, yaitu quota-share, 
surplus, dan facultative obligatory.
Treaty secara quota share adalah suatu perjanjian yang menyatakan 
bahwa ceding company terikat wajib memberi dan pihak kedua terkait wajib 
menerima suatu bagian tetap dari setiap risiko yang dijamin oleh 
penanggung pertama berdasarkan polis pertanggungan yang telah 
diterbitkannya. (Sula, 2006:273)
Treaty secara surplus adalah suatu perjanjian pertanggungan ulang 
yang menyatakan bahwa pihak ceding company terikat wajib memberikan 
sesi dan para penanggung ulang wajib menerima surplus liability yang 
melampaui retensi sendiri ceding company sampai dengan batas tertinggi 
yang disepakati antara ceding company dan penanggung ulang. (Sula, 
2006: 273-274)
Treaty secara facultative obligatory adalah suatu perjanjian 
pertanggungan ulang dimana pihak kedua wajib menerima semua kelebihan 
tanggung gugat (excess liability) yang sudah tidak tertampung dalam kontrak 
pertanggungan ulang sampai dengan limit yang telah ditentukan. (Sula, 
2006:271)
Treaty non-proporsional adalah suatu perjanjian retakaful yang 
menetapkan bahwa para penanggung ulang dengan menerima sejumlah 
premi yang telah disepakati bersama bersedia membayar kepada ceding 
company semua kerugian yang melampaui batas limit retensi sampai pada 
batas jumlah atau persentase tertentu yang terjadi karena peristiwa-
peristiwa yang diperjanjikan bersama. (Sula, 2006:274) Treaty non-
proporsional dapat dibagi menjadi dua tipe, yaitu excess of loss dan stop 
loss.
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Pada kontrak retakaful tipe excess of loss, jaminan yang diberikan oleh 
penanggung ulang adalah proteksi terhadap kerugian-kerugian yang 
melebihi dan di atas suatu jumlah tertentu yang telah disetujui. Ceding 
company membayar semua klaim sampai jumlah yang telah ditentukan dan 
penanggung ulang membayar jumlah yang melebihi jumlah pertama, hingga 
jumlah tertentu. (Sholihin, 2010:693)
Adapun kontrak retakaful tipe stop loss atau biasa disebut excess of 
loss ratio adalah suatu kontrak retakaful non-proporsional yang memberi 
suatu jaminan kepada pemberi sesi atas kerugian yang melebihi jumlah 
kerugian yang diperjanjikan untuk kelas bisnis tertentu. Berbeda dengan tipe 
kontrak retakaful excess of loss, limit tanggung jawab pemberi sesi dalam 
kontrak stop loss ini dinyatakan dalam tingkat loss ratio (loss ratio adalah 
perbandingan atas total klaim yang dibayarkan dengan total premi asuransi 
yang diterima) selama tahun takwim, misalnya 90%, dan demikian juga limit 
tanggung jawab dari pihak penanggung ulang, misalnya sebesar 30% loss 
ratio setelah limit pemberi sesi 90% dilampaui. (Sula, 2006:275)
2.3 Konsep Dana Tabarru’
Tabarru’ berasal dari kata tabarra’a  yatabarra’u  tabarru’an, artinya 
sumbangan, hibah, dana kebajikan, atau derma. Orang yang memberi 
sumbangan disebut mutabarri’. Tabarru’ merupakan pemberian sukarela 
seseorang kepada orang lain, tanpa ganti rugi, yang mengakibatkan 
berpindahnya kepemilikan harta itu dari pemberi kepada orang yang diberi. (Sula, 
2004:35)
Jumhur ulama mendefenisikan tabarru’ dengan “akad yang mengakibatkan 
pemilikan harta, tanpa ganti rugi, yang dilakukan seseorang dalam keadaan 
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hidup kepada orang lain secara sukarela.” (Muhammad bin Ahmad ash-Shalih 
dalam Sula, 2004:35)
Dalam asuransi syariah, dana tabarru’ adalah dana kebajikan dengan niat 
ikhlas untuk tujuan saling membantu di antara sesama peserta takaful (asuransi 
syariah) apabila ada di antaranya yang mendapat musibah. Jadi, di dalam 
asuransi syariah, peserta mendonasikan (men-tabarru’-kan) sebagian atau
seluruh kontribusinya yang digunakan untuk membayar klaim atas risiko tertentu 
akibat musibah pada jiwa, badan, atau benda yang dialami oleh peserta yang 
berhak. Adapun donasi tersebut merupakan donasi dengan syarat tertentu dan 
merupakan milik peserta secara kolektif, bukan merupakan pendapatan entitas 
pengelola. (Sula, 2004:36)
Pada realitasnya di perusahaan-perusahaan asuransi syariah, dana tabarru’ 
ini diperuntukkan untuk tolong menolong sesama peserta, baik itu berupa klaim, 
reasuransi, dan cadangan-cadangan, serta diinvestasikan untuk 
pengembangannya. Sisa dari dana tabarru’ periode tertentu kemudian 
dinamakan surplus underwriting dana tabarru’, yang akan dibagikan tergantung 
dari kebijakan manajemen. Bisa jadi seluruh surplus dijadikan cadangan dana 
tabarru’, bisa jadi sebagian surplus dijadikan cadangan dana tabarru’ dan 
sebagian lainnya didistribusikan kepada peserta, atau bisa jadi sebagian surplus 
menjadi cadangan dana tabarru’, sebagian didistribusikan kepada peserta, dan 
sebagian lainnya didistribusikan kepada entitas pengelola. Cadangan dana 
tabarru’ kemudian akan menjadi unsur penambah bagi saldo dana tabarru’ awal 
(yang tidak dibagikan).
Adapun dalam hal kesyariahannya, nilai-nilai islam dalam asuransi syariah 
benar-benar terwujudkan dan bermanfaat manakala dalam tolong-menolong ini 
ada ketulusan/keikhlasan. Dalam realitasnya, tidak semua peserta asuransi 
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syariah akan mendapatkan hasil yang sama satu sama lainnya, baik dari 
penggantian klaim dan bagi hasil surplus. Bisa jadi, ada yang tidak mendapatkan 
bagi hasil surplus. Peserta harus telah benar-benar ikhlas dalam hal tolong-
menolong, yaitu apabila dana yang ditanamkannya dipakai untuk membantu 
menanggulangi kerugian peserta lain dan apabila di akhir pertanggungan dia 
tidak mendapatkan bagi hasil karena seluruh dana peserta lini produk asuransi 
terkait telah habis digunakan dalam mengatasi klaim.
2.4 Konsep Beban
Menurut SAK (IAI, 2007:13), beban (expenses) adalah penurunan manfaat 
ekonomi selama suatu periode akuntansi dalam bentuk arus keluar atau 
berkurangnya aset atau terjadinya kewajiban yang tidak menyangkut pembagian 
kepada penanam modal.
Dalam hal pengakuan beban, SAK  (IAI, 2007: 17) menjelaskan bahwa:
1. Beban diakui dalam laporan laba rugi kalau penurunan manfaat ekonomi 
masa depan yang berkaitan dengan penurunan aset atau kenaikan kewajiban 
telah terjadi dan dapat diukur dengan andal.
2. Beban diakui dalam laporan laba rugi atas dasar hubungan langsung antara 
biaya yang timbul dan pos penghasilan yang diperoleh.
3. Jika manfaat ekonomi diharapkan timbul selama beberapa periode akuntansi 
dan hubungannya dengan penghasilan hanya dapat ditentukan secara luas 
atau tidak langsung, beban diakui dalam laporan laba rugi atas dasar 
prosedur alokasi yang rasional dan sistematis.
4. Beban segera diakui dalam laporan laba rugi kalau pengeluaran tidak 
menghasilkan manfaat ekonomi masa depan atau kalau sepanjang manfaat 
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ekonomi masa depan tidak memenuhi syarat, atau tidak lagi memenuhi 
syarat, untuk diakui dalam neraca sebagai aset.
5. Beban juga diakui dalam laporan laba rugi pada saat timbul kewajiban tanpa 
adanya pengakuan aset, seperti apabila timbul kewajiban akibat garansi 
produk.
2.5 Konsep Pendapatan
Menurut PSAK No. 23 (2007) dalam Standar Akuntansi Keuangan (IAI, 
2007:23.2), pendapatan adalah arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang 
timbul dari aktivitas normal perusahaan selama suatu periode bila arus masuk 
tersebut mengakubatkan kenaikan ekuitas, yang tidak berasal dari kontribusi 
penanam modal.
Menurut Suwardjono (2006:217) dalam Fitra (2011:6), pendapatan adalah 
aliran aset masuk (misalnya kas) yang terjadi karena perusahaan menjual barang 
atau menyerahkan jasa sehingga mengakibatkan aset perusahaan bertambah.
Perlu kita ketahui, defenisi mengenai pendapatan dan penghasilan adalah 
berbeda. Penghasilan didefinisikan dalam Kerangka Dasar Penyusunan dan 
Penyajian Laporan Keuangan sebagai peningkatan manfaat ekonomi selama 
suatu periode akuntansi dalam bentuk pemasukan atau penambahan aset atau 
penurunan kewajiban yang mengakibatkan kenaikan ekuitas, yang tidak berasal 
dari kontribusi penanaman modal. Penghasilan (income) meliputi pendapatan 
(revenue) maupun keuntungan (gain). Adapun pendapatan adalah penghasilan 
yang timbul dari aktivitas perusahaan yang biasa dan dikenal dengan sebutan 
yang berbeda seperti penjualan, penghasilan jasa (fees), bunga, dividen, royalti, 
dan sewa. (IAI, 2007:23.1) Jadi pendapatan adalah bagian dari penghasilan, 
namun tidak semua penghasilan merupakan pendapatan.
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Menurut PSAK No. 23 (2007), pendapatan diakui bila besar kemungkinan 
manfaat ekonomi masa depan akan mengalir ke perusahaan dan manfaatnya
dapat diukur dengan andal (IAI, 2007:23.1)
Dalam hal pengukuran pendapatan, PSAK No. 23 (2007) menjelaskan 
bahwa pendapatan harus diukur dengan nilai wajar imbalan yang diterima atau 
dapat diterima. (IAI, 2007:23.1)
Dalam hal pengungkapan, PSAK No. 23 (2007) menjelaskan bahwa 
perusahaan harus mengungkapkan:
a. kebijakan akuntansi yang dianut untuk pengakuan pendapatan termasuk 
metode yang diambil untuk menentukan tingkat penyelesaian transaksi 
penjualan jasa;
b. jumlah setiap kategori signifikan dari pendapatan yang diakui selama periode 
tersebut termasuk pendapatan dari apa;
c. jumlah pendapatan yang berasal dari pertukaran barang atau jasa 
dimasukkan dalam setiap kategori yang signifikan dari pendapatan; dan
d. pendapatan yang ditunda pengakuannya.(IAI, 2007:23.7)
2.6 Jenis-jenis Beban dan Pendapatan dalam Asuransi Umum Syariah
Menurut PSAK 101, beban pada perusahaan asuransi syariah antara lain 
terdiri dari beban komisi, ujrah dibayar, beban umum dan administrasi, beban 
pemasaran, beban pengembangan, dan beban non-usaha.
Sehubungan dengan hal itu. laporan yang dibuat oleh perusahaan asuransi 
syariah yang berkaitan dengan beban perusahaan adalah laporan mengenai laba 
rugi perusahaan sendiri. Laporan mengenai laba rugi perusahaan 
dimanifestasikan dalam laporan laba rugi komprehensif.
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Adapun sesuai kewajiban yang tercantum dalam PSAK 101, perusahaan
perlu juga untuk membuat Catatan atas Laporan Keuangan. Maka hal-hal yang 
berhubungan atau penjelasan mengenai beban tersebut pasti akan diungkapkan 
pada Catatan atas Laporan Keuangan.
Untuk beban, PSAK 101 menyebutkan bahwa pendapatan bagi perusahaan 
asuransi syariah berasal dari pendapatan pengelolaan operasi asuransi (atau 
biasa disebut ujrah), pendapatan pengelolaan portofolio investasi dana peserta, 
pendapatan investasi, bagi hasil (pembagian surplus underwriting dana tabarru’),
pendapatan non-usaha, dan pendapatan komprehensif lain.
Sehubungan dengan hal itu. laporan yang dibuat oleh perusahaan asuransi 
syariah yang berkaitan dengan pendapatan perusahaan adalah laporan 
mengenai pembagian surplus dana tabarru’ dan laporan mengenai laba rugi 
perusahaan sendiri. Laporan mengenai pembagian surplus underwriting dana 
tabarru’ dimanifestasikan dalam laporan perubahan dana tabarru’ untuk 
penyajian pembagian surplus underwriting dana tabarru’  dan total  dana tabarru’. 
Laporan mengenai laba rugi perusahaan dimanifestasikan dalam laporan laba 
rugi komprehensif.
Adapun sesuai kewajiban yang tercantum dalam PSAK 101, perusahaan 
perlu juga untuk membuat Catatan atas Laporan Keuangan. Maka hal-hal yang 
berhubungan atau penjelasan mengenai pendapatan-pendapatan tersebut pasti 
akan diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan.
2.7 Laporan Keuangan Entitas Asuransi Syariah Berdasarkan PSAK 101
2.7.1 Komponen Laporan Keuangan
Laporan keuangan entitas asuransi syariah yang lengkap terdiri dari:
a. laporan posisi keuangan
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b. laporan surplus defisit underwriting dana tabarru’
c. laporan perubahan dana tabarru’
d. laporan laba rugi komprehensif
e. laporan perubahan ekuitas
f. laporan arus kas
g. laporan sumber dan penggunaan dana zakat
h. laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan
i. catatan atas laporan keuangan
2.7.2 Rincian Komponen Laporan Keuangan Entitas Syariah yang 
Berkaitan dengan Dana Tabarru’, Pendapatan dan Biaya 
Perusahaan Asuransi Syariah
Komponen laporan keuangan transaksi syariah yang berkaitan dengan 
dana tabarru’, pendapatan, dan biaya perusahaan asuransi syariah adalah 
laporan surplus defisit underwriting dana tabarru’, laporan perubahan dana 
tabarru’, laporan laba rugi komprehensif, dan catatan atas laporan 
keuangan.
Adapun rincian dari komponen-komponen laporan keuangan entitas 
syariah tersebut adalah sebagai berikut:
1. Laporan Surplus Underwriting Dana Tabarru’
Entitas asuransi syariah menyajikan laporan laba rugi peserta, dengan 
memperhatikan ketentuan dalam SAK yang relevan, mencakup tetapi tidak 
terbatas pada:
(a) kontribusi bruto;
(b) bagian reasuransi atas kontribusi;
(c) perubahan kontribusi yang belum menjadi hak;
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(d) penerimaan kontribusi untuk periode berjalan;
(e) pembayaran klaim bruto;
(f) bagian reasuransi dan pihak lain atas pembayaran klaim bruto;
(g) perubahan klaim yang masih harus dibayar (outstanding claim);
(h) perubahan bagian reasuransi atas klaim yang masih harus dibayar;
(i) penyisihan teknis:
(j) beban pengelolaan asuransi;
(k) pendapatan investasi;
(l) surplus atau defisit underwriting dana tabarru’.




Laporan Surplus Defisit Underwriting Dana Tabarru’
Asuransi Syariah “X”
Laporan Surplus Defisit Underwriting Dana Tabarru’
Periode 1 Januari s.d. 31 Desember 20X1
Pendapatan Asuransi
Kontribusi bruto      xxx
Ujrah pengelola                    (xxx)
Bagian reasuransi (atas risiko)     (xxx)
Perubahan kontribusi yang belum menjadi hak                    (xxx)
Jumlah pendapatan asuransi      xxx
Beban Asuransi
Pembayaran klaim      xxx
Klaim yang ditanggung pihak reasuransi dan pihak lain     (xxx)
Klaim yang masih harus dibayar      xxx
Klaim yang masih harus dibayar yang ditanggung
reasuransi dan pihak lain     (xxx)
Penyisihan teknis:
    Beban penyisihan teknis      xxx
Jumlah beban asuransi           xxx
Surplus Neto Asuransi      xxx
Pendapatan Investasi
Total pendapatan investasi      xxx
+/- Beban pengelolaan portofolio investasi      xxx
Pendapatan investasi neto      xxx
Surplus Underwriting Dana Tabarru’      xxx
Sumber: IAI (2011)
2. Laporan Perubahan Dana Tabarru’
Entitas asuransi syariah menyajikan laporan perubahan dana tabarru’ 
yang mencakup, tetapi tidak terbatas, pada pos-pos berikut:
(a) surplus atau defisit periode berjalan;
(b) bagian surplus yang didistribusikan ke peserta dan atau pengelola;




Ilustrasi laporan perubahan dana tabarru’ adalah sebagai berikut:
Tabel 2.3
Laporan Perubahan Dana Tabarru’
Asuransi Syariah “X
Laporan Perubahan Dana Tabarru’
Periode 1 Januari s.d. 31 Desember 20X1
Surplus underwriting dana tabarru’ (dasar akrual)                    xxx
Distribusi ke peserta        xxx
Distribusi ke pengelola        xxx
Surplus yang tersedia untuk dana tabarru’        xxx
Saldo awal        xxx
Saldo akhir        xxx
Sumber: IAI (2011)
3. Laporan Laba Rugi Komprehensif
Laporan laba rugi komprehensif disusun dengan mengacu pada SAK 
yang relevan. Entitas asuransi syariah menyajikan laporan laba rugi yang 
mencakup, tetapi tidak terbatas, pada pos-pos berikut:
(a) pendapatan pengelolaan asuransi;
(b) pendapatan pengelolaan investasi;






(i) pendapatan komprehensif lain;
(j) laba komprehensif.
Ilustrasi laporan laba rugi dan laporan laba rugi komprehensif, yaitu:
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Tabel 2.4
Laporan Laba Rugi Komprehensif
Asuransi Syariah “X”
Laporan Laba Rugi
Periode 1 Januari s.d 31 Desember 20X1
Pendapatan
Pendapatan pengelolaan operasi asuransi (ujrah)     xxx
Pendapatan pengelolaan portofolio investasi dana peserta      xxx
Pendapatan pembagian surplus underwriting      xxx
Pendapatan investasi      xxx
Jumlah pendapatan      xxx
Beban komisi      xxx
Ujrah dibayar      xxx
Beban umum dan administrasi                                         xxx
Beban pemasaran     xxx
Beban pengembangan      xxx
Jumlah beban      xxx
Laba Usaha      xxx
Pendapatan (beban) Nonusaha Neto      xxx
Laba Sebelum Pajak      xxx
Beban pajak     xxx
Laba Neto     xxx
Laba neto yang dapat didistribusikan kepada:
   Pemilik entitas induk      xxx
    Kepentingan nonpengendali      xxx
    
    Asuransi Syariah “X”
Laporan Laba Rugi Komprehensif
Periode 1 Januari s.d 31 Desember 20X1
Laba Neto     xxx
Pendapatan Komprehensif Lain
Surplus revaluasi aset tetap      xxx
Keuntungan (kerugian) aktuarial          xxx
Keuntungan (kerugian) penjabaran laporan keuangan      xxx
Jumlah pendapatan komprehensif lain     xxx
Laba Komprehensif
Laba komprehensif yang dapat didistribusikan kepada:
   Pemilik entitas induk       xxx
    Kepentingan nonpengendali       xxx
Sumber: IAI (2011)
60
4. Catatan atas Laporan Keuangan
Entitas asuransi syariah menyajikan catatan atas laporan keuangan 
sesuai dengan PSAK 101 dan SAK yang relevan (PSAK 108).
Adapun menurut PSAK 101 penyajian catatan atas laporan keuangan 
adalah sebagai berikut:
Catatan atas laporan keuangan:
(a) menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan 
kebijakan akuntansi tertentu yang digunakan;
(b) mengungkapkan informasi yang disyaratkan oleh SAK yang tidak 
disajikan di bagian mana pun dalam laporan keuangan; dan
(c) memberikan informasi yang tidak disajikan di bagian mana pun dalam 
laporan keuangan, tetapi informasi tersebut relevan untuk memahami 
laporan keuangan.
Entitas biasanya menyajikan catatan atas laporan keuangan dengan 
urutan sebagai berikut, untuk membantu pengguna laporan keuangan 
memahami dan membandingkan dengan laporan keuangan entitas lain:
(a) pernyataan atas kepatuhan terhadap SAK;
(b) ringkasan kebijakan akuntansi signifikan yang diterapkan;
(c) informasi tambahan untuk pos-pos yang disajikan dalam laporan posisi 
keuangan, laporan laba rugi komprehensif, laporan perubahan ekuitas, 
laporan arus kas, laporan sumber dan penggunaan dana zakat, dan 
laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan sesuai dengan urutan 
penyajian laporan dan penyajian masing-masing pos; dan
(d) pengungkapan lain, termasuk:
(i) liabilitas kontinjensi dan komitmen kontraktual yang belum diakui; dan
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(ii)pengungkapan informasi nonkeuangan, misalnya tujuan dan 
kebijakan manajemen risiko keuangan.
Entitas syariah mengungkapkan dalam ringkasan kebijakan akuntansi 
signifikan:
(a) dasar pengukuran yang digunakan dalam menyusun laporan keuangan;
dan
(b) kebijakan akuntansi lain yang diterapkan yang relevan untuk memahami 
laporan keuangan;
Entitas syariah mengungkapkan informasi tentang asumsi yang dibuat 
mengenai masa depan, dan sumber utama dari estimasi ketidakpastian lain 
pada akhir periose pelaporan, yang memiliki risiko signifikan yang 
mengakibatkan penyesuaian material terhadap jumlah tercatat aset, 
liabilitas, dan dana syirkah temporer pada periode pelaporan berikutnya. 
Berkaitan dengan aset, liabilitas, dan dana syirkah temporer tersebut, 
catatan atas laporan keuangan memasukkan rincian atas:
(a) sifat; dan
(b) jumlah tercatat pada akhir periode pelaporan;
Entitas syariah mengungkapkan informasi yang memungkinkan 
pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi tujuan, kebijakan, dan 
proses dalam mengelola permodalannya.
Entitas syariah mengungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan:
(a) jumlah dividen yang diusulkan atau diumumkan sebelum tanggal laporan 
keuangan diotorisasi untuk terbit tetapi tidak diakui sebagai distribusi 
kepada pemilik selama periode serta jumlah dividen per lembar saham;
dan
(b) jumlah dividen preferen kumulatif yang tidak diakui;
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Entitas syariah mengungkapkan hal berikut ini, jika tidak diungkapkan di 
bagian mana pun dalam informasi yang dipublikasikan bersama dengan 
laporan keuangan:
(a) domisili dan bentuk hukum, negara tempat pendirian, alamat kantor 
pusat entitas (atau lokasi utama kegiatan usaha, jika berbeda dari lokasi 
kantor);
(b) keterangan mengenai sifat operasi dan kegiatan utama;
(c) nama entitas induk dan nama entitas induk terakhir dalam kelompok 
usaha; dan
(d) bagi entitas syariah yang mempunyai umur terbatas, informasi tentang 
lama umur.
2.8 Pengakuan, Pengukuran, Penyajian, dan Pengungkapan Dana Tabarru’, 
Biaya dan Pendapatan Pada Asuransi Syariah Berdasarkan PSAK 108
2.8.1 Defenisi
- Cadangan dana tabarru’ adalah cadangan yang dibentuk dari surplus 
underwriting yang tidak dibagikan kepada peserta dan kepada entitas 
pengelola.
- Dana peserta adalah semua dana baik berupa dana tabarru’ maupun 
dana investasi.
- Klaim yang masih dalam proses (outstanding claims) adalah jumlah 
beban penyisihan untuk klaim yang terjadi dan dilaporkan sampai akhir 
periode berjalan yang diperkirakan akan dibayar pada periode 
mendatang. Penyisihan tersebut termasuk beban penanganan dikurangi 
beban klaim yang menjadi kewajiban reasuransi.
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- Klaim yang terjadi tetapi belum dilaporkan (claim incurred but not 
reported) adalah jumlah penyisihan untuk klaim yang terjadi, tetapi 
belum dilaporkan sampai akhir periode berjalan. Penyisihan tersebut 
termasuk beban penanganan dikurangi beban klaim yang menjadi 
kewajiban reasuransi.
- Kontribusi (contribution) adalah jumlah bruto yang menjadi kewajiban 
peserta untuk porsi risiko dan ujrah.
- Kontribusi yang belum menjadi hak (unearned contributions) adalah 
bagian kontribusi yang diterima oleh entitas pengelola pada periode 
berjalan, tetapi periode asuransinya meliputi satu atau lebih periode 
mendatang. Oleh karena itu, bagian kontribusi tersebut tidak diakui pada 
periode berjalan.
- Kontribusi yang sudah menjadi hak (earned contributions) adalah bagian 
dari kontribusi kontrak asuransi yang diakui pada periode berjalan.
- Penyisihan kontribusi yang belum menjadi hak (unearned contributions
adalah jumlah penyisihan untuk memenuhi risiko yang timbul pada 
periode yang akan datang.
2.8.2 Pengakuan dan Pengukuran
Pengakuan Awal
1. Kontribusi dari peserta diakui sebagai bagian dari dana tabarru’ dalam 
dana peserta. (Paragraf 14)
2. Dana tabarru’ yang diterima tidak diakui sebagai pendapatan, karena 
entitas pengelola tidak berhak untuk menggunakan dana tersebut untuk 
keperluannya, tetapi hanya mengelola dana sebagai wakil para peserta. 
(Paragraf 15)
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3. Selain dari kontribusi peserta, tambahan dana tabarru’ juga berasal dari 
hasil investasi dan akumulasi cadangan surplus underwriting dana 
tabarru’. Investasi oleh entitas pengelola dilakukan (dalam kedudukan 
sebagai entitas pengelola) antara lain, sebagai wakil peserta (wakalah) 
atau pengelolaan dana (mudharabah atau mudharabah musytakarah). 
(Paragraf 16)
4. Bagian pembayaran dari peserta untuk investasi diakui sebagai:
a) dana syirkah temporer jika menggunakan akad mudharabah atau 
mudharabah musytakarah; dan atau
b) kewajiban jika menggunakan akad wakalah (Paragraf 17)
5. Pada saat entitas asuransi menyalurkan dana investasi yang 
menggunakan akad wakalah bil ujrah, entitas mengurangi kewajiban dan 
melaporkan penyaluran tersebut dalam laporan perubahan dana 
investasi terikat. (Paragraf 18)
6. Perlakuan akuntansi untuk investasi dengan menggunakan akad 
mudharabah, atau mudharabah musytarakah, mengacu kepada PSAK 
yang relevan. (Paragraf 19)
7. Bagian kontribusi untuk ujrah/fee diakui sebagai pendapatan dalam 
laporan laba rugi dan menjadi beban dalam laporan surplus defisit 
underwriting dana tabarru’. (Paragraf 20)
Pengukuran Setelah Pengakuan Awal
1. Penetapan besaran pembagian surplus underwriting dana tabarru’
tergantung kepada peserta secara kolektif, regulator atau kebijakan 
manajemen: 
(a) seluruh surplus sebagai cadangan dana tabarru’
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(b) sebagian sebagai cadangan dana tabarru’ dan sebagian lainnya 
didistribusikan ke peserta; atau
(c) sebagian sebagai cadangan dana tabarru’, sebagian didistribusikan 
kepada peserta, sebagian lainnya didistribusikan kepada entitas 
pengelola. (Paragraf 21)
2. Bagian surplus underwriting dana tabarru’ yang didistribusikan kepada 
peserta dan bagian surplus underwriting dana tabarru’ yang 
didistribusikan kepada peserta dan bagian surplus underwriting dana 
tabarru’ yang didistribusikan kepada entitas pengelola diakui sebagai 
pengurang surplus dalam laporan perubahan dana tabarru’. (Paragraf 
22)
3. Surplus underwriting dana tabarru’ yang diterima entitas pengelola diakui 
sebagai pendapatan dalam laporan laba rugi, dan surplus underwriting 
dana tabarru’ yang didistribusikan kepada peserta diakui sebagai 
kewajiban dalam neraca. (Paragraf 23)
4. Jika terjadi defisit underwriting dana tabarru’, maka  entitas pengelola 
wajib menanggulangi kekurangan tersebut dalam bentuk pinjaman 
(qardh). Pengembalian qardh tersebut kepada entitas pengelola berasal 
dari surplus dana tabarru’ yang akan datang. (Paragraf 24)
5. Pinjaman qardh dalam neraca dan pendapatan dalam laporan surplus 
underwriting dana tabarru’ diakui pada saat entitas asuransi
menyalurkan dana talangan sebesar jumlah yang disalurkan. (Paragraf 
25)
Penyisihan Teknis (Technical Provision)
1. Penyisihan teknis untuk asuransi syariah terdiri dari:
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(a) Penyisihan kontribusi yaitu jumlah untuk memenuhi klaim yang 
terkait dengan kontribusi yang timbul pada periode berjalan atau 
periode mendatang (penyisihan kontribusi yang belum menjadi hak).
(b) Klaim yang masih dalam proses yaitu jumlah penyisihan atas 
ekspektasi klaim yang terjadi dan dilaporkan sampai dengan akhir 
periode berjalan yang akan dibayar pada periode mendatang.
Penyisihan tersebut termasuk beban penanganan dikurangi beban 
klaim yang menjadi kewajiban reasuransi.
(c) Klaim yang terjadi tetapi belum dilaporkan yaitu jumlah penyisihan 
atas klaim yang telah terjadi tetapi tidak dilaporkan sampai dengan 
akhir periode berjalan. Penyisihan tersebut termasuk beban
penanganan dikurangi beban klaim yang menjadi kewajiban 
reasuransi. (Paragraf 26)
2. Penyisihan teknis diakui pada saat akhir periode pelaporan sebagai 
beban dalam laporan surplus defisit underwriting dana tabarru’.
(Paragraf 27)
3. Penyisihan teknis diukur sebagai berikut:
(a) Penyisihan kontribusi yang belum menjadi hak dihitung 
menggunakan metode yang berlaku dalam industri perasuransian.
(b) Klaim yang masih dalam proses diukur sebesar jumlah estimasi 
klaim yang masih dalam proses oleh entitas pengelola. Jumlah 
estimasian tersebut harus mencukupi untuk mampu memenuhi klaim 
yang terjadi dan dilaporkan sampai dengan akhir periode pelaporan, 
setelah mengurangkan bagian reasuransi dan bagian klaim yang 
telah dibayarkan.
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(c) Klaim yang terjadi tetapi belum dilaporkan diukur sebesar jumlah 
estimasi klaim yang diekspektasikan akan dibayarkan pada tanggal 
neraca berdasarkan pada pengalaman masa lalu yang terkait 
dengan klaim paling kini yang dilaporkan dan metode statistik.
(Paragraf 28)
Cadangan Dana Tabarru’
1. Cadangan dana tabarru’ digunakan untuk:
(a) menutup defisit yang kemungkinan akan terjadi di periode 
mendatang; dan
(b) tujuan memitigasi dampak risiko kerugian yang luar biasa yang 
terjadi pada periode mendatang untuk jenis asuransi (class of 
business) yang menunjukkan derajat volatilitas klaim yang tinggi.
(Paragraf 29)
2. Cadangan dana tabarru’ diakui pada saat dibentuk sebesar jumlah yang 
dianggap mencerminkan kehatihatian (deemed prudent) agar mencapai 
tujuan pembentukannya yang bersumber dari surplus underwriting dana 
tabarru’. (Paragraf 30)
3. Pada akhir periode pelaporan, jumlah yang diperlukan untuk mencapai 
saldo cadangan dana tabarru’ yang dibutuhkan diperlakukan sebagai 
penyesuaian atas surplus underwriting dana tabarru’. (Paragraf 31)
2.8.3 Penyajian
1. Bagian surplus underwriting dana tabarru’ yang didistribusikan kepada 
peserta disajikan secara terpisah pada pos “bagian surplus underwriting 
dana tabarru’ yang didistribusikan kepada peserta” dan bagian surplus 
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yang didistribusikan kepada entitas pengelola disajikan secara terpisah 
pada pos “bagian surplus underwriting dana tabarru’ yang didistribusikan 
kepada pengelola´ dalam laporan perubahan dana tabarru’". (Paragraf 
32)
2. Penyisihan teknis disajikan secara terpisah pada kewajiban dalam 
neraca (laporan posisi keuangan). (Paragraf 33)
3. Dana tabarru’ disajikan sebagai dana peserta yang terpisah dari 
kewajiban dan ekuitas dalam neraca (laporan posisi keuangan). 
(Paragraf 34)
4. Cadangan dana tabarru’ disajikan secara terpisah pada laporan 
perubahan dana tabarru’. (Paragraf 35)
2.8.4 Pengungkapan
1. Entitas pengelola mengungkapkan terkait kontribusi, mencakup tapi tidak 
terbatas pada:
(a) Kebijakan akuntansi untuk:
(i) kontribusi yang diterima dan perubahannya; dan
(ii) pembatalan polis asuransi dan konsekuensinya.
(b) Piutang kontribusi dari peserta, entitas asuransi, dan reasuransi;
(c) Rincian kontribusi berdasarkan jenis asuransi;
(d) Jumlah dan persentase komponen kontribusi untuk bagian risiko dan 
ujrah dari total kontribusi per jenis asuransi;
(e) Kebijakan perlakuan surplus atau defisit underwriting dana tabarru’; 
dan
(f) Jumlah pinjaman (qardh) untuk menutup defisit underwriting (jika 
ada). (Paragraf 36)
69
2. Entitas pengelola mengungkapkan terkait dana investasi, mencakup tapi 
tidak terbatas pada:
(a) Kebijakan akuntansi untuk pengelolaan dana investasi yang berasal 
dari peserta; dan
(b) Rincian jumlah dana investasi berdasarkan akad yang digunakan 
dalam pengumpulan dan pengelolaan dana investasi. (Paragraf 37)
3. Entitas pengelola mengungkapkan terkait penyisihan teknis, mencakup 
tetapi tidak terbatas pada:
(a) Jenis penyisihan teknis (saldo awal, jumlah yang ditambahkan dan 
digunakan selama periode berjalan, dan saldo akhir); dan
(b) Dasar yang digunakan dalam penentuan jumlah untuk setiap 
penyisihan teknis dan perubahan basis yang digunakan. (Paragraf 
38)
4. Entitas asuransi syariah mengungkapkan terkait cadangan dana 
tabarru’, mencakup tetapi tidak terbatas pada:
(a) Dasar yang digunakan dalam penentuan dan pengukuran cadangan 
dana tabarru’;
(b) Perubahan cadangan dana tabarru’ per jenis tujuan pencadangannya 
(saldo awal, jumlah yang ditambahkan dan digunakan selama 
periode berjalan, dan saldo akhir);
(c) Pihak yang menerima pengalihan saldo cadangan dana tabarru’ jika 
terjadi likuidasi atas produk atau entitas;dan
(d) Jumlah yang dijadikan sebagai dasar penentuan distribusi surplus 
underwriting. (Paragraf 39)
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2.9 Akuntansi Dana Peserta
Dana peserta adalah kumpulan dana kontribusi premi dari para peserta 
asuransi syariah yang diperuntukkan untuk dana tolong-menolong sesama
peserta, baik itu berupa klaim, reasuransi, dan cadangan-cadangan serta 
diinvestasikan untuk pengembangan kumpulan dana peserta. Dari bagian dana 
peserta tersebut juga digunakan untuk membayar biaya pengelolaan kepada 
operator. (Ghony dan Arianty, 2007:79)
Menurut Ghony dan Arianty (2007:81), jurnal yang digunakan dalam 
akuntansi dana peserta asuransi umum syariah adalah sebagai berikut:
1. Jurnal untuk mencatat kontribusi pada saat tanggal terbit polis
a. Langsung asuransi
Dr. Piutang Kontribusi Langsung Asuransi xxx
Cr. Pendapatan Kontribusi Langsung xxx
b. Koasuransi
Dr. Piutang Kontribusi Langsung Koasuransi Masuk xxx
Cr. Pendapatan Kontribusi Langsung Koasuransi Masuk xxx
Dr. Pendapatan Kontribusi Langsung Koasuransi Keluar xxx
Cr. Utang Kontribusi Koasuransi xxx
2. Jurnal pada saat penerimaan kontribusi
a. Langsung asuransi
Dr. Kas/Bank Dana Peserta xxx
Cr. Piutang Kontribusi Langsung Asuransi xxx
b. Koasuransi
Dr. Kas/Bank Dana Peserta xxx
Cr. Piutang Kontribusi Langsung Koasuransi Masuk xxx
Dr. Utang Kontribusi Koasuransi xxx
Cr. Kas/Bank Dana Peserta xxx
3. Jurnal untuk mencatat beban ujrah pada saat tanggal terbit polis
Dr. Beban Ujrah Dibayar xxx
Cr. Utang Ujrah Dibayar xxx
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4. Jurnal pada saat pembayaran ujrah
Dr. Utang Ujrah Dibayar xxx
Cr. Kas/Bank Dana Peserta xxx
5. Jurnal untuk mencatat beban kontribusi reasuransi
Dr. Beban Kontribusi Reasuransi xxx
Cr. Utang Kontribusi Reasuransi xxx
6. Jurnal pada saat pembayaran kontribusi reasuransi
Dr. Utang Kontribusi Reasuransi xxx
Cr. Kas/Bank Dana Peserta xxx
7. Jurnal untuk mencatat ujrah reasuransi yang akan diterima
Dr. Piutang Ujrah Reasuransi Diterima xxx
Cr. Ujrah Reasuransi Diterima xxx
8. Jurnal pada saat penerimaan ujrah reasuransi
Dr. Kas/Bank Dana Peserta xxx
Cr. Piutang Ujrah Reasuransi Diterima xxx
9. Jurnal untuk mencatat surplus operasi reasuransi
Dr. Piutang Surplus Operasi xxx
Cr. Reasuransi Surplus Operasi Reasuransi xxx
10. Jurnal pada saat penerimaan pembayaran surplus operasi reasuransi
Dr. Kas/Bank Dana Peserta xxx
Cr. Piutang Surplus Operasi Reasuransi xxx
11. Jurnal untuk mencatat cadangan dana tabarru’ pada akhir periode
Dr. Provisi Tabarru’ yang Belum Merupakan Pendapatan xxx
Cr. Tabarru’ yang Belum Merupakan Pendapatan xxx
12. Jurnal untuk mencatat cadangan (ekuitas dana peserta)
Dr. Surplus Reasuransi xxx
Cr. Utang Surplus Operasi xxx
Cr. Ekuitas Dana Peserta xxx
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2.10 Akuntansi dana Pengelola
Dana pengelola adalah dana yang dimiliki oleh perusahaan asuransi syariah 
yang berasal dari modal disetor/modal kerja serta pendapatan ujrah dari dana 
peserta, hasil investasi dan bagian share bagi hasil dan atau surplus operasi 
dana peserta. Dana ini diperuntukkan untuk biaya operasional perusahaan 
asuransi syariah termasuk membayar biaya intermediatery. (Ghony dan Arianty, 
2007:99)
Menurut Ghony dan Arianty (2007:100), jurnal yang digunakan dalam 
akuntansi dana pengelola asuransi umum syariah adalah sebagai berikut:
1. Jurnal untuk mencatat ujrah pada saat tanggal terbit polis
Dr. Piutang Ujrah xxx
Cr. Ujrah Diterima xxx
2. Jurnal pada saat penerimaan ujrah
Dr. Kas/Bank Dana Pengelola xxx
Cr. Piutang Ujrah xxx
3. Jurnal untuk mencatat alokasi surplus operasi dana peserta pada saat 
penetapan
Dr. Piutang Alokasi Surplus xxx
Cr. Alokasi Surplus Dana Peserta xxx
4. Jurnal pada saat penerimaan alokasi surplus
Dr. Kas/Bank Dana Pengelola xxx
Cr. Piutang Alokasi Surplus xxx
5. Jurnal untuk mencatat ujrah reasuransi dibayar
Dr. Ujrah Reasuransi Dibayar xxx
Cr. Utang Ujrah Reasuransi xxx
6. Jurnal untuk mencatat beban zakat
Dr. Beban Zakat xxx
Cr. Utang Zakat xxx
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7. Jurnal untuk mencatat beban masbalah (dana yang tidak halal dan segera 
harus dikeluarkan untuk kemaslahatan masyarakat seperti pembangunan 
sarana umum dan lain-lain)
Dr. Beban Masbalah xxx
Cr. Utang Masbalah xxx
2.11 Penelitian Terdahulu
Beberapa penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian yang dilakukan 
oleh penulis adalah sebagai berikut:
1. Penelitian Fitra (2011)
Muhammad Fitra melakukan penelitian dengan judul “Analisis 
Pengakuan Pendapatan pada PT. Asuransi Takaful Cabang Makassar (PT. 
ATCM).” Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana 
pengakuan pendapatan premi pada PT. ATCM dan menganalisis kesesuaian 
antara pengakuan pendapatan premi Pada PT. ATCM dengan PSAK No. 36 
dan PSAK No. 111 (yang pada saat itu masih merupakan exposure draft dan 
belum disahkan).
Dari penelitian ini disimpulkan bahwa sumber pendapatan premi
termasuk dana tabarru’ dari segi kontrak kesemuanya cenderung termasuk 
dalam kontrak asuransi jangka panjang, yang secara garis besar telah sesuai 
dengan konsep dasar akuntansi yang tertuang dalam PSAK 36 dan PSAK 
111 walaupun ada beberapa hal yang bukan syarat kontrak asuransi jangka 
panjang, yaitu diperbolehkannya pembatalan kontrak dengan alasan yang 
diperkenankan.
Perbandingan penelitian penulis dengan penelitian yang dilakukan oleh 
Fitra yaitu penulis melakukan penelitian di unit usaha syariah dari suatu 
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perusahaan asuransi umum, bukan pada perusahaan asuransi jiwa syariah, 
kemudian penulis menganalis secara keseluruhan pengakuan, pengukuran, 
penyajian, dan pengungkapan pendapatan, beban, dan dana tabarru’ pada 
perusahaan dengan menggunakan PSAK 108 dan PSAK 101.
2. Penelitian Mustabsyirah (2012)
Heva Mustabsyirah melakukan penelitian dengan judul “Evaluasi 
terhadap Pendapatan Dana Tabarru’ dan Pendapatan Perusahaan 
Berdasarkan PSAK 108 pada PT. Asuransi Takaful Umum.” Penelitian ini 
bertujuan untuk mengevaluasi apakah perlakuan akuntansi yang terdiri dari
pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan atas pendapatan 
dana tabarru' dan pendapatan perusahaan telah sesuai dengan PSAK 
108:Akuntansi Transaksi Asuransi Syariah, juga untuk mengevaluasi 
bagaimana perusahaan menginvestasikan pendapatan dana tabarru’ dan 
pendapatan perusahaannya, dan bagaimana perusahaan melakukan bagi 
hasil atas investasi tersebut, serta untuk mengevaluasi bagaimana 
perusahaan mengklasifikasikan transaksi yang berkaitan dengan penerimaan 
pendapatannya di dalam laporan keuangan perusahaan.
Hasil dari penelitian ini adalah disimpulkan bahwa PT Asuransi Takaful 
Umum sudah melakukan pengakuan, pengukuran, penyajian, dan
pengungkapan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pendapatan dana
tabarru’ dan pendapatan perusahaannya dengan baik sesuai ketentuan
PSAK 108: Akuntansi Transaksi Asuransi Syariah dan PSAK 101: Penyajian
Laporan Keuangan Syariah. Dalam hal investasi, PT Asuransi Takaful Umum  
menginvestasikan pendapatannya seluruhnya pada instrumen-instrumen 
investasi syariah seperti deposito syariah, reksadana syariah, dan pasar 
modal syariah. Perusahaan menginvestasikan secara terpisah antara 
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investasi yang menggunakan dana tabarru’ dengan investasi yang 
menggunakan dana perusahaan, sehingga hasil investasi yang 
menggunakan dana tabarru’ akan menjadi tambahan atas pendapatan dana 
tabarru’ dan hasil investasi yang menggunakan dana perusahaan akan 
menjadi tambahan atas pendapatan perusahaan. Dalam mengklasifikasikan 
transaksi yang berkaitan dengan pendapatan dana tabarru’ dan pendapatan 
perusahaan, PT Asuransi Takaful Umum sudah menyajikannya secara tepat 
dalam pos-pos yang terdapat dalam Laporan Posisi Keuangan, Laporan 
Surplus (Defisit) Underwriting Dana Tabarru’, dan Laporan Laba Rugi.
Perbandingan penelitian penulis dengan penelitian yang dilakukan oleh 
Mustabsyirah yaitu penulis melakukan penelitian di unit usaha syariah dari 
suatu perusahaan asuransi umum dan bukan pada perusahaan asuransi 
umum syariah, kemudian penulis menganalisis perlakuan akuntansi dana 





Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian deskriptif.
Menurut Nazir (1988:63), metode deskriptif merupakan suatu metode dalam 
meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem 
pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari 
penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan 
secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta 
hubungan antar fenomena yang diselidiki. (ID Tesis:2007)
Penelitian yang dilakukan penulis adalah penelitian lapangan yang 
didasarkan pada teori yang berkaitan dengan pengakuan, pengukuran, 
penyajian, dan pengungkapan dana tabarru’, pendapatan, dan beban pada 
perusahaan asuransi umum syariah.
3.2 Objek dan Lokasi Penelitian
Perusahaan yang menjadi objek penelitian adalah Unit Usaha Takaful dari 
PT Asuransi Jasa Indonesia, Persero (Jasindo Takaful). Perusahaan ini berlokasi 
di Jl. Menteng Raya No. 21, Jakarta Pusat.
3.3 Fokus Penelitian
Penelitian ini dilaksanakan untuk menjawab permasalahan yang 
dikemukakan melalui pengumpulan dan pengolahan data yang relevan. 
Penelitian ini berfokus pada analisis pengakuan, pengukuran, penyajian, dan 
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pengungkapan dana tabarru’, pendapatan, dan beban Jasindo Takaful 
berdasarkan standar akuntansi yang relevan.
3.4 Jenis dan Sumber Data
Data yang dikumpulkan dibagi menjadi dua jenis, yaitu data kualitatif dan 
data kuantitatif. Data kualitatif adalah data yang tidak dapat diukur dengan 
angka-angka secara langsung. Sedangkan data kuantitatif adalah data yang 
dapat diukur atau dinilai dengan angka secara langsung.
Jenis data yang digunakan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut: 
1. Data kualitatif, yaitu data yang tidak dapat diukur dengan angka-angka 
secara langsung. Data ini antara lain berupa data dari literatur-literatur, jurnal, 
buku, website, dan sebagainya serta data dari perusahaan dalam bentuk 
informasi baik lisan maupun tulisan seperti sejarah berdirinya perusahaan, 
struktur organisasi perusahaan yang disertai uraian tugasnya, produk 
perusahaan, kebijakan perusahaan, serta data-data lain yang sifatnya 
kualitatif yang dibutuhkan dalam rangkaian penulisan.
2. Data kuantitatif, yaitu data yang diperoleh dan disajikan dalam bentuk angka-
angka. Data ini berupa data laporan keuangan yang diperoleh dari 
perusahaan dan data-data perhitungan yang berkaitan dengan pengukuran 
dana tabarru’, beban dan pendapatan pada perusahaan.
Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:
a. Data primer, yaitu data penelitian yang diperoleh secara langsung dari 
sumber asli (tidak melalui media perantara). Dalam penelitian ini data primer 
diperoleh melalui pengamatan atau wawancara langsung dengan pihak 
perusahaan.
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b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung melalui 
media perantara atau diperoleh dan dicatat oleh pihak lain. Dalam penelitian 
ini data sekunder diperoleh dari buku-buku, jurnal-jurnal, penelitian terdahulu 
serta literatur lain dan diperoleh melalui dokumen-dokumen atau arsip-arsip 
perusahaan yang berkaitan dengan penulisan berupa laporan keuangan 
serta catatan-catatan yang berkaitan dengan perlakuan akuntansi dana 
tabarru’, beban, dan pendapatan perusahaan.
3.5 Teknik Pengumpulan Data
Untuk mendapatkan data-data sehubungan dengan penelitian ini, maka 
penulis menggunakan metode sebagai berikut: 
1. Studi Kepustakaan (library research)
Studi kepustakaan dilakukan untuk memahami dengan baik teori yang 
menyangkut pokok permasalahan yang diteliti dengan cara mengkaji dan 
menelaah buku-buku, artikel-artikel, serta jurnal dan literatur-literatur lain 
yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.
2. Penelitian lapangan (field research)
Penelitian lapangan adalah kegiatan pengumpulan data yang dilakukan 
dengan meninjau langsung pada objek dan sasaran yang diteliti pada 
perusahaan. Adapun penelitian lapangan yang dilakukan meliputi:
a. Wawancara (interview), yaitu penulis mengadakan wawancara dengan 
pihak perusahaan yang diwakili oleh staf perusahaan yang berwenang 
guna memperoleh informasi yang dibutuhkan sehingga penulis 
mendapatkan gambaran mengenai proses pengakuan, pengukuran, 
penyajian, dan pengungkapan dana tabarru’, beban, dan pendapatan 
pada Jasindo Takaful.
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b. Dokumentasi, yaitu melakukan pengumpulan data-data dan dokumen 
perusahaan yang relevan dengan penelitian ini.
3.6 Teknik Analisis Data
Untuk menjawab rumusan masalah, maka metode analisis yang digunakan 
adalah metode analisis deskriptif kualitatif. Dengan metode analisis deskriptif 
kualitatif, data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif, yaitu dengan mengkaji, 
memaparkan, menelaah, dan menjelaskan data-data yang diperoleh pada
Jasindo Takaful untuk mendapatkan gambaran yang jelas dan menyeluruh 
tentang bagaimana proses pengakuan, pengukuran, penyajian, dan 
pengungkapan dana tabarru’, beban, dan pendapatan Jasindo Takaful.
Setelah mendapatkan gambaran penuh tentang proses pengakuan, 
pengukuran, penyajian, dan pengungkapan dana tabarru’, beban, dan 
pendapatan perusahaan, langkah berikutnya adalah menganalisis kesesuaian 
pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan dana tabarru’, beban,
dan pendapatan perusahaan tersebut dengan PSAK 108: Akuntansi Transaksi 
Asuransi Syariah dan menganalisis kesesuaian pengklasifikasian dana tabarru’, 
beban, dan pendapatan dalam laporan keuangan perusahaan serta penyajian 





4.1 Sejarah Singkat Perusahaan
Pembentukan PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) merupakan bagian 
penting dari perjalanan sejarah bangsa dan tanah air Indonesia. Sejarah tersebut 
bermula pada tahun 1845 ketika dilaksanakannya nasionalisasi atas NV 
Assurantie Maatschappij de Nederlander, sebuah perusahaan Asuransi Umum 
milik kolonial Belanda, dan Bloom Vander, perusahaan Asuransi Umum Inggris
yang berkedudukan di Jakarta.
Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia yang dinyatakan pada 17 
Agustus 1945 oleh Proklamator RI, Ir. Soekarno dan Mohammad Hatta, 
sekaligus mengamanatkan pelaksanaan pemindahan kekuasaan dan 
kepemilikan Kerajaan Belanda kepada Pemerintah Indonesia. Termasuk, 
melakukan nasionalisasi terhadap dua perusahaan tersebut dan mengubah 
nama keduanya menjadi PT Asuransi Bendasraya yang bergerak di bidang 
Asuransi Umum dalam Rupiah dan PT Umum Internasional Underwriters (UIU) 
yang bergerak pada bidang Asuransi Umum dalam valuta asing.
Kedua perusahaan hasil tindak lanjut nasionalisasi ini bertujuan untuk 
memberikan manfaat yang maksimal kepada masyarakat dan memperkokoh 
keamanan serta perekonomian negara. Adapun kebijakan nasionalisasi tersebut 
dilaksanakan berdasarkan payung hukum Undang-Undang Nomor 86 tahun 1958 
tentang Nasionalisasi Perusahaan-Perusahaan Milik Belanda yang berada di 
dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
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Pasca implementasi kebijakan nasionalisasi dan pribumi maka kemudian 
muncul sebuah inisiatif untuk mengoptimalkan fungsi dan peran dari kedua 
perusahaan nasional tersebut dalam menghadapi tantangan sekaligus mengisi 
era kemerdekaan Republik Indonesia.
Dalam perjalanan bersejarahnya, melalui Keputusan Menteri Keuangan 
No.764/MK/IV/12/1972 tertanggal 9 Desember 1972, pemerintah Indonesia 
memutuskan untuk melakukan merger antara PT Asuransi Bendasraya dan PT 
Umum Internasional Underwriters (UIU) menjadi PT Asuransi Jasa Indonesia 
(Persero) sebagai sebuah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di 
bidang usaha Asuransi Umum. Pengesahan penggabungan tersebut selanjutnya 
dikukuhkan dengan Akta Notaris Mohamad Ali Nomor 1 tanggal 2 Juni 1973.
Sebagai salah satu BUMN yang memiliki kinerja usaha gemilang di 
Indonesia, seluruh saham PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) dimiliki oleh 
Negara Republik Indonesia. Apalagi, perjalanan waktu telah membuktikan bahwa 
PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) atau yang dikenal dengan Asuransi 
Jasindo, memang memiliki pengalaman yang mumpuni, panjang dan matang di 
bidang Asuransi Umum bahkan sejak era kolonial. Pengalaman ini memberikan 
nilai kepeloporan tersendiri bagi keberadaan dan pertumbuhan kinerja Asuransi 
Jasindo hingga saat ini, sehingga berhasil dalam meraih kepercayaan publik baik 
yang ada di dalam maupun di luar negeri.
Dalam menyuguhkan layanan profesional dan terbaiknya, Asuransi Jasindo 
senantiasa memegang teguh nilai-nilai budaya perusahaan yang ditanamkan 
yaitu Asah, Asih dan Asuh. Selain itu, Asuransi Jasa Indonesia juga berkomitmen 
untuk memberikan pelayanan yang prima demi memenuhi kepuasan 
Tertanggung. Asuransi Jasindo juga banyak mendapatkan dukungan reasuradur 
terkemuka dari seluruh belahan dunia, seperti Swiss Re dan Partner Re, dalam 
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memberikan back-up reasuransi, terutama pertanggungan yang bersifat mega-
risk.
Dalam menyelesaikan klaim-klaim besar, komitmen atas ketepatan dan 
kecepatan Asuransi Jasindo tak perlu diragukan lagi. Hal ini dibuktikan dengan 
penyelesaian klaim-klaim besar bahkan hingga bernilai triliunan rupiah. Sebut 
saja misalnya, klaim Apogee Kick Motor Satelit Palapa B2 sebesar US$ 75 juta, 
BDC Failure Satelit Palapa C2 senilai US$ 31,2 juta, Battery Charging Failure 
Satelit Palapa C2 sebesar US$ 36,5 juta, dan Loss of DB Satelit Garuda milik 
Aces International hingga senilai US$ 101,5 juta.
Pengalaman dan kemampuan Asuransi Jasindo yang mengundang decak 
kagum ini, telah pula diakui oleh badan pemeringkat internasional yaitu Standard 
and Poor's untuk kategori “Claim Paying Ability ” pada tahun 1997 dengan 
peringkat BBB. Selanjutnya, di tahun 2009, Asuransi Jasindo kembali 
mendapatkan pengakuan sebagai satu-satunya perusahaan Asuransi Umum 
nasional yang memperoleh rating dari badan pemeringkat internasional AM Best 
yang berbasis di Hongkong dan Amerika Serikat, untuk kategori “ Financial 
Strength Ability” (Stable Outlook ) dengan peringkat B++ dan Issuer Credit Ability 
(Stable Outlook) dengan peringkat BBB.
Karena pertimbangan kebutuhan konsumen terhadap asuransi syariah, PT. 
Asuransi Jasa Indonesia kemudian mendirikan suatu unit usaha yang 
memberikan jasa asuransi syariah. Unit Usaha Takaful PT. Asuransi Jasa 
Indonesia atau Jasindo Takaful didirikan sebagai upaya meningkatkan peran 
serta perusahaan dalam mengembangkan bisnis asuransi berbasis syariah. 
Pada tahun 2003 PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero) mendapat ijin pendirian 
kantor cabang dengan prinsip syariah sesuai SK. Menteri Keuangan 
No.KEP.142/KM.6/2003 tanggal 21 April 2003, dan diberi nama Jasindo Takaful. 
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Pemilihan nama "Takaful" didasarkan kepada arti kata dasarnya yaitu kafala
yang berarti menolong, memberi nafkah, dan mengambil alih perkara seseorang. 
Namun dalam pengertian muamalah arti Takaful adalah saling memikul resiko 
antara sesama yang dilakukan atas dasar saling tolong menolong dengan cara 
menghibahkan (mengikhlaskan) dana untuk dikumpulkan dalam rangka 
membantu menanggung resiko. Sehingga penggunaan Takaful diidentikkan 
dengan Islamic Insurance. Merk Jasindo Takaful telah dipatenkan pada 
Direktorat Hak Kekayaan Intelektual dengan No.Agenda: 002003.10410.10509 
Tgl 29 April 2003.
Jasindo Takaful merupakan salah satu Unit Usaha Asuransi Jasindo yang 
berlandaskan kaedah atau hukum Islam dengan sistem pengelolaan premi (dana 
peserta) yang ditempatkan terpisah dari Asuransi Jasindo. Jasindo Takaful 
dikelola berdasarkan syariah dalam operasinya menghindari gharar 
(ketidakjelasan), maisir (judi), dan riba(bunga) dengan cara menggunakan 
mekanisme Mudharabah (bagi hasil). Hingga Desember 2013, Jasindo Takaful 
memiliki kurang lebih 94 outlet pelayanan yang tersebar di Indonesia.
Jasindo Takaful diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah untuk menjamin 
kepatuhan terhadap Syariah dalam hal pengelolaan dana, pelayanan, dan 
produk-produk lainnya.
Pada semester kedua tahun 2015, Jasindo Takaful merencanakan untuk 
spin-off dari induk perusahaannya, yaitu PT. Asuransi Jasa Indonesia Persero 
(Jasindo) untuk mulai berdiri sendiri.
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4.2 Produk-Produk Jasindo Takaful
4.2.1 Produk Korporasi
1. Asuransi Kebakaran
Asuransi Kebakaran adalah asuransi yang meliputi Asuransi
Kebakaran dan perluasan jaminannya (gempa bumi, badai, banjir, topan, 
dan lain-lain) terhadap industri hingga rumah tinggal, rumah susun, 
perkantoran, show room, mobil, toko, gudang, dan juga Asuransi 
Gangguan Usaha akibat Kebakaran.
2. Asuransi Rangka Kapal
Asuransi Rangka Kapal adalah asuransi yang menjamin rangka 
kapal berikut mesin dan peralatannya, seperti kapal tanker, barang, 
penumpang, kontainer, roro, curah, tongkang, tunda, pendarat, keruk, 
dan juga pembangunan kapal
3. Asuransi Pengangkutan
Asuransi Pengangkutan adalah asuransi yang meliputi 
pengangkutan ekspor, impor, dan antar pulau barang seperti general 
cargo, containers, bulk commodities, mesin, pupuk semen, beras, BBM, 
CPO, dan lain-lain.
4. Asuransi Engineering
Asuransi Engineering adalah asuransi yang meliputi Contractor’s All 
Risk (CAR), Erection All Risk (EAR), Contractor’s Plant and Machinery 
(CPM), CPM Non Project, Heavy Equipment, Machiney Breakdown 
(MB), Electrical Equipment Insurance (EEI), Civil Engineering Completed 
Risk (CECR), Boiler and Pressure Vessels (BPV).
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5. Asuransi Oil and Gas
Asuransi Oil and Gas adalah asuransi yang meliputi Oil and Gas 
On-Shore exploration, Oil and Gas-Off Shore exploration, Oil and Gas 
On-Shore production, Oil and Gas Off-Shore production, Oil and Gas 
On-Shore construction, Oil and Gas Off-Shore construction, dan lain-lain.
6. Asuransi Aneka
Asuransi Aneka adalah asuransi yang meliputi Public Liability, 
Commercial General Liability, Employer’s Liability, Workmen’s 
Compensation automobile, Professional Indemnity, Product Liability, 
Carrier’s and Warehousement Liability, dan lain-lain.
7. Asuransi Keuangan
Asuransi Keuangan adalah asuransi yang meliputi Jaminan 
Penawaran, Jaminan Pelaksanaan, Jaminan Uang Muka, Jaminan 
Pemeliharaan, Custom Bond, dan lain-lain.
4.2.2 Produk Ritel
1. Jasindo Graha (Bancassurance)
Jasindo Graha (Bancassurance) adalah asuransi yang memberikan 
perlindungan atas risiko kebakaran (rumah tinggal, ruko, rukan, 
apartemen), meninggal dunia akibat kecelakaan dan meninggal dunia 
biasa bagi debitur KPR sehingga sisa kreditnya otomatis akan lunas 
(berkaitan dengan pemberian KPR oleh Bank.
2. Jasindo PA+PHK (Bancassurance)
Jasindo PA+PHK (Bancassurance) adalah asuransi yang 
memberikan perlindungan kepada pegawai atas kredit yang diberikan 
oleh pihak Bank apabila pegawai tersebut meninggal dunia akibat 
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kecelakaan atau di PHK sehingga sisa kreditnya secara otomatis akan 
tuntas.
3. Jasindo PA+PHK Korporasi
Jasindo PA+PHK Korporasi adalah asuransi yang memberikan 
jaminan berupa backup dana kepada perusahaan dimana bila terjadi 
PHK terhadap pegawainya, perusahaan dapat memenuhi kewajibanya 
dalam membayarkan pesangon sesuai dengan ketentuan Undang-
Undang Ketenagakerjaan (Program Dana Pesangon).
4. Jasindo Oto
Jasindo Oto adalah asuransi kendaraan bermotor, terdiri dari 
jaminan standar (AAUI) dan paket (Allrisk plus perluasan jaminan seperti 
huru hara, bencana alam, kecelakaan diri pengemudi dan penumpang).
5. Pengangkutan Ritel
Pengangkutan Ritel adalah asuransi yang memberikan jaminan atas 
pengiriman barang-barang dagangan, barang pindahan, bahan baku 
pabrik maupun barang jadi selama dalam pengangkutan wilayah 
Indonesia.
4.3 Struktur Organisasi Jasindo Takaful
Unit Usaha Takaful PT Asuransi Jasa Indonesia (UUT PT Asuransi Jasa 
Indonesia /Jasindo Takaful) sendiri adalah unit usaha yang bernaung di bawah 
PT Asuransi Jasa Indonesia. Posisinya dalam struktur organisasi PT Asuransi 
Jasa Indonesia adalah di bawah Direktur Operasi Ritel.
Struktur organisasi UUT PT Asuransi Jasa Indonesia adalah struktur 
organisasi yang berbentuk fungsional. Kepala Unit Usaha Takaful adalah 
pimpinan puncak dari UUT PT Asuransi Jasa Indonesia. Dalam melaksanakan 
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tugas-tugasnya Kepala Unit Usaha Takaful dibantu oleh enam 
manajer/koordinator, yaitu Kordinator Pemasaran, Koordinator Teknik 1, 
Koordinator Teknik 2, Koordinator Klaim dan Retakaful, Koordinator Pendanaan 
dan Investasi, dan Koordinator Akuntansi dan Umum. Selanjutnya manajer-
manajer ini dibantu oleh beberapa kepala bagian dan staf dalam melaksanakan 





5.1 Perlakuan Akuntansi Dana Tabarru’, Beban, dan Pendapatan Unit 
Usaha Takaful PT. Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo Takaful)
Unit Usaha Takaful PT. Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo Takaful) 
merupakan sebuah unit perusahaan yang bergerak di bidang jasa asuransi 
umum yang menggunakan sistem syariah. Dalam operasinya, Jasindo Takaful 
menerima dana (kontribusi) dari nasabah, yang kemudian dialokasikan ke dua 
tempat yaitu kepada perusahaan sebagai upah untuk jasa pengelolaan dana 
asuransi (ujrah) dan kepada kumpulan dana peserta atau dana tabarru’. Dana 
tabarru’ atau diistilahkan dana kebajikan adalah kumpulan dana khusus peserta 
yang dikelola oleh perusahaan yang nantinya digunakan untuk membayar klaim 
apabila ada peserta yang mendapat musibah dalam hal terjadinya hal-hal yang 
tidak diinginkan terhadap objek yang dipertanggungkan.
Dalam pengelolaannya, dana tabarru’ sebisa mungkin diinvestasikan, 
adapun diinvestasikannya kepada portofolio investasi yang syar’i, yang kemudian 
jika investasinya mendapat keuntungan maka akan menambah dana tabarru’. 
Dana tabarru’ digunakan untuk membayar bagian reasuransi dan pembayaran 
klaim. Jadi, dana tabarru’ setelah dikurangi dengan bagian reasuransi, dan 
pengeluaran klaim kemudian ditambahkan dengan hasil investasi, apabila 
bersisa (mendapat surplus), maka surplusnya akan dibagikan kepada peserta 
dan perusahaan sesuai kebijakan yang berlaku.
Dalam mengelola asuransi, akad yang digunakan Unit Usaha Takaful PT. 
Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo Takaful) adalah akad wakalah bil ujrah bil 
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mudharabah. Akad ini sendiri mengandung akad wakalah bil ujrah dan akad 
mudharabah di dalamnya.
Akad wakalah bil ujrah sendiri adalah pemberian kuasa dari peserta kepada
perusahaan asuransi untuk mengelola dana peserta dengan imbalan pemberian 
ujrah (fee). Dalam Jasindo Takaful, akad wakalah bil ujrah digunakan dalam
pengelolaan risiko dana tabarru’ yang meliputi kegiatan administrasi, pengelolaan 
dana, pembayaran santunan/klaim, underwriting, pengelolaan portofolio risiko, 
retakaful/reasuransi, dan pemasaran.
Sedangkan akad mudharabah sendiri adalah pembiayaan yang disalurkan 
oleh Lembaga Keuangan Syariah kepada pihak lain untuk suatu usaha yang 
produktif. Dalam hal lembaga asuransi, akad mudharabah yang dimaksud adalah 
penginvestasian dana peserta oleh perusahaan ke dalam suatu portofolio 
investasi yang syar’i. Dalam Jasindo Takaful, akad mudharabah digunakan untuk 
pengelolaan investasi dana tabarru’.
Berdasarkan akad wakalah bil ujrah, maka kontribusi yang dibayarkan oleh 
peserta terdiri dari dana tabarru’ dan ujrah dengan besaran sebagai berikut:
1. Tabarru’ : 50%
2. Wakalah fee (ujrah) : 50%
Sedangkan hasil investasi dana tabarru’ melalui akad mudharabah akan 
diberikan sesuai nisbah bagi hasil dengan besaran sebagai berikut:
1. Dana Tabarru’ : 50%
2. Pengelola : 50%
Dalam hal pengelolaan dana tabarru’ sendiri, seperti yang sudah disebutkan 
di atas sebelumnya, Jasindo Takaful memiliki kebijakan alokasi. Apabila pada 
akhir periode polis terdapat surplus underwriting dana tabarru’ yang dihitung 
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berdasarkan kekayaan dalam bentuk kas, maka hasilnya akan dialokasikan 
dalam cadangan dana tabarru’, peserta, dan atau pengelola dengan proporsi 
alokasi sebagai berikut:
1. Cadangan dana tabarru’ : 10%
2. Peserta : 40%
3. Pengelola : 50%
Adapun surplus underwriting dana tabarru’ hanya akan dibagikan Jasindo 
Takaful ke peserta setelah periode polis peserta berakhir dengan ketentuan:
1. Peserta telah melunasi kontribusi
2. Peserta tidak pernah menerima pembayaran klaim atau tidak sedang 
mengajukan klaim
3. Peserta tidak membatalkan polis.
Ada pula ketentuan yang dapat menyebabkan surplus underwriting tidak 
dapat dibagikan, misalnya:
1. Apabila dalam hal pembagian surplus underwriting dana tabarru’ kepada 
peserta secara ekonomis menimbulkan biaya yang lebih besar daripada 
bagian yang akan dibagikan, maka dana tersebut tidak dibagikan kepada 
peserta namun dihibahkan kembali ke dalam dana tabarru’.
2. Apabila surplus yang menjadi hak masing-masing peserta dalam satu periode 
tersebut kurang dari atau sama dengan Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) 
maka biasanya peserta diminta sepakat dan setuju untuk mewakilkan dana 
surplus tersebut kepada pengelola untuk secara langsung 
menyalurkan/memanfaatkan sebagai dana sosial.
3. Apabila masih terdapat Qardh di dalam kewajiban dana tabarru’. (qardh 
adalah dana yang disetor pengelola ke dalam dana tabarru’ yang sifatnya 
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sebagai pinjaman apabila dana tabarru’ tidak mencukupi untuk membayarkan 
santunan/klaim kepada peserta).
4. Apabila pembagian surplus underwriting dapat menyebabkan tingkat 
solvabilitas dana tabarru’ tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-
undangan. Dengan demikian, maka surplus underwriting akan ditambahkan 
ke dalam dana tabarru’.
Untuk lebih jelasnya, kebijakan-kebijakan yang terkandung dalam klausula 
akad yang diberikan oleh Jasindo Takaful kepada nasabah dapat dilihat pada 
halaman lampiran.
Persentase komposisi dana kontribusi, persentase nisbah pembagian hasil 
investasi, dan persentase pembagian surplus underwriting dana tabarru’ dapat 
berubah sewaktu-waktu sesuai kebijakan perusahaan dengan melihat keadaan 
dan kondisi usaha dan kondisi pasar.
Setelah penelusuran mengenai nilai-nilai syariah penulis mendapatkan 
bahwa suatu usaha asuransi syariah telah benar-benar “syariah” apabila dalam 
segala kegiatannya sudah benar-benar terhindar dari segala hal yang tidak 
dibenarkan dalam agama. Selain itu dalam segala kegiatannya juga seharusnya 
didasari atas keimanan, ketulusan, dan keikhlasan. Baik peserta maupun 
pengelola sudah mengikhlaskan atas apa yang akan terjadi. Peserta terutama, 
sudah harus ikhlas menyerahkan dananya dengan niat untuk saling tolong 
menolong dengan seluruh peserta lain dan sudah harus ikhlas manakala di akhir 
periode ia tidak mendapatkan bagi hasil dikarenakan dana peserta pada lini
produk asuransi terkait telah habis untuk mengatasi klaim.
Dalam hal akuntansi, untuk pencatatan transaksi, Jasindo Takaful 
melakukan enty jurnal secara sistem dan jurnalnya tidak diprint out, terkecuali 
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untuk kepentingan pembayaran. Biasanya perusahaan menjurnal transaksi-
transaksinya secara otomatis ketika mengeluarkan bukti transaksi, yang juga 
akan terinput pada sistem. Penjurnalan kontribusi dan biaya-biaya tambahan 
(seperti biaya polis dan biaya materai) tercatat dalam nota debet yang terlampir 
dalam ikhtisar polis. Penjurnalan komisi untuk agen akan tercatat dalam nota 
kredit komisi. Penjurnalan klaim akan tercatat pada nota kredit klaim.  
Penjurnalan biaya yang dikeluarkan perusahaan terkait pembuatan polis akan 
tercatat pada nota kredit sundries. Transaksi-transaksi lain di luar semua hal 
yang telah disebutkan itu akan tercatat melalui Memo Internal (MI), Bank Debet 
(BD), Bank Kredit (BK), Kas Debet (KD), dan Kas Kredit (KK) dalam sistem.
Pada dasarnya pendapatan yang diterima oleh Jasindo Takaful berasal dari 
pendapatan ujrah, pendapatan pengelolaan portofolio investasi dana peserta, 
pendapatan bagi hasil surplus underwriting, hasil investasi dana ujrah, dan 
pendapatan lain-lain (misalnya bagi hasil jasa giro, laba selisih kurs mata uang, 
pendapatan polis, pendapatan materai, dan lain-lain). Adapun beban yang 
dikeluarkan oleh Jasindo Takaful berasal dari beban komisi, ujrah reasuransi, 
beban usaha, dan beban lain-lain (misalnya rugi selisih kurs mata uang asing 
dan lain-lain)
Pertambahan dana tabarru’ (dana peserta) yang dikelola Jasindo Takaful
berasal dari penerimaan kontribusi dan hasil investasi dana tabarru’. 
Pengurangan dana tabarru’ yang dikelola Jasindo Takaful berasal dari 
pembayaran ujrah untuk perusahaan, beban kontribusi reasuransi, perubahan 
kontribusi yang belum menjadi hak, pembayaran klaim, dan penyihan teknis.
Apabila pada akhir periode terdapat surplus dana tabarru’, maka akan 
dialokasikan ke tiga tempat jika memungkinkan, yaitu dibagikan kepada peserta 
asuransi, kepada Jasindo Takaful, dan akan disimpan sebagai cadangan dana 
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tabarru’ yang akan menambah kumpulan cadangan dana tabarru’ periode 
sebelumnya.
Berdasarkan penelitian pada kebijakan pencatatan perkiraan keuangan 
perusahaan beserta laporan keuangan perusahaan tahun 2012 dan 2013, 
perlakuan akuntansi pendapatan, biaya, dan dana tabarru’ Unit Usaha Takaful 
PT. Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo Takaful) adalah sebagai berikut:
5.1.1 Pengakuan dan Pengukuran
1. Kontribusi/Premi
Kontribusi/premi adalah hibah yang diberikan oleh peserta kepada 
pengelola yang sebagian darinya akan dikelola sebagai dana tabarru’ dan 
sebagian lainnya sebagai ujrah untuk pengelola sesuai dengan akad.
Kontribusi/premi diakui sebagai pendapatan asuransi sesuai periode 
polis (kontrak) berdasarkan proporsi jumlah proteksi yang diberikan. Jadi 
pada saat tanggal kontrak telah dimulai, kontribusi/premi telah diakui.
Adapun pada Jasindo Takaful, pengakuan kontribusi/premi diikhtisarkan 
dalam jurnal sebagai berikut:
Dr. Piutang Premi xxx
Cr. Premi Langsung xx xxx
Cr. Pendapatan Polis xx xxx
Cr. Pendapatan Materai xxx
Adapun pada saat peserta membayar lunas piutang kontribusi/premi, 
dalam jurnal akan diakui sebagai berikut:
Dr. Kas/Bank Dana Peserta xxx
Cr. Piutang Premi xxx
Selanjutnya untuk mengganti biaya polis dan biaya materai yang 
dikeluarkan oleh perusahaan akan dilakukan transfer dari kas/bank dana 
peserta ke kas/bank dana pengelola sebesar pendapatan polis dan 
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pendapatan premi yang diperoleh. Adapun dalam jurnal akan diakui sebagai 
berikut:
Dr. Kas/Bank Dana Pengelola xxx
Cr. Kas/Bank Dana Peserta xxx
Kontribusi/premi diukur dengan cara mempertimbangkan segala risiko 
yang ada dan kondisi yang kemungkinan terjadi, menetapkan rate dan 
mengalikan rate atau suku kontribusi dengan nilai objek yang diasuransikan. 
Jika ada perluasan manfaat asuransi (seperti misalnya Tanggung Jawab 
Pihak Ketiga/Third Party Loss, Kecelakaan Pengemudi dan Penumpang, 
Huru-Hara, Terorisme, dan Bencana Alam), maka hasil perhitungan di atas 
akan ditambahkan dengan  nilai  kontribusi untuk suatu perluasan manfaat 
asuransi tersebut.
Contoh pengukuran kontribusi/premi misalnya sebagai berikut:
Objek Asuransi : Mobil Pribadi
Jangka Waktu Pertanggungan : 26 Mei 2014 s/d 26 Mei 2018
Jenis Asuransi : Jasindo Oto Plus
Harga Pertanggungan
Kendaraan Bermotor : Rp 274.300.000,-
TPL : Rp 15.000.000,-
Tarif/Rate Premi
Kendaraan Bermotor : 0,59%
Perluasan : 1,5%
Biaya tambahan yang akan dibebankan kepada peserta:
- Biaya Polis : Rp 20.000,-
- Biaya Materai : Rp 12.000,-
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Perhitungan Kontribusi/Premi asuransi adalah sebagai berikut:
- Tahun 1 : 274.300.000 x 0,59% = 1.618.370,-
- Tahun 2 : 274.300.000 x (100%-15%) x 0,59% = 1.375.614,5
- Tahun 3 : 274.300.000 x (100%-25%) x 0,59% = 1.213.777,5
- Tahun 4 : 274.300.000 x (100%-30%) x 0,59% = 1.132.859,-
- Perluasan TPL untuk 4 tahun : Rp 15.000.000,- x 1,5% x 4 =    900.000,-
    6.240.621,-
Total yang harus dibayar oleh peserta = Kontribusi asuransi + biaya polis
   + biaya materai
= Rp 6.240.621,- + Rp 20.000,- +
   Rp 12.000,-
= Rp 6.272.621,-
Keterangan:
Jasindo Takaful mengaplikasikan faktor depresiasi pada harga 
pertanggungan apabila jangka waktu pertanggungan lebih dari satu tahun
(untuk produk pertanggungan mobil biasanya berlaku untuk produk Jasindo 
Oto dengan spesifikasi Total Loss Only yaitu produk asuransi yang 
menanggung kehilangan mobil atau kerusakan mobil dengan persentase di 
atas 70%). Jika jangka waktu pertanggungan hanya untuk satu tahun, 
perhitungan preminya seperti biasa yaitu mengalikan rate premi dengan 
harga pertangggungan lalu menambahkan tarif premi perluasan dan tidak
ada depresiasi. Dalam kasus pertanggungan untuk satu tahun biasanya rate 
preminya lebih tinggi daripada pertanggungan untuk jangka panjang.
Adapun kebijakan depresiasi tersebut yang ditentukan oleh Jasindo 
Takaful dalam kasus di atas adalah sebagai berikut:
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Tahun 2 : 15 %
Tahun 3 : 25%
Tahun 4 : 30%
Berdasarkan perhitungan di atas, maka jurnal yang akan dibuat oleh 
perusahaan adalah:
Dr. Piutang Premi           Rp 6.272.621,-
Cr. Premi Langsung Kendaraan Bermotor Rp 6.240.621,-
Cr. Pendapatan Polis xx Rp      20.000,-
Cr. Pendapatan Materai Rp      12.000,-
Jurnal yang akan dibuat perusahaan pada saat peserta membayar 
lunas piutang kontribusi/premi adalah:
Dr. Kas/Bank Dana Peserta           Rp 6.272.621,-
Cr. Piutang Premi Rp 6.272.621,-
Jurnal yang akan dibuat perusahaan pada saat mentransfer dari 
kas/bank dana peserta ke kas/bank dana pengelola sebesar pendapatan 
polis dan pendapatan premi yang diperoleh adalah:
Dr. Kas/Bank Dana Pengelola Rp 32.000,-
Cr. Kas/Bank Dana Peserta Rp 32.000,-
2. Ujrah Pengelola
Ujrah pengelola adalah upah/remunerasi untuk perusahaan asuransi 
atas jasa pengelolaan dana tabarru’ sehingga dapat menghasilkan surplus.
Ujrah diakui pada saat tanggal kontrak. Perusahaan perlu mengakui 
ujrah sebanyak 2 kali dalam penjurnalan, yaitu pengakuan pembebanan 
ujrah kepada premi langsung peserta yang harus dibayar dari dana peserta 
kepada perusahaan (beban ujrah dibayar) dan pengakuan pendapatan ujrah 
yang harus diterima oleh perusahaan (ujrah diterima).
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Penjurnalan pembebanan ujrah kepada premi langsung peserta yang 
harus dibayar adalah sebagai berikut:
Dr. Beban Ujrah Dibayar xxx
Cr. Utang Ujrah xxx
Dan penjurnalan pendapatan ujrah yang harus diterima oleh 
perusahaan adalah sebagai berikut:
Dr. Piutang Ujrah xxx
Cr. Ujrah Diterima xxx
Adapun pada saat peserta membayar lunas piutang kontribusi/premi, 
pembayaran utang ujrah kepada perusahaan akan diakui sebagai berikut:
Dr. Utang Ujrah xxx
Cr. Kas/Bank Dana Peserta xxx
Dan penerimaan pelunasan piutang ujrah oleh perusahaan akan diakui 
sebagai berikut:
Dr. Kas/Bank Dana Pengelola xxx
Cr. Piutang Ujrah xxx
Ujrah pengelola diukur berdasarkan persentase tertentu dari kontribusi 
sesuai dengan akad asuransi. Adapun biasanya Jasindo Takaful 
memberlakukan ketentuan persentase ujrah pengelola sebanyak 50% dari 
kontribusi peserta. Jadi, misalnya peserta membayar kontribusi sebesar Rp 
1.000.000,-, maka besaran jumlah ujrah pengelola adalah sebesar Rp 
500.000,- (Rp 1.000.000,- x 50%).
Berdasarkan perhitungan di atas, maka jurnal yang akan dibuat oleh 
perusahaan adalah:
Dr. Beban Ujrah Dibayar Rp 500.000,-
Cr. Utang Ujrah Rp 500.000,-
Dr. Piutang Ujrah Rp 500.000,-
Cr. Ujrah Diterima Rp 500.000,-
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Jurnal yang akan dibuat pada saat peserta telah membayar lunas 
piutang kontribusi/premi dan telah terjadi pembayaran ujrah untuk 
perusahaan dari dana tabarru’ adalah:
Dr. Utang Ujrah Rp 500.000,-
Cr. Kas/Bank Dana Peserta Rp 500.000,-
Dr. Kas/Bank Dana Pengelola Rp 500.000,-
Cr. Piutang Ujrah Rp 500.000,-
3. Kontribusi/Premi Reasuransi
Kontribusi/premi reasuransi adalah biaya yang dibayarkan perusahaan 
asuransi kepada suatu perusahaan reasuransi dalam rangka mensesikan 
sebagian resiko atas akseptasi pertanggungan kepada perusahaan 
reasuransi tersebut.
Kontribusi/premi reasuransi diakui pada saat telah dimulai periode 
kontrak. Kontribusi/premi reasuransi terdiri dari tabarru’ reasuransi dan ujrah 
reasuransi.
Pada Jasindo Takaful, pengakuan kontribusi/premi reasuransi 
diikhtisarkan dalam jurnal sebagai berikut:
Dr. Beban Premi Reasuransi xxx
Cr. Utang Premi Reasuransi xxx
Adapun pada saat perusahaan membayar lunas utang kontribusi/premi 
reasuransi, dalam jurnal akan diakui sebagai berikut: 
Dr. Utang Premi Reasuransi xxx
Cr. Kas/Bank Dana Peserta xxx
Kontribusi/premi reasuransi diukur dari bagian tabarru’ kontribusi yang 
diterima perusahaan dengan mempertimbangkan jumlah risiko yang dapat 
ditanggung dan jumlah risiko yang berada di atas retensi sendiri. Adapun 
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pengaturan kontribusi reasuransi tersebut mengacu pada kontrak perjanjian 
antara perusahaan asuransi dengan perusahaan reasuransi.
Contoh pengukuran kontribusi/premi reasuransi misalnya sebagai 
berikut:
Perusahaan melakukan perjanjian treaty dengan PT Asuransi X Syariah 
40% Own Retention dan 60% Quota Share. Jumlah kontribusi yang diterima 
oleh perusahaan adalah sebesar Rp 60.000.000,-, sedangkan besaran ujrah 
dibayar adalah 50% dari kontribusi. Perhitungan Kontribusi/Premi reasuransi 
adalah sebagai berikut:
Kontribusi/Premi Reasuransi = (kontribusi x persen tabarru’ dari kontribusi) 
x persen Quota Share
= (Rp 60.000.000,- x 50%) x 60%
= Rp 18.000.000,-
Berdasarkan perhitungan di atas, maka jurnal yang akan dibuat oleh 
perusahaan adalah:
Dr. Beban Premi Reasuransi     Rp 18.000.000,-
Cr. Utang Premi Reasuransi          Rp 18.000.000,-
Jurnal yang akan dibuat pada saat perusahaan membayar lunas utang 
kontribusi/premi reasuransi adalah: 
Dr. Utang Premi Reasuransi    Rp 18.000.000,-
Cr. Kas/Bank Dana Peserta        Rp 18.000.000,-
4. Ujrah Reasuransi
Ujrah reasuransi adalah upah/remunerasi yang diterima perusahaan 
reasuransi atas pengelolaan dana tabarru'  peserta pada kegiatan usaha. 
Pembayaran ujrah reasuransi berasal dari dana pemegang saham, bukan 
dari dana tabarru’. Jadi ketika perusahaan mengakui kontribusi/premi
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reasuransi (yang didalamnya sudah termasuk ujrah kepada perusahaan 
reasuransi) dengan uang dari dana peserta, perusahaan perlu membayar 
sejumlah ujrah reasuransi itu dari dana pengelola kepada dana peserta.
Ujrah reasuransi diakui pada saat tanggal kontrak dengan reasuransi. 
Perusahaan perlu mengakui ujrah reasuransi sebanyak 2 kali dalam 
penjurnalan, yaitu pengakuan pembebanan ujrah reasuransi yang harus 
dibayar oleh perusahaan (ujrah reasuransi dibayar) dan pengakuan 
pendapatan ujrah reasuransi yang harus diterima oleh perusahaan.
Penjurnalan pembebanan ujrah reasuransi yang harus dibayar oleh 
perusahaan adalah sebagai berikut:
Dr. Beban Ujrah Reasuransi Dibayar xxx
Cr. Utang Ujrah Reasuransi xxx
Dan penjurnalan pendapatan ujrah yang harus diterima oleh 
perusahaan adalah sebagai berikut:
Dr. Piutang Ujrah Reasuransi xxx
Cr. Ujrah Reasuransi Diterima xxx
Adapun pada saat dilakukan pembayaran utang ujrah reasuransi 
kepada dana peserta maka akan diakui sebagai berikut:
Dr. Utang Ujrah Reasuransi xxx
Cr. Kas/Bank Dana Pengelola xxx
Dan penerimaan pelunasan piutang ujrah reasuransi dengan dana 
pengelola akan diakui sebagai berikut:
Dr. Kas/Bank Dana Peserta xxx
Cr. Piutang Ujrah Reasuransi xxx
Ujrah reasuransi diukur berdasarkan persentase tertentu dari kontribusi
reasuransi sesuai dengan akad yang telah disepakati antara perusahaan 
dengan reasuradur.
Contoh pengukuran ujrah reasuransi misalnya sebagai berikut:
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Perusahaan melakukan perjanjian treaty dengan PT Asuransi ABC 
Syariah 30% Own Retention dan 70% Quota Share. Jumlah kontribusi yang 
diterima oleh perusahaan adalah sebesar Rp 80.000.000,-, sedangkan 
besaran ujrah dibayar adalah 50% dari kontribusi. Adapun berdasarkan 
kontrak antara perusahaan dengan PT Asuransi ABC Syariah, ujrah 
reasuransi ditetapkan sebesar 15% dari tabarru’ reasuransi yang disesikan. 
Perhitungan ujrah reasuransi adalah sebagai berikut:
Ujrah reasuransi = (kontribusi x persen tabarru’ dari kontribusi) x persen
Quota Share x persen ujrah reasuransi
= (Rp 80.000.000,- x 50%) x 70% x 15%
= Rp 4.200.000,-
Berdasarkan perhitungan di atas, maka jurnal yang akan dibuat oleh 
perusahaan adalah:
Dr. Beban Ujrah Reasuransi Dibayar           Rp 4.200.000,-
Cr. Utang Ujrah Reasuransi Rp 4.200.000,-
Dr. Piutang Ujrah Reasuransi           Rp 4.200.000,-
Cr. Ujrah Reasuransi Diterima Rp 4.200.000,-
Jurnal yang akan dibuat pada saat dilakukan pembayaran utang ujrah 
reasuransi kepada dana peserta adalah:
Dr. Utang Ujrah Reasuransi           Rp 4.200.000,-
Cr. Kas/Bank Dana Pengelola Rp 4.200.000,-
Dr. Kas/Bank Dana Peserta           Rp 4.200.000,-
Cr. Piutang Ujrah Reasuransi Rp 4.200.000,-
5. Klaim
Klaim adalah aplikasi oleh peserta untuk memperoleh pertanggungan 
atas kerugiannya yang tersedia berdasarkan perjanjian. Klaim merupakan 
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proses yang mana peserta dapat memperoleh hak-hak berdasarkan 
perjanjian tersebut.
Klaim diakui sebagai beban pada saat timbulnya liabilitas untuk 
memenuhi klaim dari peserta asuransi.
Pada Jasindo Takaful, pengakuan klaim diikhtisarkan dalam jurnal 
sebagai berikut:
Dr. Klaim Langsung xx xxx
Cr. Utang Klaim Langsung xxx
Apabila perusahaan mengadakan perjanjian dengan perusahaan 
reasuransi untuk membagi risiko pertanggungan objek suatu objek, maka 
pembayaran klaim akan dibagi bersama perusahaan reasuransi dengan 
syarat total klaim telah melewati batas retensi perusahaan. Adapun klaim 
yang ditanggung oleh perusahaan reasuransi akan diakui dalam jurnal 
sebagai berikut:
Dr. Piutang Klaim Reasuransi Keluar xx xxx
Cr. Klaim Reasuransi Keluar xx xxx
Adapun pada saat perusahaan membayar lunas utang klaim , dalam 
jurnal akan diakui sebagai berikut: 
Dr. Utang Klaim Langsung xxx
Cr. Kas/Bank Dana Peserta xxx
Apabila perusahaan reasuransi membayar piutang klaim, maka 
perusahaan akan mengakui dalam jurnal sebagai berikut:
Dr. Kas/Bank Dana Peserta xx xxx
Cr. Piutang Klaim Reasuransi Keluar xxx
Klaim diukur berdasarkan besaran kerusakan/kehilangan yang 
menimpa objek yang diasuransikan kemudian dikurangkan dengan besaran 
nominal resiko sendiri/retensi sendiri yang telah ditetapkan perusahaan 
dalam polis peserta. Retensi sendiri maksudnya adalah besaran biaya yang 
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ditanggung oleh peserta sendiri jika terjadi kerusakan/kehilangan atas objek 
yang diasuransikan.
Contoh pengukuran klaim misalnya sebagai berikut:
Pak Pudji mengasuransikan mobilnya pada Jasindo Takaful dengan 
rincian sebagai berikut
Objek Asuransi : Mobil Pribadi
Jangka Waktu Pertanggungan : 11 Maret 2013 s/d 11 Maret 2014
Jenis Asuransi : Comprehensive Cover (Gabungan)
Harga Pertanggungan
Kendaraan Bermotor : Rp 130.000.000,-
TPL : Rp 10.000.000,-
Kecelakaan Diri per Penumpang,
max 3 orang : Rp 7.500.000,-
Kecelakaan Diri  Pengemudi : Rp 7.500.000,-
Risiko Sendiri/Retensi Sendiri Setiap Peristiwa
Kendaraan Bermotor : - PL/CTL = Rp 200.000,-
  - ATL = 5% of sum insured
Keterangan:
PL (Partial Loss) : Kerusakan atau kerugian selain yang
  terdapat pada Total Loss
CTL (Constructive Total Loss) : Kerusakan atau kerugian yang biaya 
perbaikannya diperkirakan sama dengan 
atau lebih dari 75% (tujuh puluh lima 
persen) dari harga sebenarnya kendaraan 
bermotor tersebut bila diperbaiki.
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ATL (Actual Total Loss) : Kerusakan atau kerugian yang 
disebabkan karena hilang atau dicuri dan 
tidak diketemukan dalam waktu 60 (enam 
puluh) hari sejak terjadinya pencurian atas 
kendaraan bermotor yang 
dipertanggungkan tersebut.
Pada tanggal 1 Oktober 2013, mobil Pak Pudji ditabrak oleh mobil lain 
sehingga mengakibatkan kerusakan pada bumper belakang dan lampu kiri 
belakang mobilnya.  Pak Pudji lalu datang ke Jasindo Takaful untuk
melaporkan kerusakan mobil yang diasuransikannya. Setelah bagian klaim 
melakukan pemeriksaan dokumen-dokumen dan laporan serta dilakukan 
survey terhadap mobil yang rusak, lalu dibuatkan Surat Perintah Kerja 
kepada bengkel rekanan yang ditunjuk. Pihak bengkel lalu memeriksa 
kerusakan dan menyerahkan estimasi biaya perbaikan. Adapun estimasi 
biaya yang dikeluarkan untuk perbaikan mobil Pak Pudji adalah:
Perincian Perbaikan, Pengecatan, Penggantian:
Bumper Belakang : Rp 250.000,-
Lampu Belakang Kiri : Rp 300.000,-
  Total : Rp 550.000,-
Perhitungan biaya klaim yang harus dikeluarkan perusahaan adalah 
sebagai berikut:
Biaya Klaim = Total biaya perbaikan – retensi sendiri
=  Rp 550.000,- − Rp 200.000,-
= Rp 350.000,-
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Berdasarkan perhitungan di atas, maka jurnal yang akan dibuat oleh 
perusahaan adalah:
Dr. Klaim Langsung Kendaraan Bermotor Rp 350.000,-
Cr. Utang Klaim Langsung Rp 350.000,-
Jurnal yang akan dibuat pada saat perusahaan membayar lunas utang 
klaim adalah: 
Dr. Utang Klaim Langsung Rp 350.000,-
Cr. Kas/Bank Dana Peserta Rp 350.000,-
6. Investasi Dana Tabarru’
Perusahaan asuransi umum syariah biasanya menginvestasikan bagian 
dari dana tabarru’ pada suatu portofolio investasi yang syar’i dalam rangka 
menambah nilai dana tabarru’. Jasindo Takaful selama ini secara rutin 
menginvestasikan bagian dari dana tabarru’ yang tidak disimpan atau 
digunakan untuk membayar klaim dan biaya lain-lain. Bentuk investasi yang 
dilakukan oleh Jasindo Takaful terhadap dana tabarru’ biasanya berupa 
deposito dan obligasi syariah (sukuk).
Investasi diakui pada tanggal resmi penanaman dana pada suatu 
portofolio investasi. Sedangkan hasil investasi nantinya (dalam hal ini bagi 
hasil deposito berjangka dan sukuk) diakui atas dasar proporsi waktu dan 
bagi hasil yang berlaku. Adapun dalam pengukuran investasi sukuk, 
perusahaan menerapkan PSAK No. 110 “Akuntansi Sukuk” dan 
mengklasifikasikan sukuk dalam “diukur pada nilai wajar.”
Pada Jasindo Takaful, pengakuan investasi atas dana tabarru’ 
diikhtisarkan dalam jurnal sebagai berikut:
Dr. Deposito/Surat Berharga Obligasi xxx
Cr. Kas/Bank Dana Peserta xxx
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Adapun pada saat telah ada hasil investasi, perusahaan membuat 
jurnal sebagai berikut: 
Dr. Kas/Bank Dana Peserta xxx
Cr. Bagi Hasil Deposito/Hasil Obligasi xxx
Perusahaan juga mendapatkan pendapatan dari pengelolaan investasi  
dana tabarru’ atau diistilahkan bagi hasil atas hasil investasi dana tabarru’. 
Pada klausul asuransi biasanya telah ditentukan bahwa hasil investasi dana 
tabarru’ akan diberikan sesuai nisbah bagi hasil antara dana tabarru’ (para 
peserta) dan pengelola (perusahaan). Adapun perusahaan akan mengakui
alokasi hasil investasi dana tabarru’ ini dalam jurnal sebagai berikut:
Dr. Beban Pengelolaan Portofolio Investasi Dana Peserta xxx
Cr. Utang Pengelolaan Portofolio Investasi Dana Peserta xxx
Dr. Piutang Pengelolaan Portofolio Investasi Dana Peserta xxx
Cr. Pendapatan Pengelolaan Portofolio Investasi 
Dana Peserta xxx
Pada saat perusahaan menerima bagi hasil investasi dana tabarru,
maka akan diakui dalam jurnal sebagai berikut:
Dr. Utang Pengelolaan Portofolio Investasi Dana Peserta xxx
Cr. Kas/Bank Dana Peserta xxx
Dr. Kas/Bank Dana Pengelola xxx
Cr. Piutang Pengelolaan Portofolio Investasi Dana Peserta xxx
Investasi diukur sesuai dengan perjanjian penanaman investasi pada 
suatu portofolio investasi yang telah dilakukan. Sedangkan hasil investasi 
diukur sesuai dengan nisbah bagi hasil deposito atau besaran kupon 
obligasi (dalam hal ini kupon sukuk).
Contoh pengukuran investasi dana tabarru’ misalnya sebagai berikut:
Perusahaan menginvestasikan dananya dalam bentuk deposito pada 
PT Bank Syariah A. Rincian mengenai investasi yang dilakukan adalah 
sebagai berikut:
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Investasi : Deposito (pada PT Bank Syariah A)
Nisbah bagi hasil : 50%
Periode Investasi : 1 April 2013 – 31 April 2013
Nominal Investasi : Rp 200.000.000,-
Perusahaan mencatat nilai investasi sesuai dengan nominal investasi 
yang telah disetujui dalam persetujuan investasi seperti di atas.
Pada saat deposito tersebut telah jatuh tempo, PT Bank Syariah A 
melakukan pembayaran bagi hasil kepada perusahaan atas hasil dari 
deposito yakni sebanyak 50% dari hasil deposito yang ada. Misalnya hasil 
dari dana deposito itu adalah sebanyak Rp 1.678.000,-, maka bagi hasil
yang dibagikan bank syariah untuk perusahaan adalah 50% dari hasil 
tersebut yakni sebesar Rp 839.000,- maka perusahaan mencatat nilai 
investasi sesuai dengan bagi hasil investasi yang telah diperoleh tersebut, 
yakni sebesar Rp 839.000,-.
Adapun bagi hasil investasi dana tabarru’ kepada perusahaan diukur 
sesuai dengan nisbah bagi hasil antara dana tabarru’ dan pengelola. Pada 
tahun 2013, perusahaan memberlakukan nisbah bagi hasil investasi dana 
tabarru’ sebesar 50% untuk dana tabarru’ dan 50% untuk pengelola. Jadi 
misalnya total hasil investasi dana tabarru’ adalah sebesar Rp 
2.000.000.000, maka bagi hasil investasi dana tabarru’ kepada perusahaan 
adalah sebesar Rp 1.000.000.000,- (Rp 2.000.000.000,- x 50%).
Berdasarkan perhitungan di atas, maka jurnal yang akan dibuat oleh 
perusahaan adalah:
Dr. Deposito Rp 200.000.000,-
Cr. Kas/Bank Dana Peserta        Rp 200.000.000,-
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Jurnal yang akan dibuat perusahaan pada saat telah ada hasil investasi
adalah: 
Dr. Kas/Bank Dana Peserta Rp 200.000.000,-
Cr. Bagi Hasil Deposito        Rp 200.000.000,-
Jurnal yang akan dibuat pada saat perusahaan mengakui alokasi hasil 
investasi dana tabarru’ adalah:
Dr. Beban Pengelolaan Portofolio 
      Investasi Dana Peserta Rp 100.000.000,-
Cr. Utang Pengelolaan Portofolio
      Investasi Dana Peserta        Rp 100.000.000,-
Dr. Piutang Pengelolaan Portofolio 
      Investasi Dana Peserta Rp 100.000.000,-
Cr. Pendapatan Pengelolaan Portofolio
     Investasi Dana Peserta        Rp 100.000.000,-
Jurnal yang akan dibuat pada saat perusahaan menerima bagi hasil 
investasi dana tabarru adalah:
Dr. Utang Pengelolaan Portofolio
Investasi Dana Peserta Rp 100.000.000,-
Cr. Kas/Bank Dana Peserta        Rp 100.000.000,-
Dr. Kas/Bank Dana Pengelola Rp 100.000.000,-
Cr. Piutang Pengelolaan Portofolio 
      Investasi Dana Peserta        Rp 100.000.000,-
7. Investasi Dana Ujrah
Perusahaan asuransi syariah biasanya menginvestasikan bagian dari 
dana ujrah pada suatu portofolio investasi yang syar’i dalam rangka 
menambah dana perusahaan. Jasindo Takaful biasanya secara rutin 
menginvestasikan bagian dari dana ujrah. Investasi dana ujrah yang 
dilakukan oleh Jasindo Takaful biasanya berupa deposito syariah, obligasi
syariah (sukuk), dan unit penyertaan reksadana syariah.
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Investasi diakui pada tanggal resmi penanaman dana pada suatu 
portofolio investasi. Sedangkan hasil investasi nantinya (dalam hal ini bagi 
hasil deposito berjangka, sukuk, dan reksadana syariah) diakui atas dasar 
proporsi waktu dan bagi hasil yang berlaku. Adapun dalam pengukuran 
investasi sukuk, perusahaan menerapkan PSAK No. 110 “Akuntansi Sukuk” 
dan mengklasifikasikan sukuk dalam “diukur pada nilai wajar.”
Pada Jasindo Takaful, pengakuan investasi atas dana ujrah
diikhtisarkan dalam jurnal sebagai berikut:
Dr. Deposito/Surat Berharga Obligasi/Unit 
Penyertaan Reksadana xxx
Cr. Kas/Bank Dana Pengelola xxx
Adapun pada saat ada hasil investasi, perusahaan mengakuinya dalam
jurnal sebagai berikut: 
Dr. Kas/Bank Dana Pengelola xxx
Cr. Bagi Hasil Deposito/Hasil Obligasi/Hasil Reksadana xxx
Pada akhir tahun, perusahaan juga mengakui akrual dari hasil investasi. 
Adapun perusahaan mengakuinya dalam jurnal sebagai berikut: 
Dr. Piutang Bagi Hasil Deposito/Hasil Obligasi/Hasil
      Reksadana xxx
Cr. Bagi Hasil Deposito/Hasil Obligasi/Hasil
      Reksadana xxx
Pada akhir tahun biasanya perusahaan mengakui keuntungan/kerugian 
atas investasi yang belum direalisasi dengan cara mengurangkan biaya 
perolehan investasi dengan nilai wajar investasi. Adapun pengakuan 
tersebut diikhtisarkan dalam jurnal sebagai berikut:
Dr. Surat Berharga Obligasi/Unit Penyertaan Reksadana xxx
Cr. Laba Kenaikan Nilai Wajar yang Belum Direalisasi atas 
      Obligasi/Reksadana xxx
atau 
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Dr. Rugi Penurunan Nilai Wajar yang Belum Direalisasi atas 
      Obligasi/Reksadana xxx
Cr. Surat Berharga Obligasi/Unit Penyertaan Reksadana xxx
Investasi diukur sesuai dengan perjanjian penanaman investasi pada 
suatu portofolio investasi yang telah dilakukan. Sedangkan hasil investasi 
diukur sesuai dengan nisbah bagi hasil deposito atau besaran kupon 
obligasi (dalam hal ini kupon sukuk) ataupun berdasarkan hasil capital gain 
dari unit reksadana syariah. Untuk sukuk dan unit reksadana, perusahaan 
menerapkan pengukuran pada nilai wajar setiap akhir tahunnya.
Nilai wajar instrumen keuangan yang diperdagangkan di pasar aktif 
pada tanggal laporan posisi keuangan adalah berdasarkan kuotasi harga 
pasar atau harga kuotasi penjual/dealer (bid price untuk posisi beli  dan ask 
price untuk posisi jual) , tanpa memperhitungkan biaya transaksi. Apabila bid 
price dan ask price yang terkini tidak tersedia, maka harga transaksi terakhir 
yang digunakan untuk mencerminkan bukti nilai wajar terkini, sepanjang 
tidak terdapat perubahan signifikan dalam perekonomian sejak terjadinya 
transaksi. Untuk seluruh instrumen keuangan yang tidak terdaftar pada 
suatu pasar aktif, kecuali investasi pada instrumen ekuitas yang tidak 
memiliki kuotasi harga, maka nilai wajar ditentukan menggunakan teknik 
penilaian. Teknik penilaian meliputi teknik nilai kini (net present value), 
perbandingan terhadap instrumen sejenis yang memiliki harga pasar yang 
dapat diobservasi, model harga opsi (options pricing models), dan model 
penilaian lainnya. Dalam hal nilai wajar tidak dapat ditentukan dengan andal 
menggunakan teknik penilaian, maka investasi pada instrumen ekuitas yang 
tidak memiliki kuotasi harga dinyatakan pada biaya perolehan setelah 
dikurangi penurunan nilai.
Contoh pengukuran investasi dana ujrah misalnya sebagai berikut:
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Perusahaan membeli Sukuk Ritel Negara Seri xx (dengan 
menggunakan bagian dari dana ujrah) sebesar Rp 1.000.000.000,- di pasar 
perdana pada tanggal 2 Februari 2013 dengan imbalan 8.00% per tahun. 
Tanggal jatuh tempo adalah pada 2 Februari 2016. (3 tahun/36 bulan).
Perusahaan mencatat nilai investasi sesuai dengan nominal investasi 
yang telah disetujui dalam persetujuan investasi seperti di atas.
Pada akhir tahun 2013, tercatat perusahaan menerima hasil sukuk 
sebanyak 9 kali setiap tanggal 2 per bulan (Maret-Desember). Maka 
perhitungan hasil sukuk termasuk akrual hasil sukuk adalah sebagai berikut:
Imbalan 9 bulan (sebelum PPH 15%) : 8% x 9/12 x Rp 1.000.000.000,-
: Rp 60.000.000,-
Imbalan 9 bulan (setelah PPH 15%) : Rp 60.000.000,- − (Rp 60.000.000,-
  x 15%)
: Rp 51.000.000,-
Akrual imbalan 3-31 Desember 2013
(sebelum PPH 15%) : 29/31x 8% x 1/12 x
  Rp 1.000.000.000,-
: Rp 6.236.559,14
Akrual imbalan 3-31 Desember 2013
(setelah PPH 15%) : Rp 6.236.559,14 −
  (Rp 6.236.559,14 x 15%)
: Rp 5.488.172.04
Penilaian Keuntungan/Kerugian yang belum direalisasi:
- Biaya Perolehan Sukuk : Rp 1.000.000.000,-
- Nilai Wajar (mengacu pada harga
pasar untuk sukuk seri yang sama
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pada akhir tahun 2013) : 102% x biaya perolehan
: 102% x Rp 1.000.000.000,-
: Rp 1.020.000.000,-
- Keuntungan yang belum direalisasi
(sebelum PPH 15%) : Rp 1.020.000.000,- −
  Rp 1.000.000.000,-
: Rp 20.000.000,-
- Keuntungan yang belum direalisasi
(setelah PPH 15%) : Rp 20.000.000,- −
  (Rp 20.000.000,- x 15%)
: Rp 17.000.000,-
Pengukuran Hasil Investasi Sukuk 
pada Akhir Tahun 2013 : Imbalan yang telah diterima +
  akrual imbalan + keuntungan
  (kerugian) yang belum direalisasi
: Rp 51.000.000,- + Rp 5.488.172.04
  + Rp 17.000.000,-
: Rp 73.488.172,04
Nilai Investasi Sukuk pada Akhir
Tahun 2013 : Rp 1.020.000.000,- (nilai wajar)
Berdasarkan perhitungan di atas, maka jurnal yang akan dibuat oleh 
perusahaan adalah:
Dr. Surat Berharga Obligasi       Rp 1.000.000.000,-
Cr. Kas/Bank Dana Pengelola     Rp 1.000.000.000,-
Jurnal yang akan dibuat pada saat ada hasil investasi adalah
Dr. Kas/Bank Dana Pengelola     Rp 51.000.000,-
Cr. Hasil Obligasi          Rp 51.000.000,-
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Jurnal yang akan dibuat perusahaan pada akhir tahun untuk mengakui 
akrual dari hasil investasi adalah:
Dr. Piutang Hasil Obligasi     Rp 5.488.172.04
Cr. Hasil Obligasi          Rp 5.488.172.04
Jurnal yang akan dibuat perusahaan pada akhir tahun untuk mengakui 
keuntungan/kerugian atas investasi yang belum direalisasi adalah:
Dr. Surat Berharga Obligasi     Rp 17.000.000,-
Cr. Laba Kenaikan Nilai Wajar yang 
      Belum Direalisasi atas Obligasi          Rp 17.000.000,-
8. Bagi Hasil Surplus Underwriting Dana Tabarru’
Bagi hasil surplus underwriting dana tabarru’ adalah distribusi hasil 
pengelolaan operasional asuransi selama periode tertentu. Jasindo Takaful 
senantiasa mengalokasikan hasil dari surplus underwriting dana tabarru’, 
jika memungkinkan, kepada cadangan dana tabarru’, peserta, dan 
pengelola. Alokasi bagi hasil diakui pada setiap akhir tahun setelah surplus 
(defisit) underwriting dana tabarru’ telah dihitung. Pada akhir periode polis 
apabila terdapat surplus underwriting dana tabarru’ yang dihitung 
berdasarkan kekayaan/aktiva dalam bentuk kas (cash basis), maka hasilnya 
akan dialokasikan ke dalam cadangan dana tabarru’, peserta, dan atau 
pengelola dengan proposi alokasi sebanyak 10% untuk cadangan dana 
tabarru’, 40% untuk peserta, dan 50% untuk pengelola.
Pada Jasindo Takaful, setelah pendapatan dan beban asuransi ditutup, 
perusahaan akan mengakui surplus defisit underwriting dana tabarru’. 
Pengakuan surplus defisit underwriting dana tabarru’ diikhtisarkan dalam 
jurnal sebagai berikut:
Dr. Ikhtisar Laba Rugi Dana Peserta xxx
Cr. Surplus Operasi xxx
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Kemudian pengakuan alokasi bagi hasil surplus underwriting dana 
tabarru’ untuk peserta akan diikhtisarkan dalam jurnal sebagai berikut:
Dr. Surplus Operasi xxx
Cr. Bagian Peserta atas Surplus yang Masih Harus Dibayar xxx
Pada saat perusahaan mentransfer pembagian surplus kepada peserta 
yang berhak (yaitu yang melunasi kontribusi, tidak membatalkan polis dan 
tidak pernah mengajukan klaim) yang periode polisnya telah berakhir, maka 
akan diakui dalam jurnal sebagai berikut:
Dr. Bagian Peserta atas Surplus yang Masih Harus Dibayar xxx
Cr. Kas/Bank Dana Peserta xxx
Adapun pengakuan alokasi bagi hasil surplus underwriting dana tabarru’ 
untuk pengelola akan diikhtisarkan dalam jurnal sebagai berikut:
Dr. Surplus Operasi xxx
Cr. Utang Surplus Operasi xxx
Dr. Piutang Alokasi Surplus xxx
Cr. Alokasi Surplus xxx
Pada saat perusahaan mentransfer pembagian surplus kepada dana 
pengelola, maka akan diakui dalam jurnal sebagai berikut:
Dr. Utang Surplus Operasi xxx
Cr. Kas/Bank Dana Peserta xxx
Dr. Kas/Bank Dana Pengelola xxx
Cr. Piutang Alokasi Surplus xxx
Sementara pengakuan alokasi bagi hasil surplus underwriting dana 
tabarru’ untuk cadangan dana tabarru’ akan diikhtisarkan dalam jurnal 
sebagai berikut:
Dr. Surplus Operasi xxx
Cr. Ekuitas Dana Peserta xxx
Bagi hasil surplus underwriting dana tabarru’ diukur berdasarkan 
proposi alokasi surplus underwriting dana tabarru’ yang telah ditentukan oleh 
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perusahaan. Proporsi alokasi yang ditentukan oleh Jasindo Takaful pada 
tahun 2012 dan tahun 2013 adalah sebanyak 10% untuk cadangan dana 
tabarru’, 40% untuk peserta, dan 50% untuk pengelola.
Jadi, misalnya surplus underwriting dana tabarru’ untuk tahun 2013 
adalah sebesar Rp 60.000.000.000,-, dan bagi hasil investasi dana tabarru’ 
yang telah dibagi untuk perusahaan adalah sebesar Rp 1.000.000.000,-, 
maka surplus underwriting dana tabarru’ sebelum adanya pembagian hasil 
investasi dana tabarru’ (Rp 61.000.000,-) akan menjadi dasar perhitungan 
dari alokasi bagi hasil surplus underwriting dana tabarru’. Dan bagi hasil 
investasi dana tabarru’ yang telah dibagikan untuk perusahaan akan 
otomatis mengurangi angka alokasi bagi hasil surplus untuk pengelola 
(perusahaan). Maka alokasi pembagian surplus underwriting dana tabarru’ 
adalah sebagai berikut:
- Ke Pengelola : [(Rp 60.000.000.000,- + Rp 1.000.000.000,-)
  x 50%] – Rp 1.000.000.000,-
: Rp 29.500.000.000,-
- Ke Peserta : (Rp 60.000.000.000,- + Rp 1.000.000.000,-)
  x 40%
: Rp 24.400.000.000,-
- Ke Dana Tabarru’
(Cadangan) : (Rp 60.000.000.000,- + Rp 1.000.000.000,-)
  x 10%
: Rp 6.100.000.000,-
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Berdasarkan perhitungan di atas, maka jurnal yang akan dibuat oleh 
perusahaan adalah:
Dr. Ikhtisar Laba Rugi Dana 
      Peserta     Rp 60.000.000.000,-
Cr. Surplus Operasi   Rp 60.000.000.000,-
Jurnal yang akan dibuat untuk mengakui alokasi bagi hasil surplus 
underwriting dana tabarru’ untuk peserta adalah:
Dr. Surplus Operasi Rp 24.400.000.000,-
Cr. Bagian Peserta atas Surplus
      yang Masih Harus Dibayar Rp 24.400.000.000,-
Jurnal yang akan dibuat pada saat perusahaan mentransfer pembagian 
surplus kepada peserta yang berhak, yang periode polisnya telah berakhir, 
adalah:
Dr. Bagian Peserta atas Surplus
      yang Masih Harus Dibayar Rp 24.400.000.000,-
Cr. Kas/Bank Dana Peserta Rp 24.400.000.000,-
Jurnal yang akan dibuat untuk mengakui alokasi bagi hasil surplus 
underwriting dana tabarru’ untuk pengelola adalah:
Dr. Surplus Operasi   Rp 29.500.000.000,-
Cr. Utang Surplus Operasi   Rp 29.500.000.000,-
Dr. Piutang Alokasi Surplus   Rp 29.500.000.000,-
Cr. Alokasi Surplus   Rp 29.500.000.000,-
Jurnal yang akan dibuat pada saat perusahaan mentransfer pembagian 
surplus kepada dana pengelola adalah:
Dr. Utang Surplus Operasi   Rp 29.500.000.000,-
Cr. Kas/Bank Dana Peserta   Rp 29.500.000.000,-
Dr. Kas/Bank Dana Pengelola   Rp 29.500.000.000,-
Cr. Piutang Alokasi Surplus   Rp 29.500.000.000,-
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Jurnal yang akan dibuat untuk mengakui alokasi bagi hasil surplus 
underwriting dana tabarru’ untuk cadangan dana tabarru’ adalah:
Dr. Surplus Operasi       Rp 6.100.000.000,-
Cr. Ekuitas Dana Peserta     Rp 6.100.000.000,-
9. Perubahan Kontribusi yang Belum Menjadi Hak
Kontribusi yang belum menjadi hak adalah bagian kontribusi yang 
diterima oleh entitas pengelola untuk periode yang belum berjalan. 
Perubahan kontribusi yang belum menjadi hak adalah selisih antara saldo 
kontribusi yang belum merupakan pendapatan tahun berjalan dan tahun lalu. 
Pada saat akhir tahun/periode pelaporan, perusahaan mengakui 
perubahan kontribusi yang belum menjadi hak yang dirinci berdasarkan jenis 
produk asuransi. Perusahaan akan mengakui perubahan kontribusi yang 
belum menjadi hak dalam jurnal sebagai berikut:
Dr. Cadangan Premi xx (awal tahun) xxx
Cr. Beban Cadangan Premi xx (awal tahun) xxx
Dr. Beban Cadangan Premi xx (akhir tahun) xxx
Cr. Cadangan Premi xx (akhir tahun) xxx
Pengukuran kontribusi yang belum menjadi hak adalah antara lain: 
1. Penyisihan kontribusi yang belum menjadi pendapatan atau hak untuk 
produk-produk yang berjangka waktu sampai dengan satu (1) tahun atau 
berjangka waktu lebih dari satu (1) tahun yang syarat dan kondisi 
polisnya dapat dinegosiasikan kembali pada setiap ulang tahun polis
wajib dihitung berdasarkan kontribusi neto sesuai dengan proporsi 
jumlah hari sesuai dengan proporsi jumlah hari sampai dengan polis 
berakhir (proporsional harian).
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2. Pembentukan penyisihan kontribusi yang belum menjadi pendapatan 
atau hak untuk polis kumpulan yang tidak diketahui rincian berlakunya 
pertanggungan untuk setiap anggota perkumpulan dapat dihitung 
berdasarkan kontribusi neto sesuai dengan proporsi jumlah bulan 
sampai dengan polis berakhir (proporsional bulanan).
Pengukuran perubahan kontribusi yang belum menjadi hak adalah 
dengan cara mengurangkan kontribusi yang belum menjadi hak pada tahun 
berjalan dengan kontribusi yang belum menjadi hak pada tahun lalu.
Contoh pengukuran perubahan kontribusi yang belum menjadi hak  dan 
misalnya sebagai berikut:
Diketahui pada akhir tahun 2012, kontribusi yang belum menjadi hak 
adalah sebesar Rp 5.304.641,- (hanya dari asuransi kendaraan bermotor). 
Pada tahun 2013, perusahaan tercatat memiliki 3 kontrak dengan peserta 
asuransi yang masih berjalan:
1. Kontrak asuransi kebakaran dengan PT A dengan rincian:
Kontribusi : Rp 3.450.000,-
Masa Pertanggungan : 15 Maret 2013 – 15 Maret 2014
2. Kontrak asuransi kendaraan bermotor dengan Pak Rezky dengan 
rincian:
Kontribusi : Rp 6.240.000,-
Masa Pertanggungan : 26 Mei 2012 – 26 Mei 2016
3. Kontrak asuransi rangka kapal dengan PT Y dengan rincian:
Kontribusi : Rp 50.000.000,-
Masa Pertanggungan : 15 Oktober 2013 – 15 Oktober 2014
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Perhitungan kontribusi yang belum menjadi hak yaitu:
1. Asuransi Kebakaran : Rp 3.450.000,- x (31+28+15)
365
: Rp 699.452,-
2. Asuransi Kendaraan Bermotor : Rp 6.240.000,-
x (365+365+31+29+31+30+26)
            (365+365+365+366)
: Rp 3.745.708,-
3. Asuransi Rangka Kapal : Rp 50.000.000,-
  x (31+28+31+30+31+30+31+31+30+15)
                                 365
: Rp 39.452.055,-
Kontribusi yang belum menjadi hak : Rp 699.452,- + Rp 3.745.708,-
              + 39.452.055
: Rp 43.897.215,-
Perubahan  Kontribusi yang belum menjadi hak: Rp 43.897.215,-
       - Rp 5.304.641,-
    : Rp 38.592.574,-
Berdasarkan perhitungan di atas, maka jurnal yang akan dibuat oleh 
perusahaan adalah:
Dr. Cadangan Premi Kendaraan Bermotor   Rp 5.304.641,-
Cr. Beban Cadangan Premi Kendaraan 
      Bermotor      Rp 5.304.641,-
Dr. Beban Cadangan Premi Fire      Rp      699.452,-
Dr. Beban Cadangan Premi Kendaraan
      Bermotor      Rp   3.745.708,-
Dr. Beban Cadangan Premi Marine Hull  Rp 39.452.055,-
Cr. Cadangan Premi Fire          Rp    699.452,-
Cr. Cadangan Premi Kendaraan Bermotor          Rp   3.745.708,-
Cr. Cadangan Premi Marine Hull          Rp 39.452.055,-
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10. Penyisihan Teknis
Penyisihan teknis adalah penyisihan kontribusi, klaim yang masih dalam 
proses, dan klaim yang terjadi tetapi belum dilaporkan. Penyisihan kontribusi 
adalah jumlah untuk memenuhi klaim yang terkait dengan kontribusi yang 
timbul pada periode berjalan atau periode mendatang. Menurut Peraturan 
Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.010/2011 pada tanggal 12 Januari 2011, 
yang juga diikuti oleh perusahaan, penyisihan kontribusi yang dimaksud 
adalah penyisihan kontribusi untuk produk-produk yang berjangka waktu 
lebih dari satu (1) tahun yang syarat dan kondisi polisnya tidak dapat 
dinegosiasikan kembali pada setiap ulang tahun polis. Sementara klaim 
yang masih dalam proses adalah jumlah penyisihan atas ekspektasi klaim 
yang terjadi dan dilaporkan sampai dengan akhir periode berjalan yang akan 
dibayar pada periode mendatang. Penyisihan tersebut termasuk beban 
penanganan dikurangi beban klaim yang menjadi kewajiban reasuransi. 
Adapun klaim yang terjadi tetapi belum dilaporkan adalah jumlah penyisihan 
atas klaim yang sudah terjadi tetapi tidak dilaporkan sampai dengan akhir
periode berjalan. Penyisihan tersebut termasuk beban penanganan 
dikurangi beban klaim yang menjadi kewajiban reasuransi. 
Jasindo Takaful mengakui penyisihan teknis pada setiap akhir tahun 
atau akhir periode pelaporan berdasarkan jenis produk asuransi. Adapun 
pengakuan penyisihan teknis yang ada dan dilakukan oleh perusahaan pada 
tahun 2012 dan tahun 2013 adalah pengakuan klaim yang sudah terjadi 
namun belum dilaporkan. Perusahaan akan mengakui perubahan cadangan 
teknis (dalam hal ini perubahan klaim yang sudah terjadi namun belum 
dilaporkan) dalam jurnal sebagai berikut:
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Dr. Cadangan Teknis Klaim xx (awal tahun) xxx
Cr. Beban Cadangan Teknis Klaim xx (awal tahun) xxx
Dr. Beban Cadangan Teknis Klaim xx (akhir tahun) xxx
Cr. Cadangan Teknis Klaim xx (akhir tahun) xxx
Pengukuran (penghitungan) penyisihan teknis adalah:
1. Penyisihan kontribusi untuk produk-produk yang berjangka waktu lebih 
dari satu (1) tahun yang syarat dan kondisi polisnya tidak dapat 
dinegosiasikan kembali pada setiap ulang tahun polis, wajib 
memperhitungkan seluruh penerimaan dan pengeluaran yang dapat 
terjadi di masa yang akan datang dengan menggunakan asumsi estimasi 
sentral ditambah dengan marjin resiko.
2. Jumlah klaim dalam proses penyelesaian (klaim dalam proses) dihitung 
berdasarkan estimasi kerugian retensi sendiri dari klaim yang pada 
tanggal laporan posisi keuangan masih dalam proses penyelesaian, 
termasuk klaim yang telah terjadi namun belum dilaporkan. 
Pengukuran (penghitungan) penyisihan teknis tidak dilakukan oleh 
bagian akuntansi ataupun teknik Jasindo Takaful, melainkan oleh aktuaris. 
Perusahaan menggunakan aktuaris untuk menghitung jumlah penyisihan 
teknis setiap tahunnya.
11. Surplus Operasi Reasuransi
Surplus operasi reasuransi merupakan pendapatan surplus operasi 
yang diterima oleh asuransi pada akhir perjanjian treaty sekiranya pada 
pihak reasuransi terjadi surplus dan bagian kontribusi reasuransi dari pihak
asuransi juga terjadi positif.
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Surplus operasi reasuransi diakui pada saat diterimanya nota surplus 
dari pihak reasuradur. Pihak perusahaan mengakui surplus operasi 
reasuransi dalam jurnal sebagai berikut:
Dr. Piutang Surplus Operasi Reasuransi xxx
Cr. Surplus Operasi Reasuransi xxx
Adapun pada saat perusahaan menerima pembayaran dari reasuransi, 
dalam jurnal akan diakui sebagai berikut: 
Dr. Kas/Bank Dana Peserta xxx
Cr. Piutang Surplus Operasi Reasuransi xxx
Adapun pengukuran surplus operasi reasuransi adalah berdasarkan 
total surplus operasi reasuransi yang dibagi sesuai dengan nisbah bagi hasil 
yang ditetapkan kepada perusahaan dalam kontrak perjanjian treaty. 
12. Qardh
Qardh atau pinjaman defisit adalah pinjaman dana dari dana pengelola 
kepada dana peserta untuk menutup defisit underwriting dana tabarru’. 
Perusahaan mengakui qardh pada saat manajemen menyalurkan dana 
pinjaman kepada dana peserta dikarenakan terjadinya defisit underwriting 
dana tabarru’.
Pinjaman qardh diukur berdasarkan besarnya kekurangan dana peserta 
untuk menutupi klaim yang ada dan atau sesuai dengan ketentuan yang 
berlaku. 
13. Beban Komisi
Beban komisi adalah pengeluaran dari dana pengelola untuk membayar 
komisi kepada marketing individu/pialang asuransi sehubungan dengan 
pemasaran asuransi yang telah dilakukannya.
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Perusahaan mengakui beban komisi pada saat terjadinya penutupan 
asuransi yang mana asuransi tersebut telah dipasarkan oleh marketing 
individu/pialang asuransi. Pengakuan beban komisi yang dirinci berdasarkan 
jenis produk asuransi diikhtisarkan dalam jurnal sebagai berikut:
Dr. Komisi Langsung xx xxx
Cr. Utang Komisi Langsung Individu/Agen/Broker xxx
Adapun pada saat perusahaan membayar komisi, maka dalam jurnal 
akan diakui sebagai berikut:
Dr. Utang Komisi Langsung Individu/Agen/Broker xxx
Cr. Kas/Bank Dana Pengelola xxx
Beban komisi diukur berdasarkan persentase dari kontribusi suatu polis  
asuransi yang telah ditentukan oleh perusahaan sebagai komisi untuk pihak 
yang memasarkan polis asuransi tersebut. Persentase dari kontribusi yang 
diperuntukkan komisi marketing biasanya berkisar antara 5-30%. 
Pembayaran beban komisi ini berasal dari dana perusahaan sendiri.
Contoh pengukuran beban komisi adalah sebagai berikut:
Seorang agen asuransi memasarkan asuransi kendaraan bermotor. 
Rincian kontribusi polis yang dipasarkan dan persentase komisi agen adalah 
sebagai berikut:
Kontribusi : Rp 6.240.621,-
Persentase Komisi Agen: 28,05%
Perhitungan komisi agen tersebut adalah sebagai berikut:
Komisi Agen : 28,05% x Rp 6.240.621,-
: Rp 1.750.494,19
Berdasarkan perhitungan di atas, maka jurnal yang akan dibuat oleh 
perusahaan adalah:
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Dr. Komisi Langsung Kendaraan 
      Bermotor   Rp 1.750.494,19
Cr. Utang Komisi Langsung Agen         Rp 1.750.494,19
Jurnal yang akan dibuat pada saat perusahaan membayar komisi 
adalah:
Dr. Utang Komisi Langsung Agen   Rp 1.750.494,19
Cr. Kas/Bank Dana Pengelola         Rp 1.750.494,19
14. Beban Usaha
Beban usaha adalah penurunan aset perusahaan atau penambahan 
liabilitas perusahaan sehubungan dengan aktivititas perusahaan (yang tidak 
berasal dari penanaman modal) dalam rangka menjalankan usahanya. Pada 
Jasindo Takaful, beban usaha terdiri atas beban administrasi dan umum, 
(seperti beban gaji, tunjangan kesejahteraan, iuran asuransi kesehatan, 
pengembangan SDM, PPH pasal 21 sehubungan gaji pegawai, pembinaan 
jasmani dan rohani, biaya administrasi bank, beban perawatan dan 
pengelolaan inventaris, beban perlengkapan, beban sewa, beban air, beban 
listrik, beban gas, beban telepon, beban pengiriman barang cetakan, beban 
penyusutan, dan lain-lain), beban pemasaran, dan beban pengembangan.
Perusahaan mengakui beban usaha pada saat terjadinya beban 
tersebut (akrual) yaitu pada saat liabilitas perusahaan timbul atau pada saat 
aset perusahaan menurun sehubungan dengan kebutuhan perusahaan 
tertentu dalam menjalankan kegiatan usaha.
Pengakuan beban usaha yang melibatkan arus kas diikhtisarkan dalam 
jurnal sebagai berikut:
Dr. Beban xx xxx
Cr. Utang xx xxx
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Pengakuan beban usaha yang tidak melibatkan arus kas diikhtisarkan 
dalam jurnal sebagai berikut:
Dr. Beban Penyusutan Aset Tetap / Beban Perlengkapan / 
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih xxx
Cr. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap / Perlengkapan /
Penyisihan Piutang Tak Tertagih xxx
Adapun pada saat perusahaan membayar beban usaha terutang, maka 
dalam jurnal akan diakui sebagai berikut:
Dr. Utang xx xxx
Cr. Kas/Bank Dana Pengelola xxx
Beban usaha diukur dengan mengikuti proporsi waktu keterjadian dari 
penurunan-penurunan manfaat ekonomi yang terjadi. Terkhusus untuk 
beban penyusutan, perusahaan mengakui beban penyusutan setiap 
tahunnya dan pada tahun 2012 dan tahun 2013 penyusutannya dihitung 
berdasarkan metode garis lurus. 
15. Pendapatan (Beban) Lain-lain/Non Usaha
Pendapatan lain-lain/non usaha adalah penambahan aset perusahaan 
atau penurunan liabilitas perusahaan (yang tidak berasal dari penanaman 
modal) sehubungan dengan manfaat yang bernilai ekonomi yang berasal 
dari kegiatan perusahaan yang tidak berkaitan langsung dengan usaha.
Beban lain-lain/non usaha adalah penurunan aset perusahaan atau 
penambahan liabilitas perusahaan sehubungan dengan aktivititas
perusahaan yang tidak berkaitan langsung dengan usaha
Pada Jasindo Takaful, pendapatan lain-lain terdiri atas bagi hasil jasa 
giro, laba selisih kurs mata uang, pendapatan polis, pendapatan materai, 
dan lain-lain. Sementara beban lain-lain terdiri dari rugi selisih kurs mata 
uang asing dan lain-lain.
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Perusahaan mengakui pendapatan lain-lain pada saat terjadinya 
kenaikan aset ataupun penurunan liabilitas sehubungan dengan manfaat 
yang bernilai ekonomi yang berasal dari kegiatan perusahaan yang tidak 
berkaitan langsung dengan usaha. Perusahaan mengakui beban lain-lain 
pada saat terjadinya beban tersebut (akrual) yaitu pada saat liabilitas 
perusahaan timbul atau pada saat aset perusahaan menurun sehubungan 
dengan kebutuhan perusahaan tertentu dalam menjalankan kegiatan yang 
tidak berkaitan langsung dengan usaha.
Pendapatan (beban) lain-lain diukur mengikuti proporsi waktu 




Dalam laporan keuangan perusahaan, kontribusi/premi akan disajikan 
pada Laporan Surplus Defisit Underwriting Dana Tabarru’ sebagai 
“Kontribusi Bruto”. Pendapatan polis akan disajikan pada Laporan Laba Rugi 
Komprehensif sebagai unsur penambah dalam “Pendapatan (Beban Lain-
lain)”. Pendapatan materai akan disajikan pada Laporan Laba Rugi 
Komprehensif sebagai unsur penambah dalam “Pendapatan (Beban Lain-
lain)”.
2. Ujrah Pengelola
Dalam laporan keuangan perusahaan, beban ujrah dibayar akan 
disajikan pada Laporan Surplus Defisit Underwriting Dana Tabarru’ sebagai 
“Ujrah Pengelola” yang merupakan unsur pengurang dalam perhitungan 
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pendapatan asuransi. Adapun ujrah diterima akan disajikan pada Laporan 
Laba Rugi Komprehensif sebagai “Pendapatan Pengelolaan Operasi 
Asuransi (Ujrah)” yang merupakan unsur penambah dalam perhitungan 
pendapatan usaha.
3. Kontribusi/Premi Reasuransi
Dalam laporan keuangan perusahaan, kontribusi/premi reasuransi akan 
disajikan pada Laporan Surplus Defisit Underwriting Dana Tabarru’ sebagai 
“Bagian Retakaful” yang merupakan unsur pengurang dalam perhitungan 
pendapatan asuransi.
4. Ujrah Reasuransi
Dalam laporan keuangan perusahaan, beban ujrah reasuransi dibayar 
akan disajikan pada Laporan Laba Rugi Komprehensif sebagai “Ujrah 
Dibayar” yang merupakan unsur penambah dalam perhitungan Beban 
Usaha. Adapun ujrah reasuransi diterima akan disajikan pada Laporan
Surplus Defisit Underwriting Dana sebagai unsur pengurang dalam “Bagian 
Retakaful”.
5. Klaim
Dalam laporan keuangan, klaim yang telah dibayar akan disajikan pada 
Laporan Surplus Defisit Underwriting Dana Tabarru’ sebagai “Pembayaran 
Klaim” yang merupakan unsur penambah dalam perhitungan beban 
asuransi. Adapun klaim reasuransi keluar akan diakui dalam Laporan 
Surplus Defisit Underwriting Dana Tabarru’sebagai “Klaim yang Ditanggung 
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Retakaful dan Pihak Lain” yang merupakan unsur pengurang dalam 
perhitungan beban asuransi.
Sementara, klaim yang terutang akan disajikan pada Laporan Surplus 
Defisit Underwriting Dana sebagai “Klaim yang Masih Harus Dibayar” yang 
merupakan unsur penambah dalam perhitungan beban asuransi. Adapun 
klaim yang terutang yang ditanggung oleh perusahaan reasuransi akan 
disajikan dalam Laporan Surplus Defisit Underwriting Dana Tabarru’ sebagai 
“Klaim yang Masih Harus Dibayar yang Ditanggung Retakaful dan Pihak 
Lain” yang merupakan unsur pengurang dalam perhitungan beban asuransi.
6. Investasi Dana Tabarru’
Dalam laporan keuangan, investasi dana tabarru’ berupa deposito/surat 
berharga obligasi akan disajikan pada Laporan Posisi Keuangan sebagai 
“Investasi” dan dirinci sebagai Deposito Berjangka/Efek Utang. Adapun hasil 
investasi dana tabarru’ berupa bagi hasil deposito ataupun hasil obligasi 
akan disajikan pada Laporan Surplus Defisit Underwriting Dana Tabarru’ 
sebagai “Hasil Investasi” atau “Total Pendapatan Investasi.”
Kemudian beban pengelolaan portofolio investasi dana peserta (beban 
bagi hasil investasi dana tabarru’ kepada perusahaan) akan disajikan pada 
Laporan Surplus Defisit Underwriting Dana Tabarru’ sebagai “Beban 
Pengelolaan Portofolio Investasi” yang merupakan unsur pengurang dalam 
perhitungan Total Pendapatan Investasi (pada laporan keuangan tahun 
2013)  atau disajikan pada Laporan Surplus Defisit Underwriting Dana 
Tabarru’ sebagai unsur pengurang dalam “Hasil Investasi” (pada laporan 
keuangan tahun 2012). Adapun pendapatan pengelolaan portofolio investasi 
dana peserta (pendapatan bagi hasil investasi dana tabarru’ bagi 
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perusahaan) akan disajikan pada Laporan Laba Rugi Komprehensif sebagai 
“Pendapatan Pengelolaan Portofolio Investasi Dana Peserta” yang 
merupakan unsur penambah dalam perhitungan total pendapatan usaha.
7. Investasi Dana Ujrah
Dalam laporan keuangan, investasi dana ujrah berupa deposito/surat 
berharga obligasi/unit penyertaan reksadana akan disajikan pada Laporan 
Posisi Keuangan sebagai “Investasi” dan dirinci sebagai Deposito 
Berjangka/Efek Utang/Unit Penyertaan Reksadana.
Adapun hasil investasi dana ujrah berupa bagi hasil deposito, hasil 
obligasi, ataupun hasil reksadana akan disajikan pada Laporan Laba Rugi 
Komprehensif sebagai “Hasil Investasi” yang merupakan unsur penambah
dalam perhitungan jumlah pendapatan. Akrual hasil investasi juga akan 
disajikan pada Laporan Laba Rugi Komprehensif sebagai unsur penambah 
dalam “Hasil Investasi”.
Laba kenaikan nilai wajar yang belum direalisasi atas investasi akan 
disajikan pada Laporan Laba Rugi Komprehensif sebagai unsur penambah 
dalam “Hasil Investasi”. Rugi penurunan nilai wajar yang belum direalisasi 
atas investasi akan disajikan pada Laporan Laba Rugi Komprehensif 
sebagai unsur pengurang dalam “Hasil Investasi”.
8. Bagi Hasil Surplus Underwriting Dana Tabarru’
Dalam laporan keuangan, surplus operasi akan disajikan pada Laporan 
Surplus Defisit Underwriting Dana Tabarru’ sebagai “Surplus (Defisit) 
Underwriting Dana Tabarru’” dan pada Laporan Perubahan Dana Tabarru’ 
sebagai “Surplus (Defisit) Underwriting Dana Tabarru.’” Pengurangan atas 
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surplus operasi untuk peserta dan pengelola akan disajikan pada Laporan 
Perubahan Dana Tabarru’ sebagai “Distribusi ke Peserta” dan “Distribusi ke 
Pengelola.” Pengurangan atas surplus operasi untuk cadangan dana 
tabarru’ akan disajikan pada Laporan Perubahan Dana Tabarru’ sebagai 
Surplus yang Tersedia untuk Dana Tabarru. 
Adapun Alokasi Surplus akan disajikan pada Laporan Laba Rugi 
Komprehensif sebagai “Pendapatan Pembagian Surplus Underwriting” yang 
merupakan unsur penambah dalam perhitungan jumlah pendapatan.
9. Perubahan Kontribusi yang belum Menjadi Hak
Dalam laporan keuangan, biaya cadangan premi akan disajikan pada 
Laporan Surplus Defisit Underwriting Dana Tabarru’ sebagai “Perubahan 
Kontribusi yang Belum Menjadi Hak” yang menjadi unsur pengurang dalam 
perhitungan jumlah pendapatan.
10. Penyisihan Teknis
Dalam laporan keuangan, biaya cadangan teknis klaim akan disajikan 
pada Laporan Surplus Defisit Underwriting Dana Tabarru’ sebagai “Beban 
Penyisihan Teknis” yang mejadi unsur penambah dalam perhitungan jumlah 
beban asuransi. 
11. Surplus Operasi Reasuransi
Dalam laporan keuangan, surplus operasi reasuransi akan disajikan 




Dalam laporan keuangan, Qardh (pinjaman defisit), jika ada, akan
disajikan dalam laporan surplus (defisit) underwriting dana tabarru’ sebagai 
Pinjaman dari perusahaan.
13. Beban Komisi
Dalam laporan keuangan, komisi langsung agen/broker asuransi akan 
disajikan pada Laporan Laba Rugi Komprehensif sebagai “Beban Komisi” 
yang menjadi unsur penambah dalam perhitungan Beban Usaha.
14. Beban Usaha
Dalam laporan keuangan, beban usaha akan disajikan pada Laporan 
Laba Rugi Komprehensif sebagai “Beban Usaha”.
15. Pendapatan (Beban) Lain-lain/Non Usaha
Dalam laporan keuangan, pendapatan (beban) lain-lain/non usaha akan 
disajikan pada Laporan Laba Rugi Komprehensif sebagai “Pendapatan 
(Beban) Lain-lain” atau “Pendapatan (Beban) Non Usaha Neto”.
5.1.3 Pengungkapan
1. Kontribusi/Premi
Dalam catatan atas laporan keuangan, perusahaan mengungkapkan 
mengenai kebijakan pengakuan pendapatan kontribusi serta kebijakan 
akuntansi untuk  piutang kontribusi serta mengungkapkan jumlah kontribusi 
yang diterima yang dirinci berdasarkan jenis produk asuransi dan 
penambahan atau pengurangannya baik pengurangan untuk ujrah 
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pengelola, pengurangan untuk membayar bagian reasuransi, dan 
pengurangan/penambahan dari pengakuan perubahan kontribusi yang 
belum menjadi hak.
2. Ujrah Pengelola
Dalam catatan atas laporan keuangan, perusahaan mengungkapkan 
mengenai defenisi ujrah pengelola, mengungkapkan penentuan besaran 
ujrah pengelola, serta mengungkapkan jumlah ujrah yang dibayarkan dari 
kontribusi peserta untuk perusahaan yang dirinci berdasarkan jenis produk 
asuransi.
3. Kontribusi/Premi Reasuransi
Dalam catatan atas laporan keuangan, perusahaan mengungkapkan 
bahwa perusahaan mereasuransikan sebagian risiko atas akseptasi 
pertanggungan yang diperoleh kepada perusahaan asuransi lain dan 
perusahaan reasuransi, serta mengungkapkan jumlah kontribusi reasuransi 
yang dibayarkan dari kontribusi peserta yang dirinci berdasarkan jenis 
produk asuransi.
4. Ujrah Reasuransi
Dalam catatan atas laporan keuangan, perusahaan tidak 
mengungkapkan secara khusus mengenai ujrah reasuransi.
5. Klaim
Dalam catatan atas laporan keuangan, perusahaan mengungkapkan 
mengenai ruang lingkup beban klaim, mengungkapkan mengenai kebijakan 
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pengakuan beban klaim, mengungkapkan bahwa klaim retakaful diakui dan 
dicatat sebagai pengurang beban klaim pada periode yang sama dengan
periode pengakuan beban klaim, dan mengungkapkan mengenai jumlah 
pembayaran klaim dan jumlah klaim reasuransi yang ditanggung reasuransi 
dan pihak lain yang dirinci berdasarkan jenis produk asuransi.
6. Investasi Dana Tabarru’
Dalam catatan atas laporan keuangan, perusahaan mengungkapkan 
mengenai kebijakan pengakuan hasil investasi dan mengungkapkan jumlah 
hasil investasi dana tabarru’ yang dirinci berdasarkan jenis investasi.
7. Investasi Dana Ujrah
Dalam catatan atas laporan keuangan, perusahaan mengungkapkan 
mengenai kebijakan pengakuan hasil investasi dan mengungkapkan jumlah 
hasil investasi dana ujrah yang dirinci berdasarkan jenis investasi termasuk 
jumlah laba kenaikan/rugi penurunan nilai wajar yang belum direalisasi atas 
investasi.
8. Bagi Hasil Surplus Underwriting Dana Tabarru'
Dalam catatan atas laporan keuangan, perusahaan mengungkapkan 
mengenai kebijakan nisbah bagi hasil surplus dana tabarru’, 
mengungkapkan mengenai defenisi bagian peserta atas surplus 
underwriting dana tabarru’ beserta syarat pembagian dana tabarru’ kepada 
peserta, dan mengungkapkan jumlah bagian peserta atas surplus 
underwriting dana tabarru’ berupa saldo cadangan awal tahun serta 
penambahan atau pengurangannya yakni penambahan dari cadangan yang 
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dibentuk (total alokasi bagi hasil surplus underwriting kepada peserta pada 
tahun berjalan) dan pengurangan untuk bagi hasil dana tabarru’ yang telah 
dibayarkan kepada peserta sehingga membentuk saldo akhir tahun. 
9. Perubahan Kontribusi yang belum Menjadi Hak
Dalam catatan atas laporan keuangan, perusahaan mengungkapkan 
mengenai defenisi kontribusi yang belum menjadi hak, mengungkapkan 
mengenai dasar perhitungan perubahan kontribusi yang belum menjadi hak 
serta mengungkapkan jumlah perubahan kontribusi yang belum menjadi hak 
yang dirinci berdasarkan jenis produk asuransi.
10. Penyisihan Teknis
Dalam catatan atas laporan keuangan, perusahaan mengungkapkan 
mengenai cakupan penyisihan teknis, mengungkapkan mengenai dasar 
pengukuran penyisihan teknis, dan mengungkapkan mengenai jumlah 
beban penyisihan teknis yang dirinci berdasarkan jenis produk asuransi.
11. Surplus Operasi Reasuransi
Dalam catatan atas laporan keuangan, perusahaan tidak 
mengungkapkan secara khusus mengenai surplus operasi reasuransi.
12. Qardh
Dalam catatan atas laporan keuangan, perusahaan mengungkapkan 
mengenai penggunaan qardh dan darimana nantinya asal dana 
pengembalian untuk qardh. Pada periode pelaporan tahun 2012 dan tahun 
2013, perusahaan tidak pernah mengeluarkan qardh.
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13. Beban Komisi
Dalam catatan atas laporan keuangan, perusahaan mengungkapkan 
mengenai defenisi beban komisi, mengungkapkan  mengenai kebijakan 
pengakuan beban komisi, dan mengungkapkan jumlah beban komisi yang 
dirinci berdasarkan jenis produk asuransi.
14. Beban Usaha
Dalam catatan atas laporan keuangan, perusahaan mengungkapkan 
mengenai kebijakan pengakuan beban usaha dan mengungkapkan rincian 
beban-beban beserta jumlahnya yang termasuk dalam beban usaha.
15. Pendapatan (Beban) Lain-lain/Non Usaha
Dalam catatan atas laporan keuangan, perusahaan mengungkapkan 
mengenai kebijakan pengakuan beban lain-lain dan mengungkapkan rincian  
pendapatan-pendapatan/beban-beban beserta jumlahnya yang termasuk 
dalam pendapatan (beban) lain-lain.
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5.2 Pengklasifikasian Transaksi Unit Usaha Takaful PT. Asuransi Jasa 
Indonesia (Jasindo Takaful) yang Berkaitan dengan Beban, 
Pendapatan, dan Dana  Tabarru’ pada Laporan Keuangan dan 
Penyajian Catatan Atas Laporan Keuangan Unit Usaha Takaful PT. 
Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo Takaful)
5.2.1 Pengklasifikasian Transaksi Perusahaan pada Laporan Surplus 
Defisit Underwriting Dana Tabarru’
UNIT USAHA TAKAFUL PT ASURANSI JASA INDONESIA (PERSERO)
Laporan Surplus (Defisit) Underwriting Dana Tabarru’
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2012
(Angka-angka Disajikan Dalam Ribuan Rupiah)
PENDAPATAN ASURANSI
Kontribusi bruto   142.098.742
Ujrah pengelola    (71.049.371)
Bagian retakaful      (9.176.488)
Perubahan kontribusi yang belum menjadi hak    (17.631.157)
Jumlah pendapatan     44.241.725
BEBAN ASURANSI
Pembayaran klaim     32.334.991
Klaim yang ditanggung retakaful dan pihak lain      (4.004.200)
Beban penyisihan teknis     12.614.167
Jumlah beban asuransi     40.944.959
Surplus neto asuransi       3.296.767
Hasil investasi        2.811.390
Surplus Underwriting Dana Tabarru’        6.108.157
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UNIT USAHA TAKAFUL PT ASURANSI JASA INDONESIA (PERSERO)
Laporan Surplus (Defisit) Underwriting Dana Tabarru’
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2013
(Angka-angka Disajikan Dalam Jutaan Rupiah)
PENDAPATAN ASURANSI
Kontribusi bruto          118.475
Ujrah pengelola           (59.237)
Bagian retakaful           (10.239)
Perubahan kontribusi yang belum menjadi hak            13.451 
Jumlah pendapatan            62.450
BEBAN ASURANSI
Pembayaran klaim            60.176
Klaim yang ditanggung retakaful dan pihak lain             (4.717)
Klaim yang masih harus dibayar                  -
Klaim yang masih harus dibayar yang ditanggung
   retakaful dan pihak lain                  -
Beban penyisihan teknis              1.009         
Jumlah beban asuransi            56.558
Surplus (defisit) neto asuransi              5.892
Pendapatan Investasi
Total pendapatan investasi              3.188
Dikurangi: Beban pengelolaan portofolio investasi             (1.594)
Pendapatan investasi neto              1.594
Surplus (defisit) Underwriting Dana Tabarru’              7.486
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5.2.2 Pengklasifikasian Transaksi Perusahaan pada Laporan 
Perubahan Dana Tabarru’
UNIT USAHA TAKAFUL PT ASURANSI JASA INDONESIA (PERSERO)
Laporan Perubahan Dana Tabarru’
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2012
(Angka-angka Disajikan Dalam Ribuan Rupiah)
Surplus underwriting dana tabarru’       6.108.157
    Distribusi ke peserta      (2.433.263)
    Distribusi ke pengelola      (3.054.078)
Surplus yang tersedia untuk dana tabarru’                      610.816
Saldo awal dana tabarru’                 20.784.207
Saldo akhir dana tabarru’    21.395.023
UNIT USAHA TAKAFUL PT ASURANSI JASA INDONESIA (PERSERO)
Laporan Perubahan Dana Tabarru’
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2013
(Angka-angka Disajikan Dalam Ribuan Rupiah)
Surplus underwriting dana tabarru’              7.486
    Distribusi ke peserta              3.632
    Distribusi ke pengelola              2.946
Surplus yang tersedia untuk dana tabarru’                 908
Saldo awal dana tabarru’            22.670
Saldo akhir dana tabarru’            23.578
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5.2.3 Pengklasifikasian Transaksi Perusahaan pada Laporan Laba 
Rugi Komprehensif
UNIT USAHA TAKAFUL PT ASURANSI JASA INDONESIA (PERSERO)
Laporan Laba Rugi Komprehensif
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2012
(Angka-angka Disajikan Dalam Ribuan Rupiah)
PENDAPATAN USAHA
Pendapatan pengelolaan operasi asuransi (ujrah)     71.049.371
Pendapatan pengelolaan portofolio investasi
    dana peserta          720.670
Pendapatan pembagian surplus underwriting       3.054.078
Hasil investasi       3.996.226
Jumlah pendapatan     78.820.346
BEBAN USAHA
Beban komisi     19.967.116
Ujrah dibayar         (255.880)
Beban usaha       8.663.717
Jumlah beban usaha     28.374.953
LABA USAHA     50.445.393
PENDAPATAN (BEBAN LAIN-LAIN)      (2.581.079)
LABA SEBELUM ZAKAT DAN PAJAK     47.864.314
ZAKAT           -
LABA SEBELUM PAJAK     47.864.314
BEBAN PAJAK           -
LABA NETO     47.864.314
PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAIN           -
JUMLAH LABA KOMPREHENSIF     47.864.314
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UNIT USAHA TAKAFUL PT ASURANSI JASA INDONESIA (PERSERO)
Laporan Laba Rugi Komprehensif
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2013
(Angka-angka Disajikan Dalam Jutaan Rupiah)
PENDAPATAN USAHA
Pendapatan pengelolaan operasi asuransi (ujrah)            59.237
Pendapatan pengelolaan portofolio investasi
    dana peserta              1.594
Pendapatan pembagian surplus underwriting              2.946
Hasil investasi              6.583
Jumlah pendapatan            70.360
BEBAN USAHA
Beban komisi            17.871
Ujrah dibayar                (907)
Beban umum dan administrasi              7.841
Beban pemasaran              1.206
Beban pengembangan                  -
Jumlah beban usaha            26.011
LABA USAHA            44.349
PENDAPATAN (BEBAN) NON USAHA NETO             (7.550)
LABA SEBELUM ZAKAT DAN PAJAK            36.799
ZAKAT                 -
LABA SEBELUM PAJAK            36.799
BEBAN PAJAK                 -
LABA NETO            36.799
PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAIN                 -
JUMLAH LABA KOMPREHENSIF            36.799
5.2.4 Penyajian Catatan Atas Laporan Keuangan Perusahaan
Catatan atas Laporan Keuangan dapat dilihat pada halaman lampiran.
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5.3 Analisis Perlakuan Akuntansi Pendapatan, Beban, dan Dana tabarru’ 
Unit Usaha Takaful PT. Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo Takaful)
Berikut ini analisis dari perlakuan akuntansi, pendapatan, beban, dan dana 
tabarru’ perusahaan yang telah diteliti oleh penulis:
1. Kontribusi/Premi
Perlakuan akuntansi yang diberikan oleh perusahaan atas kontribusi/premi 
sudah sesuai dengan paragraf 14 PSAK 108 (kontribusi dari peserta diakui 
sebagai bagian dari dana tabarru’ dalam dana peserta), paragraf 15 PSAK 108 
(dana tabarru’ yang diterima tidak diakui sebagai pendapatan, karena entitas 
pengelola tidak berhak untuk menggunakan dana tersebut untuk keperluannya, 
tetapi hanya mengelola dana sebagai wakil para peserta), dan paragraf 36 PSAK 
108 untuk poin a bagian i (entitas pengelola mengungkapkan kebijakan 
akuntansi untuk kontribusi yang diterima dan perubahannya), poin b (entitas 
pengelola mengungkapkan piutang kontribusi dari peserta, entitas asuransi, dan 
reasuransi), dan poin c (entitas pengelola mengungkapkan rincian kontribusi 
berdasarkan jenis asuransi). Perlakuan akuntansi yang diberikan oleh 
perusahaan atas kontribusi/premi hanya belum sesuai dengan paragraf 36 PSAK  
108 untuk poin a bagian ii (entitas pengelola mengungkapkan kebijakan 
akuntansi untuk pembatalan polis asuransi dan konsekuensinya). Perusahaan
belum mengungkapkan khusus mengenai itu dalam catatan atas laporan 
keuangan.
2. Ujrah Pengelola
Perlakuan akuntansi yang diberikan oleh perusahaan atas ujrah pengelola 
sudah sesuai dengan paragraf 20 PSAK 108 (bagian kontribusi untuk ujrah/fee 
diakui sebagai pendapatan dalam laporan laba rugi dan menjadi beban dalam 
142
laporan surplus defisit underwriting dana tabarru’) dan paragraf 36 PSAK 108 
untuk poin d (entitas pengelola mengungkapkan jumlah dan persentase 
komponen kontribusi untuk bagian risiko dan ujrah dari total kontribusi per jenis 
asuransi).
3. Kontribusi/Premi Reasuransi
Perlakuan akuntansi yang diberikan oleh perusahaan atas kontribusi/premi 
reasuransi tidak menyalahi PSAK 108. PSAK 108 tidak mengatur khusus 
mengenai transaksi yang terkait kontribusi/premi reasuransi.
4. Ujrah Reasuransi
Perlakuan akuntansi yang diberikan oleh perusahaan atas ujrah reasuransi 
tidak menyalahi PSAK 108. PSAK 108 tidak mengatur khusus mengenai 
transaksi yang terkait ujrah reasuransi.
5. Klaim
Perlakuan akuntansi yang diberikan oleh perusahaan atas klaim tidak 
menyalahi PSAK 108. PSAK 108 tidak mengatur khusus mengenai transaksi 
yang terkait klaim.
6. Investasi Dana Tabarru’
Perlakuan akuntansi yang diberikan oleh perusahaan atas investasi dana 
tabarru’ tidak menyalahi PSAK 108. PSAK 108 tidak mengatur khusus mengenai 
transaksi yang terkait investasi dana tabarru’ melainkan hanya mengatur khusus 
investasi dana tabarru’ dari dana simpanan peserta pada asuransi jiwa syariah.
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7. Investasi Dana Ujrah
Perlakuan akuntansi yang diberikan oleh perusahaan atas investasi dana 
ujrah tidak menyalahi PSAK 108. PSAK 108 tidak mengatur khusus mengenai 
transaksi yang terkait investasi dana ujrah.
8. Bagi Hasil Surplus Underwriting Dana Tabarru’
Perlakuan akuntansi yang diberikan oleh perusahaan atas bagi hasil surplus 
underwriting dana tabarru’ sudah sesuai dengan paragraf 16 PSAK 108 (selain 
dari kontribusi peserta, tambahan dana tabarru’ juga berasal dari hasil investasi 
dan akumulasi cadangan surplus underwriting dana tabarru’), paragraf 21 PSAK 
108 (penetapan besaran pembagian surplus underwriting dana tabarru’ 
tergantung kepada peserta secara kolektif, regulator, atau kebijakan 
manajemen), paragraf 22 PSAK 108 (bagian surplus underwriting dana tabarru’ 
yang didistribusikan kepada peserta dan bagian surplus underwriting dana 
tabarru’ yang didistribusikan kepada entitas pengelola diakui sebagai pengurang 
surplus dalam laporan perubahan dana tabarru’), paragraf 23 PSAK 108 (surplus 
underwriting dana tabarru’ yang diterima entitas pengelola diakui sebagai 
pendapatan dalam laporan laba rugi, dan surplus underwriting dana tabarru’ yang 
didistribusikan kepada peserta diakui sebagai kewajiban dalam neraca), paragraf 
35 PSAK 108 (cadangan dana tabarru’ disajikan secara terpisah pada laporan 
perubahan dana tabarru’), dan paragraf 39 PSAK 108 untuk poin c (entitas 
asuransi syariah mengungkapkan jumlah yang dijadikan sebagai dasar 
penentuan distribusi surplus underwriting dana tabarru’). Perlakuan akuntansi 
yang diberikan oleh perusahaan atas bagi hasil surplus underwriting dana 
tabarru’ hanya belum sesuai dengan paragraf 39 PSAK 108 untuk poin a (entitas 
asuransi syariah mengungkapkan dasar yang digunakan dalam penentuan dan 
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pengukuran cadangan dana tabarru’), poin b (perusahaan mengungkapkan 
perubahan cadangan dana tabarru’ per jenis tujuan pencadangannya (saldo 
awal, jumlah yang ditambahkan dan digunakan selama periode berjalan, dan 
saldo akhir)), dan poin c (entitas asuransi syariah mengungkapkan pihak yang 
menerima pengalihan saldo cadangan dana tabarru’ jika terjadi likuidasi atas 
produk atau entitas). Perusahaan belum mengungkapkan khusus mengenai itu 
dalam catatan atas laporan keuangan.
9. Perubahan Kontribusi yang Belum Menjadi Hak
Perlakuan akuntansi yang diberikan oleh perusahaan atas perubahan 
kontribusi yang belum menjadi hak tidak menyalahi PSAK 108. PSAK 108 tidak 
mengatur khusus mengenai transaksi yang terkait perubahan kontribusi yang 
belum menjadi hak.
10. Penyisihan Teknis
Perlakuan akuntansi yang diberikan oleh perusahaan atas penyisihan teknis 
sudah sesuai dengan paragraf 27 PSAK 108 (penyisihan teknis diakui pada saat 
akhir periode pelaporan sebagai beban dalam laporan surplus defisit underwriting 
dana tabarru’), paragraf 38 PSAK  108 untuk poin a (entitas pengelola 
mengungkapkan jenis penyisihan teknis (saldo awal, jumlah yang ditambahkan 
dan digunakan selama periode berjalan, dan saldo akhir)) dan poin b (entitas 
pengelola mengungkapkan dasar yang digunakan dalam penentuan jumlah 
untuk setiap penyisihan teknis dan perubahan basis yang digunakan).
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11. Surplus Operasi Reasuransi
Perlakuan akuntansi yang diberikan oleh perusahaan atas surplus operasi 
reasuransi tidak menyalahi PSAK 108. PSAK 108 tidak mengatur khusus 
mengenai transaksi yang terkait surplus operasi reasuransi.
12. Qardh
Perlakuan akuntansi yang diberikan oleh perusahaan atas qardh sudah 
sesuai dengan paragraf 24 PSAK 108 (jika terdapat defisit underwriting dana 
tabarru’, maka entitas pengelola wajib menanggulangi kekurangan tersebut 
dalam bentuk pinjaman (qardh). Pengembalian qardh tersebut kepada entitas 
pengelola berasal dari surplus dana tabarru’ yang akan datang) dan paragraf 25 
PSAK 108 (pinjaman qardh dalam neraca dan pendapatan dalam laporan surplus 
defisit underwriting dana tabarru’ diakui pada saat entitas menyalurkan dana 
talangan sebesar jumlah yang disalurkan).
13. Beban Komisi
Perlakuan akuntansi yang diberikan oleh perusahaan atas beban komisi 
tidak menyalahi PSAK 108. PSAK 108 tidak mengatur khusus mengenai 
transaksi yang terkait komisi.
14. Beban Usaha
Perlakuan akuntansi yang diberikan oleh perusahaan atas beban usaha 
tidak menyalahi PSAK 108. PSAK 108 tidak mengatur khusus mengenai 
transaksi yang terkait beban usaha.
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15. Pendapatan (Beban) Lain-lain/Non Usaha
Perlakuan akuntansi yang diberikan oleh perusahaan atas pendapatan 
(beban) lain-lain/non usaha tidak menyalahi PSAK 108. PSAK 108 tidak 
mengatur khusus mengenai transaksi yang terkait pendapatan (beban) lain-
lain/non usaha.
5.4 Analisis Pengklasifikasian Transaksi Unit Usaha Takaful PT. Asuransi 
Jasa Indonesia (Jasindo Takaful) yang Berkaitan dengan Beban, 
Pendapatan, dan Dana  Tabarru’ pada Laporan Keuangan dan 
Penyajian Catatan Atas Laporan Keuangan Unit Usaha Takaful PT. 
Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo Takaful)
Berikut ini analisis dari pengklasifikasian transaksi perusahaan yang 
berkaitan dengan beban, pendapatan, dan dana  tabarru’ pada laporan 
keuangan dan penyajian catatan atas laporan keuangan perusahaan yang telah 
diteliti oleh penulis:
1. Pengklasifikasian Transaksi Perusahaan pada Laporan Surplus Defisit 
Underwriting Dana Tabarru’
Pengklasifikasian transaksi perusahaan pada laporan surplus defisit 
underwriting dana tabarru’ sudah sesuai dengan PSAK 101 mulai dari 
pengklasifikasian transaksi perusahaan yang membentuk pendapatan asuransi 
(yaitu kontribusi/premi dikurang dengan ujrah pengelola, kontribusi/premi 
reasuransi, dan perubahan kontribusi yang belum menjadi hak), 
pengklasifikasian transaksi perusahaan yang membentuk beban asuransi (yaitu  
pembayaran klaim dikurang dengan pembayaran klaim yang menjadi 
tanggungan reasuransi dan pihak lain, ditambah dengan klaim yang masih harus 
dibayar, dikurang dengan klaim yang masih harus dibayar yang menjadi 
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tanggungan reasuransi dan pihak lain, dan ditambah dengan penyisihan teknis), 
hingga pengklasifikasian transaksi perusahaan yang membentuk pendapatan 
investasi neto (yaitu total hasil investasi dana peserta dikurang dengan beban 
pengelolaan portofolio investasi dana peserta).
2. Pengklasifikasian Transaksi Perusahaan pada Laporan Perubahan Dana 
Tabarru’
Pengklasifikasian transaksi perusahaan pada laporan surplus perubahan 
dana tabarru’ sudah sesuai dengan PSAK 101 mulai dari pengklasifikasian 
transaksi perusahaan yang membentuk surplus yang tersedia untuk dana 
tabarru’ (yaitu surplus underwriting dana tabarru’ dikurang dengan bagi hasil 
surplus underwriting dana tabarru’ kepada peserta dan bagi hasil surplus 
underwriting dana tabarru’ kepada pengelola) hingga pengklasifikasian transaksi 
perusahaan yang membentuk saldo akhir dana tabarru’ (yaitu saldo awal dana 
tabarru’ ditambah dengan cadangan dana tabarru’/ surplus yang tersedia untuk 
dana tabarru’).
3. Pengklasifikasian Transaksi Perusahaan pada Laporan Laba Rugi 
Komprehensif
Pengklasifikasian transaksi perusahaan pada laporan laba rugi 
komprehensif sudah sesuai dengan PSAK 101 mulai dari pengklasifikasian 
transaksi perusahaan yang membentuk pendapatan (yaitu pendapatan ujrah 
pengelola ditambah dengan pendapatan pengelolaan portofolio investasi dana 
peserta, pendapatan dari bagi hasil surplus underwriting dana tabarru’ kepada 
pengelola, dan pendapatan dari hasil investasi dana ujrah), hingga 
pengklasifikasian transaksi perusahaan yang membentuk beban usaha (yaitu 
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beban komisi ditambah dengan beban ujrah reasuransi, dan beban umum (untuk 
tahun 2013 dijabarkan menjadi beban umum dan administrasi, beban 
pemasaran, dan beban pengembangan)).
4. Penyajian Catatan Atas Laporan Keuangan
Analisis mengenai penyajian catatan atas laporan keuangan perusahaan 
adalah sebagai berikut:
1. Sesuai dengan ketentuan PSAK 101, perusahaan telah menyajikan:
(a) pernyataan atas kepatuhan terhadap SAK.
(b) ringkasan kebijakan akuntansi yang signifikan.
(c) informasi tambahan untuk pos-pos yang disajikan dalam laporan posisi 
keuangan, laporan laba rugi komprehensif, laporan perubahan ekuitas, 
dan laporan arus kas sesuai dengan urutan penyajian laporan dan 
penyajian masing-masing pos.
(d) pengungkapan lain, termasuk pengungkapan informasi nonkeuangan, 
seperti tujuan dan kebijakan manajemen risiko keuangan.
2. Sesuai dengan ketentuan PSAK 101, perusahaan telah menyajikan:
(a) dasar pengukuran yang digunakan dalam menyusun laporan keuangan.
(b) kebijakan akuntansi lain yang diterapkan yang relevan untuk memahami 
laporan keuangan.
3. Sesuai dengan ketentuan PSAK 101, perusahaan telah menyajikan
pengungkapan mengenai:
(a) domisili dan bentuk hukum, negara tempat pendirian, alamat kantor pusat 
entitas.
(b) keterangan mengenai sifat operasi dan kegiatan utama.
(c) nama entitas induk dalam kelompok usaha.
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Adapun perusahaan belum menyajikan:
1. pengungkapan liabilitas kontinjensi dan komitmen kontraktual yang belum 
diakui (karena tidak adanya liabilitas kontinjensi dan komitmen kontraktual).
2. informasi tentang lama umur (karena perusahaan bukan termasuk entitas 





Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan pada Unit Usaha Takaful PT 
Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo Takaful), diperoleh kesimpulan sebagai 
berikut:
1. Jasindo Takaful menggunakan metode accrual bases dalam pencatatan 
keuangan. Namun, dalam penentuan distribusi hasil operasi, Jasindo Takaful 
memakai dasar  cash bases. Jasindo Takaful mengukur dana tabarru’, beban 
dan pendapatan sesuai dengan proporsi waktu keterjadian, kebijakan tarif 
serta persentase tertentu. Jasindo Takaful menyajikan beban sebagai unsur 
pengurang dalam memperhitungkan laba dan pendapatan sebagai unsur 
penambah dalam memperhitungkan laba pada Laporan Laba Rugi 
Komprehensif. Jasindo Takaful menyajikan beban dan pendapatan dalam 
perhitungan dana tabarru’ sebagai unsur penambah dan pengurang dalam 
memperhitungkan Surplus/Defisit Underwriting Dana Tabarru’ pada Laporan 
Surplus Defisit Underwriting Dana Tabarru’ dan menyajikan total dana 
tabarru’ dan pembagian surplus underwriting dana tabarru’ pada Laporan 
Perubahan Dana Tabarru’. Jasindo Takaful menyajikan pengungkapan terkait 
dana tabarru’, beban, dan pendapatan pada Catatan Atas Laporan 
Keuangan.
2. Pada dasarnya pendapatan yang diterima oleh Jasindo Takaful berasal dari 
pendapatan ujrah, pendapatan pengelolaan portofolio investasi dana peserta, 
pendapatan bagi hasil surplus underwriting, hasil investasi dana ujrah, dan 
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pendapatan lain-lain (misalnya bagi hasil jasa giro, laba selisih kurs mata 
uang, pendapatan polis, pendapatan materai, dan lain-lain.) Pendapatan 
akan disajikan pada Laporan Laba Rugi Komprehensif. Adapun beban yang 
dikeluarkan oleh Jasindo Takaful berasal dari beban komisi, ujrah reasuransi, 
beban usaha, dan beban lain-lain (misalnya rugi selisih kurs mata uang asing 
dan lain-lain). Beban akan disajikan pada Laporan Laba Rugi Komprehensif. 
Pertambahan dana tabarru’ (dana peserta) yang dikelola Jasindo Takaful 
berasal dari penerimaan kontribusi dan hasil investasi dana tabarru’. 
Pengurangan dana tabarru’ yang dikelola Jasindo Takaful berasal dari 
pembayaran ujrah untuk perusahaan, beban kontribusi reasuransi, 
perubahan kontribusi yang belum menjadi hak, pembayaran klaim, dan 
penyihan teknis. Pertambahan dan pengurangan dana tabarru’ akan disajikan 
pada Laporan Surplus Underwriting Dana Tabarru’ dan Laporan Perubahan 
Dana Tabarru’. Apabila pada akhir periode terdapat surplus dana tabarru’, 
maka akan dialokasikan ke tiga tempat jika memungkinkan, yaitu dibagikan 
kepada peserta asuransi, kepada Jasindo Takaful, dan akan disimpan 
sebagai cadangan dana tabarru’ yang akan menambah kumpulan cadangan 
dana tabarru’ periode sebelumnya. Jasindo Takaful menyajikan hal-hal yang 
substansial berkaitan dengan dana tabarru’, beban , dan pendapatan dalam 
Catatan Atas Laporan Keuangan.
3. Jasindo Takaful dalam memberi perlakuan akuntansi mulai dari pengakuan, 
pengukuran, penyajian, hingga pengungkapan pendapatan, beban, dan dana 
tabarru’ secara umum sudah mengikuti PSAK 108. Jasindo Takaful hanya 
belum menyajikan beberapa pengungkapan, yakni pengungkapan kebijakan 
akuntansi untuk pembatalan polis asuransi dan konsekuensinya dan 
beberapa pengungkapan mengenai cadangan dana tabarru’ (dasar yang 
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digunakan dalam penentuan dan pengukuran cadangan dana tabarru’, 
perubahan cadangan dana tabarru’ per jenis tujuan pencadangannya (saldo 
awal, jumlah yang ditambahkan dan digunakan selama periode berjalan, dan 
saldo akhir), dan pihak yang menerima pengalihan saldo cadangan dana 
tabarru’ jika terjadi likuidasi atas produk atau entitas).
4. Jasindo Takaful dalam mengklasifikasikan transaksi perusahaan yang 
berkaitan dengan beban, pendapatan, dan dana  tabarru’ pada laporan 
keuangan dan menyajikan catatan atas laporan keuangan perusahaan
secara umum sudah mengikuti PSAK 101.
6.2 Saran
Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan serta beberapa kesimpulan 
pada penelitian ini, saran-saran yang penulis dapat berikan adalah:
1. Bagi perusahaan
Agar mempertahankan dan meningkatkan hal-hal yang baik, yaitu tetap 
konsisten mengikuti standar yang berlaku dalam hal penyajian laporan 
keuangan. Selain itu sebaiknya perusahaan tetap mengevaluasi baik-baik 
segala kegiatan baik dalam penempatan dana, penempatan investasi, peng-
cover-an suatu objek, dan lain-lain dalam hal terbebasnya kegiatan 
perusahaan dari pencampuran hal-hal yang tidak benar secara syariah, 
seperti riba (bunga), maisir (judi-judian), gharar (ketidakjelasan), barang-
barang haram, dan suap. Simpanan perusahaan di bank konvensional juga 
ada baiknya untuk pelan-pelan dikurangi. Dan terakhir, penulis menyarankan 
kepada perusahaan agar membangun dan merawat nilai-nilai syariah dalam 
lingkungan kerja dalam segala kegiatannya.
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2. Bagi pembuat peraturan keuangan syariah
Agar segera membuat peraturan yang jelas mengenai perhitungan 
penyisihan teknis. Kemudian penulis berharap agar ke depannya segala 
kegiatan investasi syariah yang dibolehkan telah benar-benar syariah dan 
terhindar dari riba, maisir (judi-judian), dan gharar (ketidakjelasan).
3. Bagi praktisi asuransi syariah yang ahli
Agar bisa berkontribusi menghasilkan buku-buku, tulisan-tulisan, dan artikel-
artikel mengenai asuransi syariah, agar asuransi syariah lebih dikenal dan 
dapat dipelajari banyak oleh masyarakat.
4. Bagi peneliti selanjutnya
Agar bisa meneliti lebih lanjut topik-topik menarik lainnya dalam asuransi 
syariah, seperti akuntansi aset dan liabilitas asuransi syariah, penerapan 
nilai-nilai syariah dalam perasuransian syariah, akseptasi dan underwriting 
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Lampiran 2: Hasil Wawancara
Wawancara Pra Penelitian
Waktu : 27 Februari 2013
Pukul : 13.10 – 14.40
Narasumber : Pimpinan Jasindo Takaful Cabang Makassar (Pak Heru)
Peneliti : Pak, bagaimana sebenarnya sistem pengelolaan dana investasi pada 
Jasindo Takaful ini?
Pimpinan : Asuransi itu kan lembaga keuangan non bank. Jadi kegiatannya 
mengelola, mendapatkan dana dari premi-premi asuransi yang dikumpulkan, 
dicari, baik dari perseorangan, korporasi, maupun individual. Nah, dari dana-
dana premi asuransi yang kami terima itu kami masukkan ke dalam rekening 
perbankan syariah yang kami tunjuk, kemudian dana itu secara otomatis tiap 
akhir bulan itu terkirim ke rekening di kantor pusat. 
Peneliti : Kantor pusat? Oh begitu ya pak..
Pimpinan : Misalnya sekarang sudah tanggal 28. Otomatis sekarang ini semua 
rekening penerimaan premi itu harus dikirim ke kantor pusat. Kemudian, dana 
itulah yang dipergunakan untuk biaya operasional, untuk membayar klaim, terus 
untuk juga membayar management fee yang sudah tenggat waktu atau yang 
(sudah ada jangka pendek) kerjasama dengan pihak perbankan syariah. Itu. 
Nah, kemudian dana itu dikelola untuk dibagi-bagi atau ditetapkan ke mana-
mana itu adalah hak perusahaan, kantor pusat untuk menentukan. Misalnya mau 
ditaruh di Bank Muamalat  100 juta atau mau ditaruh di Bank apa 200 juta, itu 
adalah limit dan wewenang kantor pusat tapi dengan rekomendasi dari kantor 
cabang. Terus kalau mau tahu detail, mau taruh di bank mana saja, biasanya 
kami tidak banyak. Terbatas.
Peneliti : Pak, jadi rekanan investasinya terbatas?
Pimpinan: Makanya, tergantung kita dapat bisnis dari rekanan perbankan itu. 
Jadi kira-kira resiprokal bisnis, yang saling menguntungkan. Kalau bank itu 
memberikan bisnis (mengarahkan asuransi) kepada kami, kami biasanya akan 
menyimpan dana kami di sana. 
Peneliti: Pak, kalau cabang ini sendiri pernah tidak menempatkan dana, 
maksudnya mungkin memberikan rekomendasi untuk menanamkan dana di 
suatu tempat kemudian melaksanakannya?
Pimpinan: Kita memang sudah pernah meminta rekomendasi untuk membuka 
deposito di Bank Syariah Mandiri cabang Makassar, kemudian bank BNI Syariah, 
kemudian di bank BRI Syariah, sama satu lagi ke Bank Bukopin Syariah. Jadi 
yang existing di Makassar itu ada 4.
Peneliti : Sekarang, sampai sekarang berjalan seperti itu Pak?
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Pimpinan: Masih berjalan seperti itu. Kebetulan kami di sini resiprokal bisnisnya 
jalan. Mereka memberi bisnis kepada kami, kami juga menyimpan dana untuk 
deposito. Jumlahnya tidak banyak. Kadang 100 sampai 200 juta per masing-
masing bank.
Jadi kami hanya menempatkan di sana, tapi untuk keputusan apakah nanti akan 
ditutup atau ditambah, itu harus minta persetujuan di pusat.
Peneliti : Oh. Jadi ini istilahnya kalo cabang Pak hanya seperti memberikan 
rekomendasi, nanti dari perusahaan yang menyetujui ya?
Pimpinan : Betul. Kemudian diteruskan apakah nanti difollow-up atau tidak. Jadi 
pusat juga terkadang melihat kondisi keuangan apakah memungkinkan untuk 
melakukan deposito baru atau menolak permintaan atau rekomendasi dari 
cabang.
Peneliti : Kalau di cabang sendiri jalankan akad apa?
Pimpinan: Kalau disini, untuk kegiatan apa? Untuk dengan perbankannya?
Peneliti : Kalau dengan nasabah apa Pak?
Pimpinan : Kalau dengan nasabah, kita punya… 
Pimpinan kemudian masuk mengambilkan klausula akad jasindo takaful 
kemudian memperlihatkannya pada peneliti. Peneliti kemudian menelusuri 
lembaran yang diperlihatkan oleh pimpinan.
Peneliti : Menggunakan akad wakalah bil ujrah ya pak.?
Pimpinan : Iya. (Menunjuk ke klausula) Ini peraturan-peraturan dasar. Tapi 
untuk asuransi kecelakaan atau kebakaran biasanya ada tambahan-tambahan. 
Tapi nanti saya jelaskan sekalian. Jadi kan intinya kalau dalam asuransi itu kan 
namanya tolong-menolong ya. Tolong-menolong itu artinya nasabah 
menyerahkan secara ikhlas sejumlah dana untuk dibagi risikonya kepada 
pengelola untuk bila ada kerugian atas nasabah itu atau nasabah lainnya maka 
akan ditolong dengan ganti rugi. Istilahnya kalau konvensional itu premi asuransi, 
kalau dalam asuransi syariah itu istilahnya kontribusi. Jadi premi itu sama 
dengan kontribusi. Misalnya ada 100 nih premi. Jadi 50nya itu dipergunakan 
untuk sebagai dana tabarru’. Dana tabarru’ ini dalam bahasa tegasnya untuk 
membayar klaim. Dan 50 persen lagi itu sebagai haknya pengelola. Pengelola 
dalam hal ini asuransi.
Peneliti : Jadi 50 % yang merupakan haknya ini yang kemudian disalurkan untuk 
investasi ya Pak?
Pimpinan : Betul. Nanti dari 50% ini akan dibreak-down lagi, apakah nanti 
dibawa untuk investasi berapa persennya atau untuk bayar biaya manajemen 
berapa persennya atau untuk management fee untuk terhadap rekanan-rekanan 
bisnis yang sudah ada PKS (Perjanjian Kerja Sama) ya. Cuma komposisinya 
saya sendiri tidak terlalu hafal karena memang itu dari, istilahnya, dapur 
rahasianya perusahaan masing-masing. Tapi kalau ini sudah berlaku umum 
seluruhnya seperti itu.
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Peneliti : Kalau yang 50 % dana tabarru’ itu disimpan saja Pak?
Pimpinan : Nah jadi begini.. Dana tabarru’ ini bisa disimpan sebagai simpanan 
biasa, atau perusahaan ingin mengelola ini juga bisa, dikelola sebagai dana 
investasi. Cuma komponen riilnya saya sendiri tidak pernah tahu karena kami di 
cabang tidak pernah punya wewenang untuk mengetahui hal itu. Jadi bisa jadi 
begini, anggap saja pemikiran sederhananya dari 100, 50 buat dana tabarru’, 50 
buat pengelola, dari 50 dana tabarru’ itu mungkin – saya berbicara mungkin ya –
ada 20 persen yang diinvestasikan, apakah itu dalam deposito, apakah dalam 
bentuk emas atau dalam bentuk sukuk, segala macam yang syariah mungkin 
ada sekarang itu bisa. Kemudian dari 50 persen pengelola, itu bisa jadi mungkin 
diambil 5 persen atau sampai 10 persen untuk diinvestasikan juga. Sama-sama. 
Itu gambarannya. 
Kalau untuk pembagian, bisa jadi bahkan dana tabarru’ yang 50 % ini mungkin 
tidak sempat untuk diinvestasikan karena untuk membayar klaim-klaim yang 
sambil berjalan. Selama periode polis pertanggungan masih ada, dan kemudian 
memang liabilitynya masih tercover, artinya tanggung jawabnya masih tercover, 
asuransi wajib untuk membayar klaim dan bisa diselesaikan dalam waktu 7 hari 
sejak disetujuinya atau disepakatinya berapa nilai ganti rugi, maka bisa jadi dana 
tabarru’nya belum tentu tersimpan sebagai investasi. Bisa jadi. Karena memang 
semua itu situasional kan. Jadi  memang kebutuhan apakah memang akan 
digunakan atau diinvestasikan.
Peneliti : Kalau yang biasanya digunakan untuk operasional perusahaan ini 
dana ujrah ya Pak?
Pimpinan : Dari ujrah. Jadi dari awal sudah dibedakan dana tabarru’ khusus 
dana peserta, dana ujroh ya dana untuk pengelola. Jadi tidak boleh digabung. 
Harus dipisahkan.
Peneliti : Jadi kalau dana tabarru’ ini belum pasti apakah dia akan diinvestasikan 
atau tidak ya Pak?
Pimpinan : Jadi seperti ini.. bisa jadi diinvestasikan. Kalau di akhir 
pertanggungan terdapat surplus, atas kegiatan investasi dana tabarru’ berupa 
bagi hasil akan dibagikan pada peserta. Jadi dari angka 50 tadi kan 
diinvestasikan nih berapa persennya – yang seperti saya bilang saya tidak tahu 
pastinya berapa – bila memperoleh keuntungan akan ada bagi hasilnya dan akan 
dikembalikan pada peserta. Surplus atas pengelolaan dana tabarru’ ini 
pembagiannya ada. 40% dibagikan ke peserta dengan syarat dia tidak pernah 
menerima pembayaran  klaim atau tidak sedang mengajukan klaim. Apabila juga 
dia tidak membatalkan polis asuransinya…
Peneliti : Bisa jadi dibatalkan pak..?
Pimpinan ; Bisa. Bisa jadi dibatalkan. Atas permintaan nasabah atau atas 
permintaan pengelola atau asuransi.
(Melanjutkan) Terus peserta harus telah melunasi kontribusinya, artinya dia 
sudah membayar preminya.
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Lalu, surplus ini dibagikan kepada pengelola sebesar 50%, disimpan sebagai 
dana cadangan tabarru’ sebesar 10%
Peneliti : Harus selalu ada dana cadangan Pak?
Pimpinan ; Sebisa mungkin harus ada dana cadangan untuk dicadangkan bila 
nanti kalau ada untuk pembayaran klaim-klaim lanjutan yang mungkin akan 
terjadi.  Hmm. Karena begini nih anggap mungkin sekarang punya dana tabarru’ 
ada 100 pada bulan ini. Jadi kita di cabang itu selalu rekonsiliasi dengan kantor 
pusat untuk mencadangkan berapa kira-kira budgeting untuk pembayaran klaim 
selama bulan ini. Ini kan seluruh Indonesia cabangnya. Jadi setiap awal bulan 
direport berapa kira-kira yang akan kita bayar, realisasi pembayaran klaimnya. 
Nah misalnya uang yang ada sekarang cuma 100. Kita total-total selama sebulan 
ini, dari permintaan seluruh cabang Indonesia ada sekitar 110. Bisa jadi 10 yang 
kekurangan itu akan ditalangi dari sini. Nah jadi istilahnya pengelola ini 
meminjam.
Terus kemudian, soal perhitungan berapa yang diberikan pembagian 
persentase ini, ini sifatnya mengikuti – istilahnya kan ada 2 ya, ada annual basis 
sama cash basis untuk perhitungan itu – kalo kami dalam membagi surplus 
menganut cash basis. Jadi kita melihat berapa duit cash yang ada untuk selama 
satu periode, selama setahun. Kalo cashnya surplus, itu dibagikan. Kalau cash 
basisnya minus tidak dibagikan. Itu hitungnya by system. Dalam melihat cash 
basisnya ini kita melihat lagi line product asuransi. Jadi produk asuransi yang 
jenis properti sendiri, untuk marine atau kapal sendiri, jenis kendaraan bermotor 
sendiri, sudah dipisah-pisah. Cash basis surplus mana, cash basis surplus mana, 
defisit mana, defisit mana, defisit mana. Kalau yang di properti itu surplus maka 
selama 1 tahun kemudian, si peserta berhak mendapatkan bagi hasil. Terus 
misalnya yang di marine, asuransi kapal surplus maka peserta juga berhak 
mendapatkan bagi hasil. Kalau di kendaraan misalnya defisit maka peserta tidak 
berhak mendapatkan bagi hasil itu lagi.
Peneliti : Tapi umumnya Pak, akadnya berlaku untuk semua produk ya?
Pimpinan : Semua produk. Ini jadi dasar untuk semua produk. Kalau mau tahu 
jenis produk, saya ambil dulu brosur..
(Pimpinan kemudian mengambilkan brosur mengenai produk)
Pimpinan : Asuransi itu ada tiga… Asuransi kerugian atau asuransi umum, 
asuransi jiwa, dan asuransi sosial. Jadi asuransi umum hanya boleh 
memasarkan/menjual produk-produk asuransi yang berupa aset. Kemudian kalau 
asuransi jiwa hanya boleh memasarkan produk asuransi jiwa. Kalau asuransi 
sosial lazimnya diatur oleh undang-undang. Maksudnya kayak begini, seperti
Jasa Raharja di depan, dia tidak menjual produk. Tapi dia 
menyelenggarakan/menjual produk berdasarkan undang-undang yang disahkan 
tentang lalu lintas. Karena setiap kali kita perpanjang STNK kita wajib membayar 
premi untuk jika nanti terjadi kecelakaan lalu lintas. Kemudian ada asuransi 
Taspen, Tabungan Pensiun, nah itu maksudnya setiap PNS diberi kewajiban 
untuk menyimpankan dananya bila mereka pensiun untuk dapat ganti rugi nanti 
kalau mereka meninggal…. Atau Jamsostek. Jamsostek bekerja di bawah 
undang-undang ketenagakerjaan, Nah itu dia. Jadi yang berlaku itu ada tiga, 
asuransi umum, jiwa, sama sosial tadi. Dan itu tidak boleh digabungkan dalam 
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satu perusahaan. Perusahaan yang sudah mengeluarkan ijin sebagai 
perusahaan asuransi umum, dia tidak boleh menjual atau memasarkan produk 
asuransi jiwa. Begitu pun sebaliknya. Perusahaan asuransi jiwa yang sudah 
dipilih, dia tidak boleh memasang atau menjual produk asuransi umum. Produk 
yang kami jual di sini adalah produk-produk asuransi umum.
Peneliti : Oh begitu Pak. Kalau misalkan perusahaan Asuransi Syariah Takaful. 
Pernah dengar pak? Dia kan ada 2, tapi terpisah.
Pimpinan : Itu kan labeling atau brand name aja. Jadi yang untuk menjual 
produk asuransi umumnya adalah PT Asuransi Takaful Umum. Kalau untuk 
brand name yang asuransi jiwa, PT Asuransi Takaful Keluarga. Tapi dia otoritas 
berdiri pada manajemen masing-masing walaupun mungkin dia satu holding 
company.
Peneliti : Oh. Kebetulan Jasindo Takaful ini sendiri asuransi kerugian memang 
Pak ya?
Pimpinan : Kerugian… Hanya yang asuransi umum dijual/yang dipasarkan. Jadi 
kita tidak boleh memasarkan produk asuransi jiwa.
Itu sudah ada gambaran sih sebenarnya kalau mau tentang alokasi surplusnya, 
mudharabahnya…
Peneliti : Oh.. Kalau buat akadnya sendiri Pak, antara ini perusahaan asuransi 
sama yang dipercayakan kelola dana itu pakai akad Mudharabah yah..?
Pimpinan : Iya. Kita Mudharabah juga.
Peneliti : Oh iya pak. Jadi sebenarnya ini yang diketahui cabang hanya
pedoman investasi secara umum, untuk yang lebih detailnya lagi misalnya 
perizinan-perizinan alokasi investasinya yang seperti Bapak bilang tadi, 
sebenarnya lebih berwenang yang pusat ya?
Pimpinan : Ya. Tepatnya itu ada namanya Divisi Pendanaan dan Investasi. Dia 
yang punya hak untuk mengelola dana-dana premi tadi itu untuk diinvestasikan 
ke mana dan dalam bentuk apa. Itu yang punya wewenang. Jadi kalau kami di 
cabang hanya menjalankan saja dan memberikan rekomendasi untuk boleh tidak 
kami untuk buka deposito di salah satu bank rekanan bisnis yang tentunya dapat 
resiprokal bisnis juga. Begitu. Jadi kalau detail tentang penelitiannya adek ini tadi 
kalau mau tahu tentang sistem pengelolaannya seperti apa bentuknya kemudian 
bagaimana pengujian hasilnya. Kalau bertanya kebetulan dengan saya atau 
meneliti di sini saya rasa sih kurang pas. Karena kami disini memang tidak punya 
hak untuk mengelola investasi dari kontribusi-kontribusi preminya. Begitu. Tapi 
secara umum ya mungkin bisa dapat gambaran kami hanya.. Ya boleh minta, 
tapi nanti dikasihnya tidak banyak. Kami boleh cari tempat, tapi monitor dan 
hasilnya tetap itu punyanya perusahaan.
Peneliti : Jadi kalau cabang memang tidak ada haknya...
Pimpinan : (Menyambung) Untuk menentukan punya. Misalnya maunya dengan 
bank syariah A. Tapi kalau untuk pecah-pecah dalam bentuk apa, tidak bisa.
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Peneliti : Untuk pendapatannya sendiri Pak. Misalkan ini cabang mau mengakui 
pendapatan. Biasanya itu diketahui dari pusat…?
Pimpinan : Dari pusat, nanti mungkin dinotakan di cabang. Jadi kan kita 
biasanya ada penotaan bahwa ini jadi pendapatan cabang. Silahkan dibukukan. 
Kalau untuk pendapatan, ya bagi hasil.
Peneliti : Hmm. Jadi saya bisa simpulkan cabang lebih berfokus pada 
pemasaran.
Pimpinan : Jadi memang dalam konsep kami kantor cabang hanya menjual 
produk asuransi untuk mendapatkan premi atau kontribusi. Semua pengelolaan 
investasi, semua limit dan kebijakan baik mengenai akseptasi dan klaim itu 
semua oleh kantor pusat tapi dengan limit-limit tertentu. Jadi… Agak bergeser 
sedikit ya… Jadi untuk akseptasi ini apakah cabang  boleh mengapprove atau 
menerbitkan polis asuransi itu punya limit juga. Jadi misalnya cabang Makassar, 
misalnya ada yang mau mengasuransikan, anggaplah seperti pom bensin di 
sebelah itu masih limitnya kami. Tapi kalau untuk penutupan asuransi kebakaran 
seperti Mall Ratu Indah itu sudah milik kantor pusat. Begitu. Itu di luar pendanaan 
kalau berbicara secara teknis di akseptasi. Begitu juga kalau berbicara masalah 
klaim misalnya ada mobil yang datang melapor kejadian, misalnya kerusakannya 
besar dan cukup parah itu limitnya perusahaan. Tapi kayak misalnya 
kerusakannya kecil, keserempet, bengkok-bengkok sedikit, itu masih limit kantor 
cabang. Nah kalau untuk pengelolaan investasi itu sendiri seperti yang saya 
jabarkan tadi.
Peneliti : Oh begitu Pak. Kalau untuk pengelolaan klaim sendiri, cabang ini juga 
punya wewenang, maksudnya kalau nasabah ini….
Pimpinan : Misalnya ada nasabah yang datang melapor, dia lanjut mengklaim, 
misalnya mobil. Misalnya datang, kita lihat kondisinya, lalu kita arahkan, kita 
rekomendasikan ke bengkel rekanan, bengkel rekanan menghitung kembali 
berapa estimasi perbaikannya. Kalau dia misalnya di bawah Rp 10 juta atau 
sebesar itu, itu masih limitnya kantor cabang. Tapi kalau di atas 10 juta itu sudah 
limitnya kantor pusat.
Tergantung. Apakah itu klaim asuransi kebakaran, apakah itu klaim asuransi 
kecelakaan, itu berbeda-beda. Itu pengaturan untuk tiap produk berbeda-beda 
untuk cabang menyelesaikan klaim.
(Menjelaskan dan menunjukkan klausula akad)
Jadi kalau seperti pub atau tempat diskotik pasti kita tidak akan cover. Yang 
mengandung unsur maksiat atau ketidakjelasan  tidak akan kami cover. Seperti 
beberapa hotel besar yang menjual minuman keras itu kami tidak cover, yang 
cover itu PT Jasindo yang konvensional. Jadi perusahaan juga memilih-milih 
resiko yang akan dicover.
Peneliti : Kalau Jasindo Takaful  di cabang Makassar sudah berdiri berapa lama
Pak..?
Pimpinan : Kalau asuransi Jasindo persero sendiri berdiri itu pada tahun 1976. 
Cuma untuk Jasindo Takaful di Makassar mulainya tanggal 1 Mei 2010. Baru 
berjalan hampir 3 tahun. Saya sebenarnya di Jasindo konvensional tapi saya 
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kemudian ditugaskan di Jasindo Takaful, sampai sekarang. Dari 1 Mei 2010, tapi 
baru jalan bulan Juni. Kalau dari portofolio bisnisnya sendiri ya lumayan, bagus, 
se-Sulawesi Selatan. Kita punya rekanan-rekanan perbankan juga banyak. Bank 
Syariah juga buka cabang banyak mulai dari Mamuju, Palopo, Pare-pare, Bone, 
itu banyak. Walaupun mungkin jenis produk yang mereka minta itu berbeda-
beda, tapi mayoritas produk yang nasabah minta dari perbankan syariah itu 
Asuransi Kebakaran. Karena tergantung agunan dari nasabah banknya. Kalau 
yang menjadi jaminan dari nasabah banknya itu kapal, yang diasuransikan 
kapalnya. Kalau yang dijaminkan pabrik, yang diasuransikan pabriknya. Tapi 
tidak menutup kemungkinan untuk asuransi sesuai dengan kemauan 
nasabahnya sendiri, apakah dia mau yang syariah atau mau yang konvensional. 
Jadi kita memberikan opsi, kalau dari nasabah yang menelpon atau yang datang, 
nanti kita jelaskan apakah konvensional atau syariah, dengan konsekeuensi-
konsekuensi tertentu dan keuntungan atau kekurangan tertentu, jadi bebas.
Peneliti : kalau tidak salah saya pernah dengar Jasindo Takaful itu secara 
nasional pernah juga dapat penghargaan ya Pak?
Pimpinan : Kebetulan setiap tahun untuk beberapa tahun terakhir kami
mendapat penghargaan. Kalau kita itu masih unit asuransi syariah. Jadi kita 
sekarang masih di bawah PT Asuransi Jasa Indonesia, Persero. Kalau sekarang 
itu di kompetisi pasar banyak sekali, perusahan-perusahaan asuransi 
konvensional yang membuka unit asuransi syariah. Tapi kita sih sudah wacana, 
bukan juga wacana sih, tinggal menunggu waktu, menunggu momentum. Jadi 
kita akan berdiri sendiri, nanti kategorinya naik ke perusahaan umum syariah. 
Jadi Asuransi Jasindo Takaful ini naik jadi anak perusahaan Asuransi Jasindo, 
Persero. Sudah disahkan dari pihak dewan komisaris, dari pemerintah untuk 
segera dipisah. Kebetulan kita BUMN, jadi pengawas kita dan komisaris kita ya 
kementerian BUMN. Secara angka, Jasindo Takaful masuk rating pertama tahun 
2011. Kalau 2012 belum ada, belum keluar. Nanti mungkin pertengahan tahun 
2013.
Peneliti : Jadi kalau produk-produknya dan operasinya Jasindo Takaful  itu 
sendiri apakah diawasi oleh dewan pengawas syariah Pak?
Pimpinan : Ada. Dewan pengawas syariah ada.
Peneliti : (Menanyakan mengenai struktur organisasi Jasindo dan Jasindo 
Takaful cab Makassar serta Jasindo pusat)
Pimpinan : (Menggambar struktur organisasi lalu menerangkan)
Kebetulan saya masih ada hubungan dengan supervisi saya. Takaful cab. 
Makassar ini dibawah supervisi oleh kepala cabang Jasindo Makassar. Asuransi 
Jasindo Persero ini untuk supervisi penjualan. Tapi untuk urusan intern, perihal 
akseptasi, klaim, akuntansi, soal penandaan investasi, mintanya ke Unit Takaful 
Pusat, bukan ke kepala cabang. Dia yang tentukan. Jadi mengapa saya bilang di 
sini supervisi penjualan karena secara hierarkis limit dan wewenang keputusan 
semua tidak ada di sini (Kepala cabang Jasindo Makassar), tapi di sini (Unit 
Takaful). Beda mungkin nanti kalau sudah split-off, ada  kepala divisi-divisi.
Peneliti : Jadi untuk pemisahan sebagai anak perusahaan yang berdiri sendiri 
sudah wacana ini ya Pak?
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Pimpinan : Bukan wacana sih, kalau wacana sudah dari dulu. Sudah ada 
rekomendasi untuk segera direalisasikan, cuma gongnya kapan itu tergantung 
kesiapannya kita. Mungkin dari cabang Makassar nanti ditanyakan infonya 
bagaimana, kayak misalnya analisis pasarnya bagaimana. Begitu gambarannya 
kira-kira secara umum.
Peneliti: Jadi yang bisa dikeluarkan oleh cabang ini hanya kebijakan umum ya 
pak?
Pimpinan : Iya. Cuma begitu saja. Jadi memang dibatasi. Yang pertama hanya 
untuk menjual produk, terus wewenang dibatasi. Begitu, kebijakannya di cabang. 
Tapi saya yakin di semua (perusahaan) asuransi juga sama. Karena memang 
semua kantor cabang itu menjual produk, tidak memikirkan strategi, investasi 
juga, untuk memikirkan strategi produk yang harus dibuat. Kalau seperti Asuransi 
Takaful itu murni perseroan terbatas, perusahaan asuransi syariah. Kalau di 
kami, masih divisi. Itu saja. Kalau mau berbicara soal pangsa pasar, soal bisnis 
masih bersainglah.
Peneliti : Itu Pak sendiri mengenai pendapatannya, untuk pendapatan-
pendapatan seperti surplus investasi dan lain-lain, cabang ini cuma menerima 
berupa uang ya Pak, terus…
Pimpinan : (segera menyambung) Menyalurkan. Jadi kayak yang saya bilang 
tadi, bagi hasil, alokasi surplus tadi sudah dihitung secara sistem, nanti memang 
kalau di Cabang Makassar ada yang berhak menerima, jadi nanti akan dikirimkan 
surat ke cabang untuk diteruskan kepada nasabah. Nah, setelah dikirim ke 
nasabah, nasabah sign setuju dan dia menuliskan nomor rekeningnya itu nanti 
akan dikembalikan lagi ke pusat dan dia yang akan mentransfer langsung ke 
nasabah. Jadi cabang tidak ikut.
Peneliti : Oh. Jadi kalau untuk masalah keuangan, cabang tidak banyak 
mengetahui ya Pak?
Pimpinan : Kalau untuk incar secara langsung mengenai keuangan atau
menentukan, tidak. Tapi meneruskan dan mengurus administrasi, iya. Misalnya 
ada kontribusi masuk dari salah satu bank atau dari  nasabah datang. Kita kan 
akan membukukan ke salah satu  rekening bank syariah kita. Nanti kita pakai cek 
atau bilyet giro, nanti transfer dana itu ke pusat. Itu administrasinya, artinya itu 
sesuatu yang sifatnya biasa dan rutinitas. Jadi, tidak strategis.
Nah, dalam hal kalau mau mengetahui soal mekanisme pendistribusian alokasi 
surplus tadi, jadi nanti dengan sistem saja, sudah ada peringatan selalu. Jadi 
kami yang di cabang tidak perlu mengusulkan tapi sudah sistem – Oh, per hari 
ini, yang berhak mendapatkan alokasi surplus ada, misalnya cabang Makassar 
ada 1. Ya sudah, by system nanti diprint satu surat pengantar untuk ke cabang, 
satu untuk ke nasabah. Jadi kami dari cabang mengantarkan ke nasabah, 
nasabah yang sign langsung, nanti itu dikirim ke pusat, bukti bahwa dia sudah 
terima nanti tinggal tunggu saja transfer dari sana. Cabang ini meneruskan dan 
membukukan secara administrasi, filing.
Peneliti : Jadi yang bagian cabang ini tidak mengelola keuangan ya Pak?
Pimpinan : Tidak. Tidak mengelola..
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Peneliti : Terus kalau manajer keuangan kantor cabang Jasindo hubungannya 
dengan Takaful bagaimana Pak?
Pimpinan : Jadi misalnya kalau untuk inkaso, seperti saya bilang ini, kalau 
mungkin untuk menagih kontribusi, yang membuat surat adalah manajer 
keuangan. Jadi misalnya nasabah sudah mau membeli suatu produk, 
asuransinya sudah jadi, sudah terima, manajer keuangan yang akan membuat 
surat tagihan.
Peneliti : Akuntansinya masuk juga ke manajer keuangan ya Pak?
Pimpinan : Masuk. Jadi di sistem kami ada dua menu. Jadi untuk menu di sistem 
kami ada yang Takaful, ada yang khusus konvensional.
Peneliti : Walaupun akuntansinya ini dilakukan oleh manajer keuangan, jelas 
tetap beda..
Pimpinan : Basis komputerisasinya beda, tapi bisa dilakukan oleh manajer 
keuangan ini dengan punya dua akun tadi. Tanda tangan cek premi yang akan 
dikirim ke pusa juga biasanya dilakukan oleh manajer keuangan.
Peneliti : Jadi misalnya untuk Takafulnya sendiri tetap juga diketahui sama 
pusat?
Pimpinan : Ya, betul, tetap diakui sendiri juga.
Peneliti : Kalau bagian akseptasi Pak itu untuk pemasaran produk ya?
Pimpinan : Oh, kalau ini adalah bagian analisis resiko. Kalau klaim itu ya khusus 
klaim. Karena klaim itu ada yang sangat sederhana dan ada yang paling 
complicated. Kebetulan Mall Ratu Indah ini ditanggungkan sama kami, Jasindo 
Takaful. Yang masalah kebakaran di Black Canyon  2 minggu lalu, itu 
complicated masalahnya, tidak gampang. Karena nilai estimasi kerusakan itu 
juga cukup besar, ratusan juta rupiah. Jadi, kebetulan saya handle saja 
langsung. Tergantung sifat kesulitan pekerjaan lah untuk berbagi mana yang ke 
bawahan, mana yang ke saya, dan mana yang sampai saya perlu orang dari 
pusat.
Peneliti : Oh, begitu. Jadi seandainya saya mau meneliti Pak, paling yang bisa 
saya dapat hanya mengenai kebijakan umum ya Pak?
Pimpinan : Yah, yang itu saja. Jadi, kalau berbicara soal pengelolaan investasi, 
seperti saya bilang tadi. Hampir sedikit sekali kemungkinannya yang bisa didapat 
kalau mau mencari dan meneliti tentang bagaimana pengelolaan investasi di 
cabang Makassar.
Peneliti : Kalau mekanisme bagi hasilnya sendiri ada sedikit banyak tahu kalau 
cabang Pak?
Pimpinan : Seperti saya bilang, sifat kita itu cash basis. Jadi yang tahu cuma Unit 
Usaha Takaful. Karena, sekarang misalnya cabang ini di Makassar dapat 
pendapatan kontribusi selama satu tahun misalnya 100, dari seluruh cabang 
yang ada di Indonesia ini total misalnya 1000, disini dari 100 itu, hanya ada klaim 
misalnya 10 (artinya cuma 10%), tapi ada di cabang lain yang klaimnya 500, 
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padahal dia Cuma kasih kontribusi 100, kan kita tidak tahu bisa seperti itu. Jadi 
cabang sendiri tidak bisa memonitor berapa pergerakan cash basisnya itu. Saya 
kasih contoh gamblang yang sangat riil-lah, jadi cabang di sini tidak bisa 
memonitor berapa jumlah surplus atau defisit. Jadi, tinggal tunggu saja email 
atau surat bahwa cabang ini, untuk jenis line business ini, surplusnya segini. 
Untuk nasabah ini dapatnya segini. Begitu. Yang pasti harus di atas Rp 30.000,- , 
sesuai dengan ketentuan.
Peneliti : Jadi cash basis ya Pak, bukan annual.
Pimpinan : Iya. Terus kalau angkanya di bawah Rp 30.000,- akan dizakatkan. 
Saya juga tidak tahu lembaga penerimanya. Jadi ibarat kata diikhlaskan dan 
direlakan saja untuk disalurkan ke lembaga penerima zakat. Tapi nasabah nanti 
pasti dapat notifikasinya, surat.
Peneliti : Kalau dananya sewaktu-waktu misalnya di tengah perjalanan asuransi 
misalnya peserta mau minta kembali dananya apakah akan dikembalikan?
Pimpinan : Kontribusinya minta dikembalikan, bisa. Tapi kan dia nanti, yang 
pertama dia tidak akan pernah mendapatkan bagi hasil surplus, terus jumlah 
pengembaliannya itu sifatnya proporsional. Misalnya dia dicover, dia punya deal
mau diasuransikan selama 1 tahun dari tanggal 1 Januari 2012 sampai 1 januari 
2013. Terus kemudian dia sudah berjalan sampai tanggal 28 Februari, anggaplah 
misalnya mobilnya dijual, dia tidak lagi punya hak untuk asuransi mobilnya. Nah, 
dia minta kontribusi yang dia bayarkan selama setahun tadi dikembalikan. Nah, 
perhitungannya nanti tinggal hitung periode hari. 1 tahun kan 365 hari. Jadi sisa 
hari dari tanggal 29 Februari sampai 1 Januari 2013 dibagi 365 hari dikali berapa 
jumlah premi yang dia bayawkan pada awalnya.
Peneliti : Jadi yang sudah berjalan itu tidak mungkin dikembalikan ya Pak?
Pimpinan : Jadi dia berhak mendapatkan pengembalian premi itu kalau dihitung 
harinya dari tanggal 29 Februari sampai 1 Januari 2013 dibagi 365 hari dikali 
premi yang sudah dia bayarkan. Itulah yang dikembalikan. Jadi berdasarkan
resiko berjalan, apakah ada klaim atau tidak ada klaim, untuk periode Maret 
sampai Desember tetap berhak dikembalikan.
Tambahan, skema perhitungan antara asuransi umum dan asuransi jiwa itu 
beda. Kalau asuransi jiwa, kontribusi atau premi yang disetor nasabah itu ada 
komponen fee basicnya, ada komponen investasinya, ilmunya lain pokoknya. 
Jadi, di jiwa dan di umum itu kalau mau dibilang kayak mata uang, berbeda. 
Memang sama-sama asuransi, tapi detail dan teknisnya jauh berbeda. Jadi 
makanya ahli profesi asuransi jiwa dan asuransi umum masing-masing berbeda. 
Jadi, keilmuannya lain. Tapi, konsep dasar tentang prinsip-prinsip asuransi masih 
sama.
Peneliti : Tapi rata-rata sistem yang dijalankan perusahaan asuransi umum Pak 
di Indonesia keseluruhannya begitu memang Pak? Yang pengembaliannya 
hanya berhak didapat untuk periode sisa pertanggungan seperti yang Bapak 
jelaskan ya Pak?
Pimpinan : Seperti itu. Sekalipun syariah. Mekanisme pengembalian kontribusi
dihitung secara proporsional. Kita berbicara secara adil-adilnya, resiko yang 
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sudah berjalan dia tetap harus bayar, resiko yang belum berjalan, itulah yang kita 
kembalikan.
Peneliti : Berarti kalau sudah habis masa pertanggungannya, anggaplah 
misalnya 5 tahun, berarti nasabah sudah tidak ada lagi hubungan dengan 
perusahaan asuransi Pak?
Pimpinan : Begini, kalau untuk jangka waktu pertanggungan di dalam asuransi 
umum itu hampir sebagian besar per annum atau per tahun. Jadi kalau asuransi 
mobil hanya dicover 1 tahun. Kalau memang tahun depan nasabah masih mau 
diasuransikan atau pihak asuransi masih mau mengasuransikan akan 
diperpanjang lagi polis asuransinya. Tahun depannya lagi begitu.
Peneliti : Tapi dengan catatan dia bayar premi lagi.
Pimpinan : Dia akan bayar premi lagi. Jadi, bedanya di asuransi umum dan 
asuransi jiwa, jangka waktu pertanggungannya kalau di asuransi umum itu per 
tahun, kalau di asuransi jiwa itu jangka panjang, begitu. Itu bedanya. Karena di 
asuransi umum itu kenapa dia hitung per tahun itu terkait dan terikat dengan 
reasuransi. Reasuransi itu penanggung ulang. Bahasa gamblangnya nasabah 
individual mengasuransikan asetnya kepada perusahaan asuransi. Perusahaan 
asuransi kembali mengasuransikan nasabah individual itu tadi dengan 
mensesikan atau membagi secara resiko kepada perusahaan reasuransi.
Jadi kan prinsipnya asuransi itu transfer resiko. Transfer resiko itu membagi 
resiko tidak hanya ditanggung oleh satu perusahaan asuransi, dibagi, sehingga 
bila nanti terjadi kerugian atau klaim yang sifatnya katastropik (meluas, besar, 
`dan nilai kerugian cukup besar) tidak akan membuat satu perusahaan asuransi 
itu bangkrut. Jadi, sharing resiko. Nah, sehingga dengan keterikatan antara 
asuransi dan reasuransi, mau tidak mau kapasitas jangka waktunya hanya 
setahun-setahun. Nanti setiap tahunnya akan diperbarui. Nah perusahaan 
reasuransi kalau di Indonesia itu ada 4. Nah kalau berbicara yang soal syariah, 
reasuransinya pun sudah syariah. Jadi, makanya saya bilang tahapnya sudah 
beda. Jadi untuk mencari backup reasuransi itu juga harus yang syariah. 
Kalau sepengetahuan saya dan apa yang saya dalami selama ini, kami paling 
kalau untuk penempatan dana investasi itu pasti yang tujuannya dengan syariah. 
Bank syariah. Kalau tidak salah bursa efek juga sudah ada yang syariah.
Peneliti : Jadi yang bisa saya simpulkan, paling Bapak cuma berhak
mengusulkan investasi di sini tapi buat implementasinya sendiri cuma pusat yang 
jalankan.
Pimpinan : Cuma pusat yang jalankan dan saya hanya merekomendasikan kira-
kira penempatan seperti apa dan di bank syariah apa. Itu saja. Tapi dengan 
catatan yang kita tempatkan disana itu punya resiprokal bisnis. Contoh 
gamblangnya begini, dengan perbankan syariah di sini, kita ada perjanjian kerja 
sama, karena namanya bank itu juga kan menjual kredit, menawarkan kredit. 
Hubungannya adalah mereka menjual kredit, mereka butuh asuransi untuk 
mengcover jaminan kreditnya. 
Peneliti : Tempat tanamkan investasinya Pak ada juga yang ke saham 
perusahaan-perusahaan juga ya?
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Pimpinan : Kalau yang di Makassar ini saya bilang Cuma ada 5 bank syariah. 
Sudah, itu saja. Kalau ke perusahaan-perusahan (misalnya saham), yang 
berjangka, yang future, tidak boleh. Terus kalau yang kayak sekuritas, tidak 
boleh. Hanya boleh di situ saja. Jadi memang jenis investasinya sangat lazim lah 
ya. Low risk lah. Amanlah. Tidak termasuk jenis investasi yang resiko tinggi. 
Kami sendiri di bawah bendera PT Asuransi Jasindo, anak perusahaan juga
banyak, mulai dari lini asuransi ada, property ada, pengelolaan broker ada. Jadi 
anak perusahaan juga banyak.
Jadi penempatan investasi memang hati-hati. Apalagi kalau Jasindo Takaful 




Waktu : 11 Desember 2013
Pukul : 10.00 – 12.00
Narasumber : Manajer keuangan Unit Usaha Takaful (UUT) PT. Asuransi 
Jasindo Pusat, Jakarta (Pak Imam)
Peneliti : Pak, akad apa yang digunakan UUT dalam pengelolaan 
asuransinya?
Narasumber    : Akad yang digunakan adalah wakalah bil ujrah bil mudharabah. 
Itu nanti ada di lampiran polis.
Peneliti : Oh wakalah bil ujrah Pak? Oh, bukan dalam klausula akad? 
Saya kayaknya pernah lihat.
Narasumber : Iya itu. Jadi, wakalah bil ujrah adalah peserta mewakilkan 
kepada Jasindo Takaful untuk mengelola dana, kemudian bil 
ujrah itu dengan memberikan upah kepada pengelola. Nah 
porsinya masih 50-50 sekarang itu tapi tetap dikaji jika ada 
kemungkinan perubahan.
Dana tabarru’ ini dipergunakan untuk membayar klaim, 
reasuransi, cadangan, sama ujrah pengelola, ketemulah ini 
surplus underwriting. Sedangkan ujrah operator atau perusahaan 
ini adalah untuk biaya komisi/akuisisi, administrasi umum, 
pemasaran, litbang, dan lain-lainlah, pokoknya selain reasuransi 
sama klaim.
Dalam perhitungan laba rugi perusahaan ada kontribusi bruto 
yaitu jumlah premi kotor, kemudian dikurangi dengan ujrah 
pengelola dan bagian reasuransi, juga dikurangi dengan 
penyisihan kontribusi yang belum menjadi hak. Nah.. Kontribusi 
biasanya tidak kemudian menjadi pendapatan semua. Yaitu 
pendapatannya dibagi secara proporsional sesuai dengan jumlah 
hari penanggungan. OJK menamakan ini sebagai daily basis, 
yaitu per 365 hari. Kalau dulu perhitungannya itu selalu 40% 
yang menjadi pendapatan premi yang belum menjadi hak. Ini 
sangat lemah. Asuransi konvensional yang memakai ini juga 
sekarang sudah menuju ke daily basis.
Peneliti : Berbeda sekali ya Pak antara asuransi jiwa dan asuransi 
umum? Kalau pada asuransi umum, preminya biasanya pada 
akhir periode habis, kalau pada asuransi jiwa, ada dari preminya 
yang bisa kembali.
Narasumber : Karena pada asuransi jiwa, dananya dibagi 2 menjadi 90-10. 
Yang 10 menjadi premi resiko, yang 90 menjadi tabungan. Yang 
balik ini nanti 90, sedangkan yang 10 untuk saling menyantuni.
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Kemudian akad wakalah bil ujrah ini sebenarnya saling 
menyantuni yah, lalu ditambah lagi bil mudharabah.
Premi itu kan dikumpulkan dalam dana tabarru’, ini kan 100%, 
50% untuk perusahaan. Ketika terjadi musibah, peserta disantuni 
dari kumpulan dana umat ini, bukan dari ujrah perusahaan yang 
memang sudah dilimpahkan, kalau ini untuk bayar gaji saya, 
sewa ruangan. Nanti ada surplus underwriting atau laba ruginya 
peserta. Jadi laporan ada dua, yaitu laporan laba rugi dan 
laporan surplus underwriting dana tabarru’. Nanti ketika terjadi 
surplus underwriting, masih akan dibagi lagi, kalau disini 50% 
untuk Jasindo, 40% untuk pemegang polis, 10% untuk cadangan 
dana.
Peneliti : Terus untuk pengakuan kontribusinya Pak, apakah dia diakui 
sebagai pendapatan pada saat diterima uangnya atau pada saat 
penutupan?
Narasumber : Pada saat penutupan, jadi pengakuan pendapatan preminya 
adalah secara akrual, tapi kalau pembagian surplus 
underwritingnya harus diakui secara cash basis.
Peneliti : Terus kalau perhitungan preminya sendiri bagaimana Pak?
Narasumber : Disimulasi. Jadi ketika suatu bangunan dinilai 1M, misalnya 
minta premi 100 juta, rupanya nanti harus bayar reasuransi dan 
cadangan itu 60 juta, nah ini rugi karena ada alokasi dana 
tabarru’ sebesar 50 juta. Berarti ratenya harus dinaikkan. 
Pokoknya penentuan preminya benar-benar sudah BEP.Jika 
memang tidak mungkin, maka nisbahnya diubah menjadi 40-60 
atau 30-70. Jadi sudah diakomodir dalam akad yang baru dalam 
hal memperimbangkan kondisi pasar reasuransi, maka 
dimungkinkan mengubah nisbah, tidak 50-50 lagi. Ketika 
risikonya tinggi kita kasih dana umatnya yang tinggi tapi jika 
risikonya rendah bisa jadi juga 70-30.
Jadi sejauh ini pengakuan kontribusinya adalah akrual. 
Peneliti : Pak, pendapatannya yang diterima perusahaan asuransi selain 
ujrah sama bagi hasil, ada lagi tidak Pak?
Narasumber : Ada itu yang namanya hasil underwriting rupa-rupa. Kayak 
misalnya pendapatan polis. Tapi itu termasuk kecil lah.
Jangan lupa, ada juga pendapatan pengelolaan investasi dana 
peserta. Sama hasil investasi dari dana ujrah itu sendiri. Jadi ada 
lima.
Peneliti : Terus Pak ini kan ceritanya misalnya ada dana 100 nih, dibagi 50 
ujrah dan 50 tabarru’, apakah kedua bagiannya diinvestasikan?
Narasumber : Dua-duanya diinvestasikan. Kalau hasil investasinya dana ujrah 
ini menjadi sepenuhnya pendapatan perusahaan. Tapi kalau 
hasil investasi dana tabarru’, dibagi 50-50 lagi.
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Peneliti : Terus kalau dana tabarru’nya sendiri dikelolanya ada bagian 
yang diinvestasikan ya? Kalau ada surplusnya dibagi 3 ya?
Narasumber : Ya. Bisa saja juga tidak dibagi 3, misalnya mau masuk tabarru’ 
saja boleh. Tapi selama ini Jasindo menjalankan yang 3 itu. Jadi 
pembagian 50-40-10.
Peneliti : Terus Pak terkait dengan pengelolaan asuransinya, biaya-biaya 
apa saja yang dikeluarkan ini Pak?
Narasumber : Sesuai dengan rincian di laporan laba rugi. Ujrah dibayar ini 
maksudnya reasuransi. Kalau komisi itu maksudnya komisi direct, 
buat agen yang mencari nasabah. Jadi memang agak unik. Kalau 
di konvensional itu, ketika placement reasuransi malah dapat 
komisi. Kalau di syariah kan nggak, justru menempatkannya itu 
sambil memberi ujrah ke reasuransi, jadi kalau 100 ini dibagi 50-
50, kalau menempatkan reasuransi berarti tabarru’-nya kasih 
upah ke reasuransi, jadi mengalir dua-dua. Namun ada beberapa 
reasuransi yang masih menggunakan gaya konvensional, 
seharusnya yang timbul biaya malah jadi pendapatan, karena dia 
memberi ke kita. 
Peneliti : Pakai reasuransi apa ini Jasindo Takaful pak?
Narasumber : Ya, bisa dalam negeri, bisa luar negeri. Itu sudah syariah, tapi 
kapasitasnya masih kecil, kalau kita dikasih bisnis pesawat ya 
belum mampu karena backupnya belum ada, kalaupun kita 
terima ya di reasuransi konvensional lagi nanti. Ya baliknya ke 
hukum agrurah bil mahdhurot. Memang kalau harus, jika tidak 
ditutup dari mahdhurot, bagaimana supaya industri itu kita 
accept? Kalau masih ada pilihan lain ya kita tidak mau. Secara 
objek kan tetap syariah, tapi kapasitas kita tidak ada.
Peneliti : Soalnya Pak saya pernah dengar dari dosen, kalau reasuransi 
rata-rata belum ada yang terlalu syariah.
Narasumber : Sudah sekarang, cuma kapasitas treaty-nya memang masih 
kecil, kalau untuk industry retail masih bisa. Tapi kalau marine 
kita belum ada, masih kasih ke konvensional.
Peneliti : Terus untuk transaksi-transaksinya, pengungkapan apa yang 
dilakukan Pak?
Narasumber : Untuk pengungkapan sebagaimana yang tertera di PSAK 108 
harus kita patuhi, misalnya gross premium return ini terdiri dari 
bisnis apa saja, ini harus diungkap, misalnya dari kebakaran atau 
dari kendaraan bermotor. Dan kebetulan kita bukan jiwa, jadi 
tidak harus ungkap investasi.
Peneliti : Oh, begitu Pak?
Narasumber : Iya, ini kan bukan dana syirkah temporer yang dititip oleh 
nasabah tapi ini seluruhnya menjadi premi risiko. Jadi tidak harus 
diungkap.
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Peneliti : Sebenarnya dana syirkah temporer itu apa sih Pak? Saya tidak 
mengerti.
Narasumber : Dana syirkah temporer itu adanya di asuransi jiwa, jadi nggak 
ada di sini. Kalo di jiwa, dia diungkapkannya di neraca. Tapi 
kalau di kita tidak ada, karena tidak ada unsur tabungannya. 
Artinya tabungan yang disetor oleh nasabah itu menjadi 
kewajiban. Kalau di bank, itu dana pihak ketiga, nah sama juga 
dia sebenarnya itu dana syirkah temporer di bank syariah, cuma
akadnya itu al-mudharabah.
Peneliti : Oh. Iya Pak. Terus Pak kalau untuk jurnal umumnya boleh saya 
lihat Pak?
Narasumber : Kalau jurnalnya sendiri ada di sistem. Tapi kalau untuk 
rancangan jurnalnya bisalah saya kasih. Jadi seperti ini.. (lalu 
menjelaskan dengan menulis di belakang laporan keuangan 
Jasindo Takaful 2011 dan 2010).
(menuliskan jurnal pada saat terbit polis)
(menuliskan jurnal pada saat pembayaran)
Jadi uang yang diterima oleh cabang akan dikirimkan ke pusat, 
pusat akan memindahkan uang ini dengan bikin bank kredit atau 
payment.
Disini memang jurnalnya diakui dulu 100%dulu, lalu dibagi 50% 
ke pengelola.
Peneliti : Kalau untuk biaya administrasinya Pak, dia sudah masuk disini 
Pak (jurnal yang ditulis pertama), atau dia dijurnal lagi?
Narasumber : Polis? Ini isinya timbul tiga Neng. Jurnal tadi kan sederhananya. 
Ini kalau saya kembangkan, isinya begini: piutang kontribusi 
(debet), kreditnya ada pendapatan polis, pendapatan materai, 
sama pendapatan kontribusi. (Oh iya pendapatan underwriting 
lain di laporan tahun 2012 sudah masuk di dalam pendapatan 
pembagian surplus underwriting).
Peneliti : Jasindo Takaful ini ada rencana untuk spin-off ya Pak? (berdiri 
sendiri)
Narasumber : Kalau menurut business plan itu tahun 2015. Kalau disetujui 
menteri. Dan sesungguhnya memang walau unit bisnis strategik, 
sudah menggambarkan selayaknya perusahaan karena 
melakukan kegiatan sebagaimana di pusat juga lakukan.
Pak Imam : (Membahas mengenai bukti-bukti transaksi)
Narasumber : Jadi sekarang itu tidak ada entry jurnal secara manual Pak? 
Tidak ada di print out jurnalnya?
Pak Imam : Tidak, tidak ada. Yang ada itu jika melakukan pembayaran.
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Jika dijurnal tidak melalui polis, ada namanya MI, yaitu memo 
internal, ada BD (Bank Debet), ada BK (Bank Kredit). Kalau yang 
transaksi tunai, ada Kas Debet (KD) dan Kas Kredit (KK).
Hari Kedua Penelitian
Waktu : 12 Desember 2013
Pukul : 10.00 – 12.00
Narasumber : Pak Imam, manajer keuangan Unit Usaha Takaful (UUT) PT. 
Asuransi Jasindo Pusat (Jakarta)
Narasumber : Kalau timbul klaim, keluarnya nota debet klaim. Kalau klaim itu 
jurnalnya itu Beban klaim (debet) dan Utang klaim (kredit).
Jadi untuk nota debet yang dicetak ada premi, komisi, klaim, dan 
sundries (sundries itu adalah biaya polis).
Nah, kalau selain ini berarti dia pakai mekanisme bank, yamg 
untuk pembayaran itu pakai bukti bank. Macam bukti memorial 
lah, tapi yang meneerbitkan bukan orang akuntansi, tetapi dari 
mana-mana itu, kalau dalam konteks ini, orang underwriting 
teknik.
Peneliti : Kalau jurnal lain-lain, bikin jurnal penyesuaian tidak Pak pada 
akhir tahun? Misalnya untuk mengetahui berapa jumlah kontribusi 
yang telah menjadi hak.
Narasumber : Oh kalau penyesuaian, ya bikin bukti memorial.
Peneliti : Oh, jadi selain ini yang 4, biasanya kalau yang tidak berkaitan 
dengan ini bikin jurnal lain lagi.
Narasumber : Iya, bikin jurnal biasa. Kalau bikin jurnal cadangan premi itu 
untuk penyesuaian itu adalah biaya cadangan (D) yang 
merupakan biaya, pada cadangan premi (K) yang merupakan 
utang. Tapi dalam penyesuaian biasanya utang yang tahun lalu 
didebet dulu baru pembentukan cadangan yang baru lagi.
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Lampiran 3: Struktur Organisasi Jasindo Takaful
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Lampiran 6: Klausula Akad Jasindo Takaful
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